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ABSTRACT

The police as one component of defense and safety which directly faces
to the society, sometimes confront. .  dilematic problem. They must carricd
out the maintenance of justice with all the law definition which stuck on their
Job, but in the opposite side, they mnst execute the society serving function. In
the interaction point between them ( the police and society ), there is a friction
on that and therefore caused the new problem which have the social dimension.

The attitude which appear by the police so far, has shown an antagonic
character on the society it will give a various meanings of the police from the
society, and at last the society will give the less perception for their police.

According to the problem , thig thesis appearing two basic principles
probiem, which are (1) How is the society’s perception for the police ag the

justice holder, and (2) How is the influence of the perception to the law

cansciousness and the law obedient by the society itself

In addition to view, deseribing, and explaining the problem, the writer -
has done a research using the social definition theory with the symbolic |

interaction approach as the one of consequency from qualitative research. By
this research model, some reason which appear from that perception, could
expextantly finding. From the research which take on the Jambi Municipality
as the location, there are found some Bociely’s perception about the police as
the fustice holder. Some of them are police as the dissappointed perzon,
horrible, or frightening, and materialistic police which of course caused the
effect for the society, that are less law consciousness for reporting the criminal
event, and also the less law obedient of the society for not doing their so!¢

. judgement.

This police’s antagonic attitudes should be changed soon by carried out
the basic changed in the police system, from the antagonic police to the
protagonic police ( Satfipto Rahardjo, from his opinion about the police as
the uniformed civil person ). From the statement above, we know that reviging
the relation between the society with their police to the harmonic relation
between them are importantly needed . With the protagonic police system, the
better perception from the society for their police will exactly happen,

_ By the research which found through this thesis, the expectantly are the
society will know much more about the police’s task and the police will
recognize their fanlt, and finally, it will increase the sociefy’s law
consciousness and obedient,

[N
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A.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat (rakyat) merupakan salah satu unsur
dari suatu negara vyang bersifat esensial, karena tanpa
masyarakat, negara tidak akan jalan, tidak akan ada
vang diperintah atau dengan kata lain tidak ada yang
menjalankan suatu kebijakan vang diambil oleh
negara (penguasa)l.

Dalam masyarakat modern urgensi masyarakat
tergambar dari peran sertanya di dalam penentuan
kebijakan (policy).

Masyarakat terdiri dari befbagai kelompok yang
saling berinteraksi dan masing-masing dapat mempunyai
kepentingan dan nilai vyang berbeda. Dalam proses
interaksi tersebut setiap kelompok berusaha agar
kelompok vang lain mengikuti nilal vang dipakainyva.
Apabila masing-masing mempunyai nilai dan kepentingan
vang saling bertentangan dan masing-masing bertahan

terhadap nilai dan kepentingannya tersebut, maka
i

terjadi kondisi vang disebut konflik nilai.




)]

Venflilk nilai merupskan mazalah enaial vang

4y
i

sering terjadi di dalam kehidupan bermasvarakat. bahkan
dapat saya katakan bahwa konflik nilai merupakan
dinamika sosgial vang memiliki karakter tersendiri vang.
mau tidak mau pasti terdadi dalam suatu magyarakat.
Masalahrnyva sekarang adalah sejauhmana konflik nilai itu
masih dapat ditolerir dan diterima sebagai suatu bagian
dari dinamika sosial, dalam artian konflik itu tidak
menimbulkan akibat vang mengganggu kesatuan masvarvakat
tersebut.

Secara sosiologis, maka suatu masalah sogial akan
timbul, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-
nilai atau norma-norma Yang berlaku dengan kenyataan
yang dihadapi atau dialami, atau yang oleh 1.5. SBusanto
diistilahkan dengan kesenjangaﬁ antara realitas
konsepsional dan realitas fenomena.2 Suatu masalah
sosial tidak lperlu bersumber pada acpek-aspek sosial
dalam masyarakat, oleh karena vang menjadi kriterium
adalah akibatnya vang mengganggu keutuhan

masyarakat ataupun warga—warganya.8

Dalam pada itu Weinberg melalui pendekatan

group centered beranggapan bahwa masalah sosial bukan

2Lihat 1.8, Gusantn, Pemshaman Kritis Terhadap Realitas Sesial, Majalzh Hacalah-
pacalah Hukus (Semarang:FH.Undip, 1992}

3 Soerjons  Soekantn, Beberapa Teori Gosinlogi Tentamn Shrukiur Hagyarakat
{Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 9933, Hal.d4,



digebabkan oleh individu vang immoral atau disebabkan
oleh kurangnya koordinasi dan regulasi, melainkan
disebabkan oleh konflik alamiah diantara berbagail
gegmen dalam maayarakat.4

Apabila kita berpatokan pada asumsi vang
demikian, maka masalah-masalah sosial dapat saja
terjadi dalam bidang-bidang kehidupan tertentu dalam
masyarakat, dan apabila kita hubungkan deﬁgan perihal
kehidupan dalam masyarakat sebagal suatu sistem, maka
kehidupan tersebut dapat diibaratkan sebagai suatu
lingkaran vang tiada terputus dan terus berputar
mengikuti perjalanan waktu.

Berbilcara mengenai masyarakat tidak bisa terlepas
dari pembicaraan mengenai manusia selaku subjek, karena
manusiaiah vang menggerakkan pola atau sistem
masyarakat.5 Mapusia sebagai makhluk sosial saling
berinteraksi satu sama lainnya dalam satu tatanan
kehidupan. Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia
(dapat dibaca: masyarakat) selalu berfikir, menilai dan

bertindak atas sesuatu vyang terjadi (obdek vang

. §
dilihatnya), atau dengan kata lain bahwa manusia
mempunyai sikap atau respons: atas =esguatu vang
terjadi dihadapinyva (stimuli sosial vang telah

terkondisikan) vang kemudian menimbulkan persepsi.

# Soetoso, Op.Cit. Hal.9%.
“Lihat Satjipte Rahardjo, pada saat menguraikan peran panusia dalam penegakan hukue,

Masalah Penepakan HukumjSuatu Tinjauan Sosinlogis {Bandung:Sinar Baru) hal.2é.



Kembali kepada masalah bidang-hidang atau
kelompok-kelompok vang terdapat dalam masyarakat, maka
salah =atu bidang atau kelompok yang vpaling menarik
untuk dikaji adalah bidang sosial termasuk didalamnya
hukum dan masyarakat, karena kedua komponen sosial ini
galing keterkaitan satu sama lainnya secara langsung,
hukum tanpa masyarakat mustahil untuk dilaksanakan,
sedangkan masyarakat tanpa hukum akan menﬁédi anarkhis,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Hobes bahwa
masyarakat ‘tanpa hukum menyebabkan individu dan
kelompok vyang satu menjadi pemangsa bagi individu dan
kelompok vang lain (homo momini lupus)6

Dalam konteks implementasi hukum di masyarakat,
terdapat suatu alat pelaksana hukum yang paling
potensial dan langsung berﬁadapan” dengan masyarakat,
yaitu polisi yang dalam bekerjanya berperan ganda,
yvaitu sebagali penegak hukum vang berorientasi pada
kepentingan peradilan dan penegak hukum vang
berorientasi pada Xkepentingan penjaga keamanan dan
ketertiban dalam masyarakat.

Kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat
pernah dituangkan dalam Kongres PEEB ke—V mengenai The
Prevention of Crime and The Treatment of Qffender,
khususnya dalam laporan ageﬁda masalah The Emerging

& ihat Soerjone Soekanto, Op.Cit., hal.52,

4



Unles of Tha Police and Law Inforcement Agencies antara

lain dinvatakan:

Polisi merupakan bagian dari masyarakat dan tidak
dapat: dipisahkan dari masyvarakat, dan kebanvakan
dari waktu polisi dihabiskan/digunakan untuk
fugas-tugas vang berorientasi pada pelayvanan
(masyarakat) daripada  tugas-tugas penegakan
hukum. (The police were a part of and not
separate from the community and that the
majority of a policeman’s time was spent on
service-oriented a?sk rather than or law
enforcement duties). :

Sebagal suatu institusi vang diberi wewenang atau
kekuasaan melaksanakan hukum (penegak hukum) , polisi
telah dikonstruksikan secara normatif bertindak sesuali
dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku.
Masalahnya sekarang, ketika hukum itu ditegaklkan oleh
aparat kepolisian dimasyarakat, timbul problem-problem
sosial vyang pada intinya menunjuk pada pertentangan
kepentingan antara kedua kelompok sosial itu.

Pertentangan atau konflik sosial itu akan
bertambah rumit ketika berhadapan dengan kondisi
masyvarakat vang heterogen seperti Indonesia. Perbedaan
kondisi masyarakat yahg majemuk itu bukan mustahil akan
menjadi problem tersendiri bagil pelaksanaan penegakan
hukum vyang dilakukan oleh polisi.Kebijakan polisi di
Aceh akan berbeda dengan kebijakan polisi di Jakarta
atau daerah lainnya, hal ini disebabkan kultur

7Lihat Barda Nawawi Arief, Beberapa fispek ¥ebijakan Penepakan dan Fengembanpan Hukue
Pidana (BAndung:Citra Aditya Bakti, 1998}, hal.14,




masyarakat, yang berbeda dan pelisi harus masuk kedalam
kultur masyarakat tersebut.?

Salah satu ilustrasi adalah ketika seorang
Kepala Polisi di Aceh memutuskan tidak mentolerir
apapun yang namanya perjudian, Keputusan rini mungkin
tidak akan diambil oleh orang yang sama ketika ia
bertugas di daerah lain, karena jika dipaksakan sama,

maka tidak mustahil akan menimbulkan konflik sosial

baru.

Perilaku dari aparat kepolisian baik gecara
individual maupun secara institusional dalam
prelaksanaan tugas-tugasnya ditengah masyarakat

dirasakan banyak yang menyimpang dan tidak sesuai
dengan ketentuan aturan yang mengaturnya (Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara PIdana dan Kode Etik Kepolisian) Hal
ini dirasakan masyarakat sebagai suatu pertentangan
atau konflik vyang sulit dicarikan Jjalan keluarnva.
Karena apapun tindakan yang dilakukan oleh polisi di
tengah masyarakat selalu ada alasan pembenarnva. Ini
dimungkinkan karena polisi mempunyai kekuasaan vang
besar, sehingga mampu melakukan segala tindekan ilegal
dan berlindung dibalik tugss-tugasnya vang legal.

BSatjiptu Rahardjo, Bahan Kulizh BSosiolegi Hukum {Semarang:52 Iimu Hukum Undip, 1997},

Kehijakan seperti ini bukan disebabkan oleh adanya pembedaan antar dzerah, melainkan
dicebabkan oleh keltur nasyarakatnya ite sendiri yang tidak menghendaki adanya perjudian
ditengah masyarakatnva,




ESnrotan tajam terhadap polismi  balk dalawm
konteks personal maupun dalam konteks institusional
akhir-akhir inli semakin gencar dilsakukan, sorotan
tersebut datang dari berbagai lapisan/gtrata
masyarakat, vang pada intinya menghendaki perubahan
metode pemolisian, karena selama ini metode pendekatan
yvang digunakan polisi adalah pendekatan represif
sedangkan disisi lain mwmasyarakat menghendaki suatu
gistem pemcolisian wvang responsif, vaitu polisl yang
tanggap atas perubahan dan perkembangan masyarakatnya.

Prilaku atau tindakan polisi yang dirasakan oleh
masyvarakat sebagai suatu tindakan &ang tidak sesuai
dengan norma-norma sosial, baik secara normatif maupun
secara gosiologis, antara lain tindakan vang
herhubungan Jlangsung dengan tugas:tugas atau kewajiban
polisi dalam penegakan hukum, seperti dalam hal
penangkapan, penahanan, pemeriksaan penyidikan,
pengegeledahan dan sebagainya, serta tindakan dalam
konteks menjaga ketertiban dan pelayanan di masyarakat,

sepertl tindakan korupsi dalam bheberapa pelayanan

t.erhadap masyarakat, pembedaan status sosial dan
sebagainya.
Dalam konteks remolisian profesionalisme

tradigonal vang sampai saat. sekarang dilakukan oleh
polisi dimasyarakat, efektifitas hukum akan semakin

jJauh untuk diperoleh, karena keefektifan hukum itu



gendiri akan barhasil dengan baik avabila ada
keserasian antara aturan hukum (termasuk slehemnya)

dengan kultur masyarakatnyva. Savignylo

pernah
mengatakan bahwa hukum akan dapat berjalan efektif
apablila ada keserasian antara aturan - hukum dengan
kultur wmasyarakatnya, kultur masyarakat ini Juga akan
menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin dalam pada
aturan hukum yang adar o

Hal lain yang mwenarik untuk dikadi adalah masalah
keseimbangan pelaksganaan tugas-tugas kepolisian di
tengah masyarakatnya, hal ini penting karena apabhila
tugas—-tugas kepolisian vang berparadigma ganda itun
(kekuasaan dan kemitraan/kesejajaran) tidak berjalan
seimbang, maka dapat menimbulkan citra vang kurang baik
bagi institusi kepolisian itu sendiri.

Satjipto Rahardjoll menegaskan bahwa Kepolisian
adalah institusi dengan paradigna ganda, polisi
sekaligus merupakan “the strong hand of society” dan
"the soft hand of society', kedua-duanya terdapat dalam
diri kepolisian dan dalam tugas—tugas kepolisian.

Dari paradigma ganda vang sedemikian Tupa,

menurut hemat saya tugas dan peran kepolisian di tengah

Wantan Tabah, Menatap Dengan Hata Hati Polisi Indonesia (Jakarta:framedia, 1991},
flal. 10,

1‘:‘a’tjiptcl Rahardio, Membangur Polisi Indonesia Baru, Hakaiah Sewmindr Nasional Polisi
ITI, Tentang Polri B8ipil Yang Mandiri, Berdaya dan Profesional Untuk Mesjamin Integritas
Bangsa (Pusat Gtudi Kepelisian Fif Undip:Bemarann,22-23 Oktober 19981, Hal.3.
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masyaﬁakat Indonesia yang sangat majemuk ini sangat
sulit untuk dilaksanakan secara seimbang dan sempurna
tanpa memperhatikan rerkembangan habitat kepolisian
itu sendiri, yaitu masyarkatnya. Dengan demikian wajar
Jika ada pandangan vang mengatakan bahwa sebelum
menjadli polisi, seorang anggota kepolisian sebaiknya
menjadi “orang sipil" terlebih dahulu, artinyva ia
dituntut V‘untuk lebih dahulu menghayati hagaimana
kebutuhan, perasaan, pikiran dari seorang anggota

masyarakat biasa itu. Maka pada saat ia sudah menjadi

anggota kepolisian, ja akan mengerti bhenar tentang

. bagaimana georang warga masyvarakat itu ingin

diperlakukan oleh peolisinya, polisi itu pada hakekatnya
adalah " warga negara biasa yang berseragam (a
civilian in uniform) « 12

Keseimbangan peran ganda inilah yang sulit untuk
dilaksanakan sehingga menyulitkan tampilnya citra
rolisi yang Dbaik di mata masyarakat dan akhirnva
berdampak pada Budaya hukumnya. Budaya hukum ini
Justru akan menentukan apakah magyarakat akan
menggunakan atau tidak menggunakan lembaga kepolisian
itua.

Mengenai hal ini Friedman mendefinisikan

komponen kultural dari hukum tersebut aebagai

L21hid, hal. b,

7




Feseluruhan dari z2ikap WArZa masyarakat vang

bersifat umum dan nilai-nilai vang alkan menentukan
bagaimana seharusnysa hukum itu berlaku dalam
nmasyarakat. Oleh sebab itu beliau mengkiaskan budaya

hukum laksana "bensinnya motof keadilan". 13

Dengan demikian, suatu hukum rada akhirnya
dapat dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan
oleh sikap, pandangan serta nilai vang dihayvati oleh
anggota masyarakat yang bersangkutan.14 Budaya hukium
merupakan salah satu sumber daya Dbekerdanya azistem
hukum dengan memberi masukan nilai-nilai yang dianut
oleh suatu komunitas tertentu.

Dari pandangan yang demikian, menururt hemat saya
ada keterkaitan yang sangat erat‘sekali antara perilaku
atau tindakan yang dilakukan oleh " aparat kepolisian
dimasyarakat dengan rersepsl, sikap, tanggapan dan
renilaian masyarakat terh&dap polisinya, vyang pada
akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap penghormatan

magyarakat prada hukumnya, karena polisi sering

dikatakan sebagai hukum vang berjalan.

Dalam perkembangan terakhir, gesual dengan

tuntutan reformasi yang menghendaki polisi keluar dari

Satjipto Rahardje, Pemanfaatan [lmu-ilmu GSosial bagi Fongesbangan  Tlau Hukun

{Bandung:Alumni, 1977}, Hal, 192.
4Lihat Satjipto Rahardja, Ilau Hukum, Celakan ke [II(Bandung:Citra Aditya, 1991},

[,
od

Hal.l34.




Angkatan Berzeniats Rapublik Indonesis (ABRYY, maka
rada tanggal 1 April 1999 roliei dinyatakan keluar dari
ABRI dan diharapkan sistem remolisian dapat berubah
baik secara struktural maupun secara fungsional, namun
sejauhmana perkembangan itu dapat dilakukan cleh polisi
didalam melaksanalkan tugasnya sesuai déngan tuntutan
masyarakat perlu dilalkukan renelitian.

Oleh karena itu lewat penelitian ini, peneliti
hendak mencari tahu bagaimana masyvarakat di Kotamadia
Jambi mempersepsikan polisinya sebagai penegak hukumn.

B. Permasalahan

Berangkat dari deskripsi vang demikian, maka
dalam rangka studi penelitian terhadap fenomnena-
fenomena kepolisian vang terdapat di masyarakat.,
difumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kotamadia Janmbi
terhadap polisi sebagai penegak hukum:

2. Bagaimanakah rengaruh rersepsi masyarakat di
Kotamadia Jambi terhadap kesadaran dan kepatuban
hukum masyarakat itu sendiri.

C. EKerangka Teori

Mengawalli pembicaraan dalam sub bab ini, ada
balknya penulis wengemukakan suatu randangan Weber yvang
merumuskan beberapa sasaran prokok dalam suatw.

penelitian sosioclogi, yaitu:




1. Tindakan manuzis yang wengandung  makna  subyekbif,

=i

meliputi bheberapa tindakan nyata

2. Tindakan nyata yang berszifat batiniah dan bersifat
subyelktif

3. Tindakan vyang meliputi pengaruh rogitif dari suatu
gltuasi, atau tindakan yang sengaja diulang

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada
beberapa individu

5. Tindakan itu memperhatika? tindakan orang lain dan
terarah kepada orang lain. 12

Masalah yang senantiasa menggelitik dalam setiap
penelitian s=sosial adalah bagaimana interaksi antara
indlvidu dengan masyarakat dan bisa mengubah perilaku
individu dan kemudian akan membawa perubahan pada
masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan
masalah ini teori yang paling tepat untuk mendekatinya
adalah dengan menggunakan teori interaksi simbolik vang
dikemukakan oleh Goerge Herbert Mead dan Herbert
Blumer.

Pandangan Mead tentang “diri" adalah vang
terpenting dalam interaksi simbolik. Dia melihat "diri”
sebagal suatu organisasi aktif bukan sekedar ‘tempat
buangan yang hanya menerima dan memberikan reaksi
terhadap stimulasi (1:*amgaaamg.:an).'16 Blumer wmenerangkan
bahwa "diri"” Jauh lebih besar daripada "internalisasi
komponen struktur sosial dan kebudayaan“.l7 Hal ini
lebih merupakan proses sosial, sebuah proses interaksi
diri di mana pemeran manusia menunjukkan pada dirinya
sendiri hal-hal vang menentangnyva di dalamn situasl yang

Y ihat Tamroni, Fenpantar Pengesbangan Teori fozial {Yooyakaria:sTiara Warana, 10921,

hat.5d. ;
18, 171414, , hal.56.




dia mainkan dan menyusun rerbuatannya lewat
interpretasi akan hal-hal semacam itu.

Pada bagian atas telah dikatakan bahwa dalam
masvarakat terdapat interaksi sozial, hal ini
digebabkan adanya dorongan atau motif untuk mengadakan
hubungan dengan orang lain. Manusia mempunyal dorongan
sosial. seperti juga vang dikatakan oleh Murray bahwa
manusia mempunyali motif atau dorongan sosial.
Demikilan Juga apa vang dikatakan oleh Mc Clelland,
dengan adanya dorongan atau motif sosial pada manusia,
maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan
hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Dengan

demikian maka akan terjadilah interaksi antara manusia

satu dengan manusia yang 1ain.18
Tnteraksi ansial ialah hubhangan antara

individu satu dengan individu yang lain, individu vang
satu dapat mempengaruhi individu vang lain atau
sebaliknya, Jjadi terdapat hubungan vang galing timbal
balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu
dengan individu, individu dengan kelompok atau'kglompok

dengan kelompok.

Seperti diketahui dan dapat- diamati dalam

1EBimt' Walgiin, Psikolpgl Sesial, Guatu Penpantar (Yoovakartzsandi Hset) hal, 85,

Jq o




ehidupan masvarakat terdapat adanva kelompok-
kalompok yang'cukup banvak Jjumlahnya, kelowmpolk vang
satu berbeda dengan kelompok lainnva. Yang dimaksud
dengan kelompok adalah sekumpulan individu-individu
vang saling mengadakan interalsi dan aaling
mempengarthi  satu  dengan yvang lain. Seperti vang

dikatakan oleh Chaplin sebagail berikut:
A collection of individuals who have sonme
characteristic in common or who are pursulng a
commen  goal. Two ormore persons who interact

’

in anv way consitute a group. It 1Is not

necessary. however, for the members of a group

to infsract directly or in face o face
manner

Darid pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa
kelompok itu dapat terdiri dari dua orang saja,
tetapl Juga dapat terdiri dar} banvak orang. Apa
vang dikemukakan oleh Chaplin tersebut bhahwa anggota
kelompok 1tu tidak perlu adanya interaksi asecara
langsung, vaitu face to face.

Salah satu kelompok dalam kehidupan di
masyarakat adalah polisi yvang diciptakan sebagai
alat atau aparat penegak Thuluam dan penaga
ketertiban dalam masyvarakat. dalam rangka penegakan
hukum dan penjaga ketertiban di masyarakat. polisi

1(?.].F'. Chaplin, Dictionary of FPsycology (Mew YorkiDell  Publishing Co.lIec,
1572} ,hat. 463,
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berhubungan dengan kelompok lain vang lebih luas dan
dapat dikatakan sebagai embrionya polisi itu
gendiri, vaitu masvarakat.

Dalam konteks penegakan hukum oleh polisi di
magyarakat selalu timbul interaksi dan tingkat
keberhasilan penegakan hukum itu tergantung dari
interaksi vang terjadli antara polisi dengan
masyarakatnva.

Jika ditinjau daril berbagal studi tentang
penegakan hukum dan keadilan, terdapat Llima pi}ar
hukum vang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu
menjadi gefektif. Kelima pilar tersebut adalah
gsubstansi hukumnya, aparat, péralatanﬁ maayarakat

. . )
dan blrokra81nya.“0

Sementara itu Welter C-Recklesszl
mengemukakan empat elemen penting dalam Proses
penegakan hulkum, vaitu sistem dan organisasi
kepolisian, sistem hukum, sisten peradilan dan
birokrasi penegakannya .

Robert Seidman sebagaimana vang dikutip oleh

20ﬁunartu, Merosunni €ritik Terhadap Pelri. Bukw I (Jakarta:fipta Hanungpal, [9%6),
hat.ga3.

Uppig,



Satjipte Rahardjo mengajukan tige komponen inti
vang mendukung bekerjanva hukum dalam maayvarakat
vaitu (1) lembaga pembuat peraturan, {2) lembaga

penerap peraturan, (3) pemegang peran iltu sendiri.22

.
I.5. Susant043

mengajukan empat unsur vang
dapat mempengaruhi rualitas penegakan hulsam,
khususnva dalam kontek penegakan hukﬁ%upidana, yvaitu
undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat) dan
aparat penegakan hukum itu sendiri. Menurutnya,
keempat komponen itu berada dalam hubungan yang
saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah
strukture: politik, sosial dan budayva serta ekonomi
pada suatu situasi tertentu .

Berbicara mengenai wpolisi sebagai penegak
hukom, +ternvata polisi mempunyail karakteristik
vang khas, sebhagaimana yang dilkatakan oleh
Satjipto Rahardjo: "Kalau kita berbicara mengens i
penegakan hukum, maka bidang kepolisian ternyata
mempunyail daya tarik vang istimewa, hal itan di
sebabkan karena karva kepolisian itu tersebar secara

jelas di mana-mana selama dua puluh empat J'am"24

Waatjipte  Rahardin, Masalah Penegakan Hubser  Suzbw  Tinjauan Sesiclogis
{BandunasGinar Baru, Tampa Tahunj, hal.d,

e, Susantp, Pemahasan Kritis Terhadap Realitas Sosial. Balam Masalah-Hasalah

Hukua Ho.9 (Semarang:FH Undip}, §992), hal.l7.
2g2¢51pto Rahardjo, Op.Lit., hal.i5.
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Natam  perepektif zogiologis. polisi  ssbagai
renegak hukum selalu memiliki apa vang disebut
status dan peranan. Status melahirkan peran. artinva
kedudukan yang ia miliki memyebabkan adanva hak-hak
dan kewajiban-kewajiban tertentu. Inilah vang
disebut wewenang. Kalau hak merupakan wewenang untuk
berbuat., maka kewajiban merupakan beban atau
tugas .25 N
Terdapat empat tipe peranan. vaitu: Peranan
vang 1ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang
menurut dirinya sendiri dan peranan yvang secara riil
dilakukan.28

Keempat peranan teréebut dalam kontek
pelaksanaan tugas tugas kepolisian, baik vang
herorientasl pada kepentingan péradilan maupun pada
kepentingan penjaga ketertiban dan pelayvanan
magsyarakat telah diatur sedemikian rupa dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Polrok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang Hultum Acara

Pidana.

255eerjnno Soekante et.al., Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukuw (dakarta:Bisa

fksara, 1938}, hal.l¢-1L,
5hid.




Nalam menizlankan
polisi tidak bisa terl:

manusia. Dalam kaitan

Rahardjo pernah mengataka
Berbicara masalah
menyinggung manusia.
hukum itu merupakan
Apabila kita membic.

hukum hanya berpegans s SAN
dalam ketentuan-kete .~w, maka kita
hanya memperoleh gal _.can  sterilitas vang
kosong. JIa baru menjadi berisi manakala

dikaitkan dengan relaksanaannya yvang konkrit
oleh manusia. Masalah vyang kedua adalah
berhubungan soal lingkungan dari renegakan
hukum tersebut. Masalah lingkungan ini dapat
dikaitkan dengan manusianya sacara individug%
serta dengan penegak hukum sebagali lembaga .<¢

Lingkungan vang dimaksud aleh Satjiptg
RahardjJo diatas adalah masyarakat tempat bekerjanya
roliasi tersebut dan keberhasilan tugas—tugas
kepolisian tersebut =sangat tergantung dari tingkah
laku atau sikap para anggota aparat kepolisian itu
sendiri 4di dalam masvarakat.

Unsur manusia sebagai kata kunci prada pendapaft:
itu tidak hanya terbatas pada individu vang otonom
semata, tetapi manusia sebagai bagian dari struktur
vang lebih luas. Pada titik ini prergoalannya menjadi
melebar, yvang tidak saja faktor individu tetapil Juga
persoalan relations behaviour dan Social Structure
sebagai variabel independen.

Vestiigta Rahardjo, €p.Cit., hal.z2.
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Sebagaimana  diketahui. dalan kenvataan sehari-hari
setiap kehafusan atau kehendak vang ditentﬁkah dalam
peraturan dilakukan dan diterdemahkan oleh manusia
vang menjalankannya. Berkaitan dengan penelitian ini
maka poligi (sebggai manusia) yang menjalankan
fungsi penegakan hukum itu benar-benar menempati
posisi penting dan menentukan, tentunva yang mendadi
pusat perhatian di sini adalah prilalkunya sebagai

manusia.

Weber memberikan penegasan. bahwa mempelajari
perkembangan suatu pranata gecara khusus dari luar
tanpa memperhatikan tindakan manusianva sendiri
berartli wmengabaikan segi-segl yang prinsipil dari
kehidupan sosial.<B8 v

Dalam konteks ini. pendekatan vang wpaling
relevan untuk melihat tingkah laku polisi (sebagal
manusia) digunakan paradigma definisi sosial, karena

paradigma ini melihat manusia sebagal sesuatu yang

aktif dan kreatif.29

Salah satu teori definisi sosial vang paling

eksklusif dalam menjelaskan tingkah laku manusia

2aﬁnerge Ritzer, GSosiologi Ileu Pengetahwan Berparadiyma Ganda, disadur oleh
Alimandan (Jakarta:Rajawali,1992), hal.d3. :
Pibid. hal.5i.




melalui analizis makns ini adalah teori
interaksionisme simbolik dari G. Herbert Mead vang
kemudian dikémbangkan nleh Herbert Blumer dan teori
ini dijadikan titik tolak analisis.

Interaksionisme simbolik  dibangun dari
paradigma definisi so0sial vang memandang manusia
sebagal aktor yang sadar dan refleksif, vang
menyatukan objek-objek vang diketahuinva melalui apa
yvang disebut Blumer zsebagal self indication 30. Salfl
Iindication adalah proses komunikasi vang sedang
berjalan di mana individu mwmengetahuil sesuatu,
menilainya, memberinya makna dan memikirkan untuk

hertindak berdasarkan makna 1tu.

Interaksionisme simboli£ menurut Blumer
bertumpu pada tlga premis, yaitu:slk
1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan
makna-makna vang ada pada sesuatu' itu bagi
mereka;
2. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi
soslial seseorang dengan orang lain;

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses

interaksi sosial berlangsung.




Nari ketiga premis tersebut dapat dimaklumi
B&gi teori inl. konsep individual. interaksi dan
interpretasi merupakanj terminologi kunci dalam
memahami kehidupan sosial.

Dengan demikian » Prandangan ini ingin
mengakatan, bahwa manusia saling menerjemahkan dan
saling mendefenisikan tindakannya, bukan hanya
sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang
terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak
dibuat secara langsung, tetapi didasarkan atas

makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain.

Perlu dikemukakan disini , Dbahwa perilaku
manusia yang subjektif—interprétatif tidak dapat
terlepas dari cara pandangnya dalam menangkap
segala sesuatu vang ada di sekelilingnya. QOleh
karena itu tindakan manusia adalah tindakan maknawi
vang ia peroleh lewat pengetahuan dan pengalaman

syang unik sebagai orang pribadi dalam lingkungan

31Liha’c Soetomos, Op.cit.. Hal.4B.
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"hidﬁﬁ bersama dengan orang lain, artinya pandangan
atau persepsi seseorang diperoleh melalui proses
sosial.32
Parson mengatakan bahwa tindakan individu
bukanlah merupakan aesuatu kelakuan bioclogis,
melainkan suatu kelakuan yang bermakna.33 Setiap
orang mempunyal apa yang dinamakan perilaku,
yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi
dan fungsl kognitif manusia. "Salah satu unsur
perilakXu manusia adalah Social Action, yaitu gerak
vang terlihat pada usaha mencapal tujuan, vang
terjadl pada situasi tertentu, diatur oleh kaedah-
kaedah tertentu dan berdasarkan motivasi tertentu.
Jelasnya tindakan sosial bukan merupakan
perbuatan yvang tidak terkendéli. Tindakan itu
terikaf pada berbagai hal vang terdapat di luar
orang itu. Justru tindakan sesgeorang di dalam
masyarakat akan berorientasi pada berbagai hal dan
patokan vang ada. Dengan demikian sulit untuk

diterima, bahwa tindakan orang dalam kelompok adalah

321 s, sysante, Op.Cit., Hal.lo0.
Spernard L. Tanya, Dizlog Antara Budaya dan Hukum Pidana, Tesis §-2 PPS Vi, Tidak

Dipublikasikan (Jakarta:1992}, Hal.20.




hebas, melainkan sebaliknya, yaitu didisiplinkan
oleh pembatasan-pembatasan vang berlaku, oleh
Parson, ditentukan bahwa tindakan sosial tunduk pada
suatu skema tertentu yang disebutnya sebagai
relational scheme.%4

Berkaitan dengan masalah persepsi , objek vang
dipersepsi dapat berada di luar individu vang
mempersepsil, tetapi Juga dapat berada di dalam diri
orang yang mempersepsi. Dalam mempersepsi diri
sendiri orang akan dapat melihat bagaimana keadaan
dirinya sendiri, orang dapat mengevaluasil tentang
dirinya sendiri.

Bila objek persepsi terletak di luar orang
vang mempersepsi, maka objek rersepsi dapat
bermacam-macam, vyaltu dapat befbentuk benda-benda
vang disebut dengan persepsi benda atau Juga
disebut dengan non—-secial perception, sedangkan
bila oblek persepsi berujud manusia atau orang
disebut ﬁersepsi sosial atau social perception .35

Oleh karena penelitian ini berfokus pada

usaha untuk mengungkapkan persepsi masyarakat

HMparhatitan Satiinto Rahardjo, Op.Cit., Hal.20.

3L inat Tagiuri dalas Bino Walgite, Op.Cit.56.




terhadap polisi sebagai penegak hukum, maka sudah
tentu pula untuk diketahui apa yang disebut dengan
masyarakat. Masyarakat dapat dilihat sebagali suatu
komunitas vyang sedikit banyak bersifat mandiri,
yvaitu yang mémiliki pola hubungan yang tertib dengan
realitas dan objektivitas tertentu yang bersifat
mandiri pula. Oleh karenanya, masyarakat tidak
kurang dari suatu kolektivitas yang relatif bersifat
awasembada, vang melalui anggota-anggotanya dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik secara individu
maupun secara kolektif. Jelasnya mereka memeliki
gsistem nilai, norma dan sebagainya vang mendukung
warga komunitas dengan motivasi sebagai stimulasi
yang memberi makna serta legitimasi Dbagi tindakan
mereka. S0 )

Mengenal wmekanisme terbentuknya  persepsi,

secara sederhana dapat dilihat dalam bentuk gambar

sebagal berikut:
Gambar 1:

Penalaran

-
s

Rangsangan———éPersepsi*-—éPenéénalan———)Tanggapan
-

~

Perasaan
Persepsli merupakan baglan dari keseluruhan

proses yang menghasilkan tanggapan setelah

36Eka Darmaputra, Pancasila: [dentifas dan Wodernitas, Tinjauan Etis dan Budaya
{Jakarta:Bunung Mulia,1992), hal.b.




rangsangannya diterapkan kepada manusia. Persepsi
dapat didefenisikan sebagai cara manusia menangkap
rangsangan : ' Pengenalan adalah cara manusia
memberi artl pada rangsangan, sedangkan penalaran
adalah proses dengan mana rangsangan yvang satu
dihubungkan dengan rangsangan lainnya.87
Menurut Bernard Hannessy, Persepsi . (Percepiion)
dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap

38 Kognisi (Cognition) adalah cara

rangsangan.
manusia memberikan arti kepada rangsangan. Penalaran
( reason) adalah proses dengan mana rangsangan
dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat
pembentukan kegiatan psykologis. Perasaan (feeling)
adalah Xkonotasi emosional yang dihasilkan oleh
rangsangan, balk sendiri maupun bersama-sama dengan
rangsangan lain pada tingkat kognitif atau
konseptual.89

Dalam  konteks penelitian ini, persepsi
masyarakat adalah apa yang ia lihat dari tingkah

laku atau tindakan polisi yang pada akhirnya akan

menimbulkan sikap masyarakat terhadap polisi.

37Bernard Kannessy, Pendapat Unun (dialihbahasakan oleh fimiruddin Nasution},

Edisi Ke _empat (Jakarta:Erlangga,1989), hal.il7.

B1hid,, hal.117-118..

9Bandingkan gengan pendapat Scheerer yang mengatakan bahwa persepsi adalah
representasi  fenoaenal tentang objek-objek distal sebagai hasil pengorganisasian abjek
distal itu sendiri, sedium dan proksial. bandingkan pula dengan pandangan Bruner, bahwa
persepsi adalah proses kategorisasi, Lihat Sarlite Wirawan Sarwono, Tecri-teori Psikologi
Sosial {Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998}, hal.B83-86.




Sikap masyarakat inl sangat penting untuk
diketahui, karena dari sikap inl seseorang dapat
menduga'bagaimana respons atau perilaku yang diambil
oleh orang vyang bersangkutan terhadap sesuatu
masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanva.

Gerungan memberikan pengertian sikap sebagai
berikut:

pengertian attifude itu dapat kita terjemahkan

dengan kata sikap terhadap objek tertentu,

vang dapat merupakan gsikap pandangan atau
sikapr perasaan, tetapi sikar mana disertal
oleh kecenderungan bertindak sesual dengan
sikap terhadap obdek tadi. Jadi attitude itu

lebih tepat diteriemahkan sebagai sikag dan
kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal. 0

Seperti vang dilkatakan oleh Myers  bahwa
prilaku itu merupakan sesuatu yang akan kena banyak
pengaruh daril 1iﬁgkungan. Demikian pula sikap yang
dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.?! Sedangkan
- expressed attitudes adalah merupakan perilaku. Orang
tidak dapat mengukur sikap secara langsung, maka
yang diukur adalah sikap yvang menampak, dan sikap
yang menampak adalah juga perilaku. Perilaku dengan
sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhli satu
dengan yang lain

Dalam konteks penelitian inl, sikap dan

perilaku masyarakat akan tergantung dari sikap dan

40pino Walgito, Op.Cit., hal.109.
Uihid., hal.107,




parilaku polisi yang tampak dengan memperlihatkan

simbol-simbol yang mempunyai makna.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi masyarakat
terhadap polisi dalam fungsinya sebagai penegak
hukum yang pada akhirnya menentukan cara pandang
mereka terhadap polisi;

2. Untuk mengetahui pengaruh yang +timbul dari

rersepsi masyarakat terhadap penghormatannya pada

hulkum.

E. Kontribusi Penelitian

1. Kégunaan Teoritis:
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat
menjelaskan bentuk dan cara masyarakat memandang
polisi dalam fungsinya sebagai penegak hukum;

2. Kegﬁnaqn Praktis:
Bagi pihak kepolisian hasil penelitian ini dapat
dijadikan masukan yang pada akhirnya  dapat
membenahi tugas dan tindakannya pada masyarakat.
Sedangkan bagl masyarakat, penelitian ini dapat
memberli wawasan vang mendalam tentang berbagail

hal yang berkaitan dengan tugas polisi sebagai
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F.

penegak Mikum.

Metode Penelltian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatifd? dengan pendekatan
yuridis sosiclogis.

Penggunaan metode kualitatif ini dilakukan
bermaksud agar dapat mengetahui dan menemukan
makna secara mendalam mengenal permasalahan dari
simbol-simbol vyang tampak. Pendekatan Yuridis
sosiologis dimaksudkan sebagail usaha untuk
memahami hubungan antara fenomena hukum  dengan
masyarakat, karena institusi hukum merupakan
bagian dari sistem sosial yvang lebih  besar
dalam suatu masyarakat, atéﬁ dapat dikatakan
bahwa pendekatan yuridis soslologis dilakukan
sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan
dengan mengkajinya tidak semata dari sisi norma
hukum vang  mengatur tentang tugas—~tugas
kepolisian selaku penegak hukum, tetapljuga dari
sisi perilaku aparat kepolisian dalam
mengimplementasikan tugas-tugasnya selaku penegak

hukum di dalam masyarakat.

42Bugu:1am dan Taylor mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagal
prosedur penslitian yang penghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
tisan dari orang-srang dan perilaku yang dapat diagati, Lihat tewy J. HMoleong,
Metodologi Penelitian Kualitatif {Bandung:Rosdakarya, 1996}, hal.d.




2.

3.

Jenis dan Sumber Datﬁ

a. Jdenis data
Jenis data yang dipergunakan adalah data

primer dan data Sekunder vyang diperoleh dari

penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan

sebagal dasar bagi peneliti dalam mengamati dan

menganalisis permasalahan secara lebih objektif.

Menurut Soerjono Soekanto48 data primer diperoleh

langsung dari sumber pertama, vakni perilaku

masyarakat melalui penelitian, sedangkan data

sekunder antara lain mencakup dokumen—dokumen

resmi, buku-buku, hasil—hasil penelitian vang

berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

b. Sumber data

1. Data primer, diperoleh éari informan yang
terpilih dengan menggunakan teknik snow-
ball;44
2. Data sekunder, diperoleh dari buku-buku,

literatur, jurnal, buletin, hasil
penelitian, dokumen—dokumen atau catatan-—
catatan yang relevan dengan permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan, yaitu dengan cara mengamabti

hal. 12,
Moanafiah  Faisal, Penelitian fualitatifiDasar-dasar dan fplikasi

(Malang:YA3,1990), hal.d4,




langsung segala tindakan atau perilaku polisi
serta sikap tihdakan masyarakat terhadap
polisinya dan bagaimana penghormatan
masyarakat terhadap hulum. Teknik Cint
dilakukan dengan cara penellti terlibat
langsung dengan para subjek penelitian
(participant observation).

b. Wawancara, Yyaltu dengan cara melakukan
wawancara langsung terhadap masyvarakat (baik
yang terlibat langsung dengan pihak kepolisian
maupun vyang tidak, namun mereka dianggap
mempunyal kredibilitas vang cukup baik
terhadap polisi, sepertl para ©pakar hukum} .
Teknik wawancara ini dilakukan secara tak
berstruktur (unstructuredm-interview), agar
penellitl dapat mengadukan pertanyaan-—
pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa,
tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang
telah disiapkan sebelumnvya, ‘namﬁﬂ ‘demikian
peneliti tetap memperslapkan pedoman
pertanyaan secara garis besarnya agar tidak
menyimpang daril permasalahan vang akan

diteliti

Studil kepustakaan, dilakukan dengan Jalan

mengambil teori-teori, pandangan-pandangan




4,

atau pendapat-pendapat para ahli yang terdépat
pada buku-buku, literatur, makalah, Jurnal,
tesis, -disertasi dan bahan lainnya vang
dianggap relevan dengan perﬁaaalahan vang
akan dibahas

Lokasi Penelitian'

Penelitian ini dilakukan terhadap
masyarakat yvang terdapat pada dua wilayah hukum
sektor kepolislan, yang lokasi penelitlannya
difokuskan pada dua wilayah hukum  sektor

kepolisian vyang berada di kotamadia Jambi, yaitu

Sektor Kepolisian Pasar Jambi dan Sektor

Kepolisian pelayangan (seberang kota). Pemilihan
dua lokasi i1ini didasarkan pada asumsi bahwa
perbedaan kerakteristik sistem - sosial vang

mencolok pastl akan berpengaruh pada persepsi

-warganya terhadap suatu fenomena dan secara

teoritis studi komparasi ini sangat bermanfaat

untuk memperkaya teorisasi hukum dan masyarakat.

Sampel Penelitian
Pengambilan sampel dilakukan secara
purposive rasional (logical purposive
sampling).45 Berdasarkan metode ini, maka dipilih

informan yang benar-benar mengetahui dan memahami




peritakn sosial dari aparat kepolisian. Adapun
komposisi informan yang akan diambil antara lain:
a. Seorang Buruh/Pedagang Kecil
b. Seorang Pengusaha
¢. Beorang Mahasiswa/Pelajar
d. Seorang Pegawal Negeri Sipil

Pemilihan informan awal di atas didasarkan
pada asumsi méwakili masyarakat, dengan
demikian memudahkan peneliti dalam mencari data,
namun demikian pemilihan informan tersebut
tentunya berdasarkan kriteria-kriteria

46

tertentu. vang kemudian berkembang mengikuti

prinsip Snowballs Sampling dan berakhir sampai
terdapat indikasi tidak munculnya wvariasi atau
informasi baru yang relevan dengan permasalahan

penelitian .

Analisis Data

Penggunaan analisis data kualitatif ini

Y¢riteria tersebut antara lain (1) subjek yang telah cukup lama dan intensif
"senyatu® dengan sesuatw kegiatan atau “smedan aktifitas® yanp menjadi
sasaranfperhatianj (2} subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada
lingkungan/kegiatan yang menjadi sasaran/perhatian; (3) subjek yang mempunyai banyak
waktu atau kesempatam untuk dimintai informasij (4) subjek yang dalam amemberikan
inforsasi tidak cenderung “diolah*® atau "dikemas" terlebih dahulu, nereka masih
relatif luge dalan memberikan informasiy (5) subjek yang sebelumnya tergolong
*asing® dengan peneliti, sehingga peneliti dapat merasa lebih tartantang untuk
"helajar® sebanyak mungkin dari subjek yang semacas "gury baru® hagi dirinya. Lihat
Banafiah Faisal, Penelitian Kualitatif,...., hal.5@.
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tetap bherfokus pada penggunaan dan penunjukan
kata-kata bermakna.%’ Untuk maksud tersebut,
peneliti melakukan pereduksian terhadapr data-
data yang telah diperoleh di lapangan untuk
disusun dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu
vang kemudian dijadikan sebagal suatu uraian
kalimat.

Dalam kegiatan terakhir, peneliti melakukan
pemeriksaan ulang untuk dapat melakukan
penyimpulan-penyimpulan melalui suatu penuturan
deskripsi tentang apa yang berhasil dimengerti
dari masalah penelitian. Pengumpﬁlan data,
reduksi data, penyadian (display) data dan
pengambilan kesimpulan merupakan suatu siklus

yang interaktif. 48

Sebagai upaya verifikasi atas data vyang

diperoleh, dilakukan pula kegiatan triangulasi.49

cara yang ditempuh adalah dengan membandingkan

data hasil penelitian observasi dengan hasil

. Fyatthew 8. Miles dan A, Hichael Huberman, fnalisis Data Kualitatif,
Buku  Sumbher tentang Metode-metode baru, Penerjesah: - Tjetjep Robendi Rohidi
(JakartaéUI-Press,i??Z}, hal (13-16.

Siklus interaktif menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk
genahani ataw sendapatkan pengertian yang mendalam, koaprehensif dan rinci  mengenai
suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif. Lihat
Sanafiah Faisal, Foraat-forsat Penelitian Sosial (Jakarta:Rajawali,1993),hal.270-271

¥Lihat Ganafiah Faisal, Op.Cit., hal.20,
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wawancara,membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen dan membandingkan hasil pengamatan dengan

dokumen.

Strategl atau pendekatan vyang digunakan

dalam menganalisa data pada penelitian ini

digunakan Induksi konseptualisasi.5o Dengan
pendekatan ini peneliti bertolak dari
fakta/informasi emperis (data) untuk membangun
konsep atau teori menuju ke tingkat

abstraksi vang lebih tinggi vyang merupakan
pernyataan—perﬁyataan vang bermakna teoritis.
Sedangkan teknik analisis datanya digunakan
analisis domein untuk memper;ieh gambaran atau
pengertian yvang bersifat umum dan relatif
menyeluruh tentané apa vang tercakupr di
permasalahan vang d;teliti; Kemudian peneliti
berussha lebih memfokuskan pada domein tertentu
gsehingga diharapkan mémperoleh analisis vang
lebih mendalam dan lebih rinei dengan
menggunakan analisis taksonomis. Kemudian
penelitl mencoba melakukan analisis komponensial
vang berguna menemukan pengertian vang

O1pid., hal.90.




komprehensif, menyeluruh, rinci

mengenai suatu domein sehingga

dan

dapat

mendalam

memahami

makna dari masing-masing domein secara holistik.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Masyarakat, Persepsi dan Polisi

1.Masyarakat

Manusia cenderung untuk senantiasa
mengembangkan aspek-aspek kehidupannya, sampai
mencapai suatu derajat kehalusan atau kompleksitas
tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan hal itu,
kadang-kadang menutup;, kenyataan, bahwa mungkin
manusia menghadapi masalah-masalah dasar yang harus
diatasinya, apabila ia ingin mempertahankan
eksistensinya. Masalah-masalah téfsebut tidak hanya
menyangkut eksistensinya secara fisik, tetapi Juga
secara sosial. |

Pelbagai penafsiran dapat dilakukan terhadap
kehidupan sosial maﬂusia. Salah satu kekuatan yang
menghasilkan bentuk-bentuk budayva universal, adalah
kebutuhan para pribadi untuk memenuhi kebutuhan yang
melebihi ukuran minimal terhadap pangan, papan dan
sandang. Kebutuhanl semacam itu dapat dianggap
sebagai keperluan bio-sosial atau fisik. Namun lebih
dari itu, setelah ia hidup bersama-sama, dia

menghadapl masalah-masalah yang berada di luar




masalah pribadi. Di dalam kehidupan bersama,

seseorang (sampal pada tahap tertentu) harus meng-

koordinasikan -dan mengintegrasikan perilakunya untuk

menghindarkan kekacauan dan kebingungan A

Apabila pembicaraan dikembalikan pada  masalah
masyarakat setempat (community), maka dapat
dikatakan bahwa syarat-syaratnya paling sedikit:

1. Adanya Dbeberara rumah atau rumah tangga tyang
terkonsentrasi di suatu wilayah geografis
tertentu, "

2. Warga-warganya mempunyai taraf interaksi sosial
vang terintegrasikan,

3. Adanya rasa kebersamaan yang tidak perlu

didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan.2

Menurut Marion Levy Xkriteria dari adanya

suatu masyarakat adalah sebagai berikut:8

1. Jangka kehidupan kelompok adalah lebih lama dari
individu-individu

2. Kelompok-kelompok . tersebut mampu untuk
mendapatkan anggota-anggota barunya paling tidak

melalui reproduksl seksual

1Snerjt:rm:n Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang  Strukiur Masyarakat
{Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993}, hal.23.

hig., hal.28-29.

31bid., hal.3L.




3. Sistem tersebut menyatu dalam mendukung suabu
slistem aksi yang bersifat umum

4., Sistem aksi tersebut harus dapat bersifat
mandiri.

Organisasi masyarakat merupakan Xkerangka di
dalam mana tindakan sosial mengambll tempat, bukan
merupakan faktor penentu tindakan sosial. Individu
atau unit-unit tindakan yang terdiri dari sekumpulan
orang tertentu, saling menyesuaikan atau saling
mencocokkan tindakan mereka satu dengan yang lainnya
melalui proses interpretasi. Dalam hal aktor vyang
berbentuk kelompok, maka tindakan kelompok itu
merupakan +tindakan kolektif dari individu vang

tergabung dalam kelompok itu.4

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut,Paloma

mengemukakan beberapa ide dasar untuk mempermudah

pemahaman interaksi sosial, yaitu:5
1. Masyarakat terdiri dari = manusia vang
berinteraksi, kegiatan tersebut saling

bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk
apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur
soslal.

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia
yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain.
Interaksi simbelik mencakup penaisiran tindakan.

3. Ubjek-objek tidak mempunyai makna vang intrinseik,
makna lebih merupakan produk interaksi gimbolik.
Objek-objek dapat diklasifikasikan kedalam tiga
kategori: Objek fisik, objek sosial, obJjek
abetrak.

41bid., hal.49.
HLihat Soetomo, Masalah Sosial dn Peabangunan (JakartasPustaka Jaya,1995), hal.49-
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4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal,
mereka dapat melihat dirinya sebagai objek.

5. Tindakan manusgia adalah tindakan interpretatif
vang dibuat oleh manusia sendiri.

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan
disesualkan o©leh anggota-anggota kelompok. Hal
ini dlesebut sebagal tindakan bersama vang
dibatasl sebagal organisasi sosial dari perilaku
tindakan-tindakan berbagai manusia.

Sebagaimana diketahul, Di Indonesia terdapat
lebih daril 300 etnis suku bangsa, hal ini
menunjukkan betapa maJjemuknya (pluralistis)
masyarakat Indonesia. Menurut Selo Socemardjan
sedilkitnya ada tiga kategori masyarakat Indonesia,
vaitu masyarakat sederhana, masyarakat madya dan
masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Ciri-
ciri dari masing-masing masyarakat itu antara lain:
1. Masyarakat sederhana:

a. Hubungan dalam keluarga dan masyarakat
setempat sangat kuat;

b. Organisasi sosial pada pokoknya dildasarkan
pada adat istiadat yang terbentuk menurut

tradisi;
c. Eepercayvaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib
yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan

tetapli tidak dapat dikuasal olehnya;

d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi
pendidikan dalambidang teknologi, keterampilan
diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil
berpraktekk dengan sedikit teori dan
pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran
atau eksperimen;

e. Tingkat buta huruf relatif tinggi;

f. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak
kompleks dan pokok-pokoknya diketahuil dan
dipahami oleh hampir semua warga masyarakat
vang sudah dewasa;

gZ. Ekonominya sebaglian besar meliputi produksi
untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk
pasaran kecll setempat, sedangkan uang sebagai
alat penukar dan pengukur harga  berperan
secara terbatas sekali;

h. Kegiatan ekonomi dan sosial vyang memerlukan
kerjasama orang banyak dilakukan secara
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tradisional dengan gotong royong tanpa
hubungan kerja antar buruh dengan mejikan.

Masyarakat Madya:

a.

H @

Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan
tetapi hubungan dalam masyarakat setempat
sudah mulai mengendor dan menunjukkan geJjala-
gejala hubungan atas dasar ekonomi;

. Adat istiadat masih dihormati, akan tetapi

sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh
dari luar;

Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara
berfikir, maka kepercayaan pada kekuatan-
kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah
kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu
masalah;

Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga
pendidikan formal sampai tingkat sekolah
lanjutan pertama, akan tetapi masih Jjarang
sekall adanya lembaga pendidikan keterampilan
atau keJuruan;

Tingkat buta huruf bergerak turun;

Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak
tertulis;

Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih
banyak kepada produksi buat pasaran, hal mana
mualal menimbulkan diferensiasi dalam struktur
masyarakat, dimana wuang semakin meningkat
peranannya;

Gotong royong tradisional tinggal untuk
keperluan sosial dikalangan keluarga besar dan
tetangga, akan tetapl gotong royong untuk
keperluan umum dilakukan atas dasar upah.

Masyarskat pra-modern/modern:

a.

b.

Hubungan antar manusia terutama di dasarkan
atas kepentingan-kepentingan pribadi:
Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain
dilakukan secara terbuka dalam suasana saling
pengaruh mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam
renjagaan rahasia penemuan-penemuan baru;
Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-—
macam profesi serta keahliannva masing-masing
dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam
lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan
kejuruan;

Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan
merata;

Hukum vang berlaku pada pokoknya hukum
tertulis yang sangat kompleks;

Exonomi hampir seluruvuhnya merupakan ekonomi
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pasaran vang didasarkan atas genggunaan vang
dan alat-alat pembayaran lain.

Kategori masyarakat di atas penting di
kemukakan untuk menyoroti masalah-masalah sosial
atau masalah-masalah masyarakat, karena kategori
masyarakat itu setidak-tidaknya akan memberikan
pengaruh pada pemberian -persepsi dari individu-

individu yang berada dalam masayarakat tersebut.
Persepsi

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan
beberapa pengertian persepsi dalam arti individual
yvang diketengahkan oleh beberapa ahli dengan
berbagai variasi pandangan.

Branca memberikan pandangan bahwa :

Persepsi merupakan suatu proses yvang
didahului oleh penginderaan. Penginderaan
merupakan suatu proses diterimanya stimulus
oleh individu melalui:alat penerima yaitu alat
indera. Namun proses itu tidak berhenti
disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut
diteruskan oleh syaraf keotak sebagai pusat
susunan syaraf, dan proses selanjutnya
merupakan proses persepsi. Karena itu proses
. persepsi tidak dapat 1lepas dari proses
penginderaan, dan proses penginderaan
merupakan proses yang mendahului terjadinva
persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap
saat, vyaitu pada waktu individu menerima
gtimulus vang mengenail dirinya melalui alat
indera. Alat indera merupakan pgnghubung
antara individu dengan dunia luarnya.

bl ihat Soerjone Soekanto, Dp.Cit, hal.49-51.
Tperhatikan Biso Walgito, Psikologi Susial, Suatu Pengantar {Yooyakarta:fndi
0ffset,1994), hal.dd.
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Stimulus  mengenai individu itu kemudian
diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga
individu menyadari tentang apa vang diinderanya itu.
Proges inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi
stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui
proges persepsl sesuatu yang diindera tersebut
menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan
dan diinterpretasikan .8

Di samping itu menurut Morkowitz dan Orgel
persepsi itu merupakan proses vang
terintergrasi daril individu terhadap stimulus
vang diterimanya.9 |

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa
persepsi itu . merupakan proses pengorganisasian,
penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima
oleh organisme atau individu sehingga merupakan
sesuatu yang berartl dan merupakan aktivitas vang
integrasi dalam diri individu. Xarena merupakan
aktivitas yang integrasi maka seluruh pribadi,
geluruh apa yvang ada dalam diri‘individu ikut aktif
berperan dalam persepsi

Salah satu pandangan yang dianut secara luas

mempertahankan bahwa psikologi sebagai telaah ilmiah

berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan

Ttbid., hal.54.




perantara rangsangan di luar organisme dengan
tanggapan fisik organisme vyang dapat diamati
terhadap rangsangan. Menurut rumusan iﬁi vang
dikenal dengan teori rangsangan-tanggapan (stimulus-—
response Y, persepsi merupakan bagian dari
keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan
setelah rangsangan diterapkan kepada manusia.
Persepsl dapat didefinisikan sebagai cara manusia
menangkap rangsangan.lo

Persepsi pada hakekatnya adalah proses
IkOgnitif vang dialami oleh setiap orang di dalam
memahamil informasi tentang lingkungannya, baik
melalui prenglihatan, pendengaran, renghayatan,
perasaan dan penciuman. Kunci untuk memehami

persepsl adalah terletak pada pengenalan bahwa

persepsl itu merupakan suvatu penafsiran wyang unik.

terhadap situasi, dan bukan suatu pencatatan yang
benar terhadap situasi.ll
Dalam masalah ini David Krech mengatakan

bahwa:
The cognitive map of individual is not, then,
& photographic representation of the physical
world; 1t is, rather, a partial, personal
construction in - which certain objects,
selected out by the individual for a major
role, are prerceived In an Individual
manner. Every perceiver 1is, as 1t were, o

% inat Bernard Hannessy, Pendapat Umus (dialihbahasakan oleh Asiruddin
Hasution, Edisi Ke empat (Jakarta:Erlangga,l998), hal.ii7.
1ii.iha;t Hiftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya
{Jakarta;Raja Grafindo Persada,1998), hal.123,
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. some degrees a non representational artist,
‘painting a picture of the world that expresses
his individual view of reality. Pendapat
diatas kira-kira berarti "peta kognitif itu
bukanlah penyajian ‘potografik dari suatu
kenyataan fisik, melainkan agak bersifat
konstruksi pribadi iyang kurang sempurna
mengenail objek tertentu, diseleksi gesuai
dengan kepentingan utamanya dan dipahami
menurut kebiasaannya, setla pemahaman adalah
pada tingkat tertentu' bukanlah seniman yang
representatif, karena lukisan gambar tentang
kenyataan itu hanya menyatakan pendangan

realitas individunya” 12
Pandangan David Krech tersebut, bila
dibandingkan dengan paﬁdangan Neisser vang

mengatakan kognisi adalah proses yang merubah,
mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan dan
memahami setiap masukan Yang datang dari alat
indra,l3 dapat penulis kemﬁkakan, bahwa komponen-
komponen yang dikemukakan Nelsser merupakan tahapan-
tahapan untuk melakukan: selek81 sebagaimana
dikemukakan David ZKrech i(sama—sama menghendaki
adanya sistematisasi tertenéu di dalam mengemukakan
pandangan terhadap kenyataa@ vang ada).

Perlunyanya tahapan—t%hapan atau penyeleksian
secara sistematis dan berul%ng—ulang (sesuail dengan
sistematika vang ada) Jjuga fergambar dari pandangan

Cllfford Morgan yang mengemukakan

a stimulus that is repreated has a hetter.

chance of catching us during one of the
periods when our attention to a task dis

29avig Krech, et.al., Iad1v1dua1 in Society (New York:fc.Graw-Hill Book

Eumpanyii?ﬁz hal,20. !
Y ihat Sarlito Wirawan Teori-teori Fsiknlaqi Spsial {JakartaiRaja Grafindo

Persada,1998), hal.83,
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waning. In additicn. repetition increases
sensltivity of alertness to the stimulus
(suatu stimulus yang diulangi mempunvai suatu
kesempatan yang lebih untuk menangkar kita
selama satu periode vakni ketika rerhatian
kita terhadap tugas pekerjaan memudar. Sebagai
tambahan, rengulangan  itu akan menambah
kepekaan 1§ita atau kewaspadaan terhadap
stimalus). :

Kondisi yang seperti ini memang sangat
diperlukan, karena dengan cara mengulang-ulangi
stiﬁulus dari suatu ohjek jang tertangkap, seseorang
dapat memahami dengan béik kondisi objek tersebut,
dan karenanya dapat memberikan penilaian dengan
lebih baik dan obJjektif.

Huse dan Bowditch menjelaskan bahwa ada
beberapa kebiasaan yang bisa dipergunakan untuk
mengenal persepsi antara lain dengan dua aspek

berikut: 1® -

1. Aspek penginderaan yang mempunyai kesamaan antara
satu orang dengan lainnya disebut kenvataan.
Contohnya kejadian tertubruknya mobil dengan truk
di Jalan raya disaksikan banyak orahg sebagai
kenyataan, walaupun kemungkinan mereka tidale
sebtuju satu sama lain mengenai sebab-sebab
terjadinya kecelakaan.

2. Penginderaan tersusun dalam cara yang unik bagi
kita. Aspek proses persepsi ini tergantung pada
mejanisme bioclogis, pengalaman wmasa lalu dan
perkiraan masa sekarang. Kesemuanva ini berasal
dari " kebutuhan-kebutuhan kita gendiri,
pengalaman, nilai-nilai dan perasaan-perasaan.

Ada beberapa sub proses yang mempengaruhi
rembentukan persepsi yang dapat dipergunakan sebagai
bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal vang

1% ihat Hiftah Thoha, Dp.Cit., hal,132-133
Bihig,, nat.12s.
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kompleks dan interaktif. Subproses—-subproses

‘tersebut antara lain:

1. Stimulus atau situasi yang hadir, mula terJadinya
persgepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada
suatu situasi atau stimulus. Situasi vang
dihadapi itu mungkin berupa stimulus penginderaan
dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan
sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. .

2. Registrasi, dimasa registrasi suatu gedala vyang
nampalk ialah mekanisme fisik vang bherupa
penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh.
Kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan
mempengaruhi  persepsi. Dalam hal ini seseorang
mendengar atau melihat informasi terkirim
kepadanya. Mulailah ia mendaftar semua informasil
vang terdengar atau terlihat padanya.

3. Interpretasi merupskan langkah berikutnya setelah
dilakukan registragi. Interpretasi merupakan
suatu  aspek kognitif dari persepsi vyang amat
penting. Proses interpretasi ini tergantung pada
cara pendalaman (learning), motivasi dan
kepribadian seseorang. Pendalaman,motivasi dan
kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang
lain. :

4. Umpan balik (feedback) ~dapat mempengaruhi
perpsepsi seséorang apabila objek vang 1%ilihat
atau dirasakannya itu memberikan reaksil

Dalam kaitannya dengan persepsi vang diberikan

oleh seseorang ini, terdapat proses penyeleksian

suatu persepsi, hal ini disebabkan banyvaknya

stimulus yvang masuk kepadanya. Ada beberapa prinsip

pemilihan persepsil, antara lain:l7

a. Faktor-faktor Perhatian dari Luar

1. Intensitas, prinsip intensitas dari suatu

:  perhatian dapat dinyatakan bahwa semalkin besgar
intensitas stimulus dari luayr, layaknya
semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami
{ to be perceived);

Lo1pid,, hal.126-127,
1hid., hal,130-136.
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5.

L

Ukuran. faktor ini menvatakan bahwa cemakin
basar ukuran sesuatu objelk, maka quamln hesar
untuk diketahui atau d1paham1,

Keberlawanan atau kontra prinsip ini
menyatakan bahwa stlmull luar vang
penampilannya berlawanan dengan latar

belakangnya atau aekelillngnyd atau sama
gekali di Juar sangkaan orang banyak akan
menarik banyak perhatian; i

Pengulangan (repetition), prinsip ini
mengemukakan bahwa stnmulus dari - luar yang
diulang akan memberikan perhatlan vang besar
dibandingkan dengan yang qekall dilihat;
Gerakan (moving), prinsip 1n1 menyatakan bahwa
orang akan memberikan \ banval - perhatian
terhadap objek yvang bergerak dalam: Jangkauan
pandangannyva dibandingkan{ dari objek vang
diam; ‘ \ ;

Baru dan familier, pr1n81p ini @ mengatakan
bahwa situasi eksternal yang baru maupun vang
sudah dikenal dapat dlpergunakan sebagail
penarik perhatian. Objek atau peristiwa baru
dalam tatanan vang sudah dlkenal atan objek
atau peristiwa yang sudah dikenal dalam
tatanan vang baru akan ‘menarlk . perhatian
pengamat. |

Faktor-faktor dari dalam

1.

Belajar atau pemahaman (learning), yaltu suatu
faktor vang dapat membentuk adanya perhatian
kepada sesuatu objek sehingga menimbulkan
adanya persepsi. Hal ini antlng karena segala
sesuatll yang masuk itu akan menjadi kompleks.

Kekomplekan itu wmemerlukan pemahaman atan

. belajar;
Motivasi, Juga merupakan faktor ¢ pendorong
untuk terhbentuknya persepsi pada diri
segseorang; 1 :
Kepribhadian, faktor ini erat hubungannya

dengan faktor belajar dan motivasi vang
mempunyal akibat tentang Jpa yvang diperhatikan
dalam menghadiri suatu situasi. kepribadian
vang Ybaik akan menimbulkan persePQ1 vang
tersaring dengan baik. |
|
Krech dan Cruchfield meny#takan, bahwa ada dua
|

golongan variabel vang mempengaruhi persepsi, yaitu:
Variabel struktural, yaltu\ faktor-faktor vang
terkandung dalam rangsang fisik;

2. Variabel fungsional, yaitu | faktor-faktor vang
terdapat dalam diri pengamal, seperti kebutuhan

1.
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{neeads) . suasana hati (moods), rengalaman maga
lampau dan sifat-sifat individual lainnya .1

Selanjutnya, dalam konteks penulisan ini,
kiranya perlu dikemukakan apa yang dikatakan dengan
persepsi soslal (social perception). Persepsi sosial
merupakan suatu proses seseorang untuk mengestahui,
menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain vang
dipersepsi (perceived), tentang sifat-sifatnya,
kualitasnya dan keadaan yang lain yvang ada dalam
diri ‘orang tersebut, sehingga terbentuk gambaran
mengenai diri orang tersebut.lg

Namun demikian karena yang dipersepsi itu
adalah manusia, maka objek perseﬁsi dapat memberikan
pengarvh kepada yang mempersepsi (perceiver), yang
rada akhirnya- dapat ‘memberikan pengalaman-—
rengalaman, perasaan-perasaan, tanggapan-tanggapan,
sikap dan penilaian bagi orang vang mempersebsi .20

Persepsl sosial adalah bérhubungan secara
langsung dengan bagaimana segeorang individu melihat
dan memahami crang lain. Banvak faktor vang masuk
kedalam persepsi sosial, tetapl faktor utama yang
dapat disebutkan adalah faktor psikologi dan
kepribadian. Apabila digambarkan akan tampak sebagai

18Lihat Sarlito W.8arwono, Op,Cit. hal.Bb.
19 inat Bimo Walgito, Op.Lit., hal.S6.
O1hig. hal.57.
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berikut:gl

Gambar 2:
Penglihatzn Kesamaan + n
Ohjek Pendengaran ' ketidaksapaan B
peristiva ? Penyentuhan-———————;{jzgﬁggézégégj Kedekatan ruang M1
1“ perasaan Fedekatan wakiu 8
Peariuman E
p
5
i

Umpan Balik

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses
terjadinya persepsi sebagail penandaan bahwa persepsl
merupakan sesuatu yang kompleks dan interaktif.
Pertama, mula terjadinya persepsi diawall ketika
seseorang bherhadapan dengan sesuatu objek atau
peristiwa atau sgsituasi {(stimulus) melalui
penglihatan, pendengaran, penyentuhan perasaan
ataupun penciuman. Eedua, Objek atau stimulus: itu
. Qitransformasikan atau diinterpretasikan berdasarkan
.kesamaan atau ketidaksamaan’ (pemilah-milahan),

kedekatan ruang dan kedekatan waktu

Zyittan Thoha, Op.Cit., hal.137-139,
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Persepsi susial ini akan melibatkan dua pihak,
vaitu pihak yang melihat dan‘menilai { perceivery dan
rihak vwvang dilihat dan dinilal (perceived). Kedua
rihak ini mempunyai karakteristik masing-masing, dan
karakteristik inilah vang mempengariihi warna

persepsi sosial tersebut.

Karakteristik perceiver (orang vang memberikan

persepsi) itu antara lain:

1. mengetahui diri sendiri itu akan memudahkan
melihat orang lain secara tepat

2. karakteristik dirl sendiri gepertinva bisa
mempengaruhi ketika melihat karakteristik orang
lain.
sepertinya mampu dilihat oleh orang-orang vang
merasga dirinva berlebihan

4. ketepatan menilai orang lain itu tidaklah

maerupakan kecakapan tunggall
Sedangkan karakteristik perceived antara lain:

i. status orang vang dinilai alkan mempunyai pengaruh
vang besar bagi persepsi orang yang menilai
2. orang vyang dinilai blasanyva ditempatkan dalam

kategori-kategori terténtu_ Hal init untuk
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memudahkan - pandangan—-pandangan orang vang
menilai. Blasanya kategori tersebut terdiri dari
kategori status dan peranan

sifat perangai orang-orang vang dinilai akan
memberikan pengaruh yvang besar terhadap persepsi
22 |

orang lain pada dirinyva .

Terdapat beberapa rangkuman tentang persepsi,

vang oleh Bruner dimasukkannyva ke dalam 7 proposisi,

vaitu:

1.

C 2.

23

Persepsi_ tergantung pada proses pengambilan
keputusan;

Proses pengambilan keputusan memanfaatkan tanda-
tanda diskriminatif (Discriminatory Cues)
sehingga dimungkinkan untuk menempatkan masukan
ke dalam kategori-kategori;

Proses pemanfaatan tanda-tanda melibatkan proses
penvimpulan { inference) vang menuju kepada
renempatan suatu objek ke dalam suatu kategoril
tertentu;

Suatu lkategori adalah serangkaian sifat-sifat
atau ketentuan khusus tentang Jenis-Jjenis
peristiwa vang secara bersama-—-sama bisa
dimasukkan ke dalam satu kelompok;

Kategori—~kategori berbeda-heda dalam hal
kegsiapannya untuk dikaitkan dengan swatu rangsang
tertentu;

Persepsi adalah dapat dipercaya dalam arti bahwa

rangsang-rangsang vang masuk dirujuk ke kategori

yang sesuai;

Jika kondisi kurang optimal, persepsi akan
menjadi dapat dipercaya dalam arti bhahwa
kaitannya dengan kategori-kategori sesual dengan
berbagai kemungkinan vang ada di lingkungan.
22144, , hal.139-140,

23Lihat Sarlito M, Sarwono, Op.Cit., hal.BE.




3. Polisi

Kata' polisi berasal dari istilah Yunani

Pbliteia,24

vang berarti seluruh pemerintahan negara
kota. Seperti diketahui di abad gaebelum masehi
negara Yunani terdirl dari kota-kota vang dinamakan
Polis. Jadi pada jaman itu arti polisi demikian
luasnya bhahkan selain meliputi seluruh pemerintahan
negara kobta, Juga meliputi urusan-urusan keagamaan
seperti penyembahan terhadap dewa.

Istilah polisi sepanjaﬁg sejarah ternvata
mempunyai arti vang berbeda-beda. Istilah vang
diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian
polisi juga berbeda-beda, hal ini disebabkan karena
masing-masing negara cenderung unbuk memberikan
istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut
kebiasaannya sendiri. |

Di Inggris dipakai istilah Police, di Jerman
disebut densgan Polizey di Negeri Belanda dizebut
dengan Politie. Istilah polisi di Indonesia adalah
hasil Indonesianisasi dari bahasa Belanda yaitu
Politie.25

Mihat  Menon Kelana, Hubus  Fepolisian  {Jakarta:Brasediz Widiasarana

Indonesia, 1994}, hal.ld,
Dirhid,




Charles Reith dalam bukunya The Blind Eve of
.Hjstory memberikan arti dari istilah Polisi, vyaitu
Police in the English language came to mean any kind
of planning for improving op ordering communal
axistence.ze

Dari rengertian tersebut Charles Reith

menyimpulkan bahwa Police sebagal tiap~tiap usaha

untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan

kehidupan masyaralkat.

Bruce Smith dalam bukunya Police System in the
United States menyatakan: To the modern mind, the
term ‘“police" connotes a body of civil officers
charged with sSuppressing crime and public disorders,
and regulating the use of the higﬁﬁays.27

Selain dari itu sebuah definisi vyang cukup
Iuas telah diberikan oleh Colonel George F.
Chandler yaitu Police is the name given to the
administrative power of a unit of civilation, or to
the agents used to enforced such powerza

Sedangkan Raymond B. Fosdick mengemukakan “"To
day we mean by police the primary constitutional

Lihat Rur Yahya, Penataan Kemhali Orpanisasi kepalisian Regublik Indonssia Untug
Mewujudkan  Kemandirian dan Frofecionalisae, 7Tesis Pasta Sarjana  Ilau  Hukug
(Semaran?:Undip,l?94l, hal.13,

1pig,, hal, {7,

Bihis,, nat 19,




force for the protection on individual in theip

legal pights“.zg

Di dalam Enecyeclopedia of Social Scienceg
diperoleh pengertian polisi sebagai berilkut:

The term police in its early definitions has
covered wide range of functions. [t has been
employed to discribed various aspect of the
control of public sanitation: it has had a
highly special meaning with respect to the
suppression of political offences; abd at
times it has been expanded to cover pratically
all form of public resulation and domestice
order. Now, however, it is used prrimarily with
reference to the maintenance of public order
and the protection of person and property from
the commission of unlawful acts. Hence police
and consta&glary have come to be almost
synonymous.

Dari rengertian tersebut diketahui bahwa
"istilah polisi pada mulanya meliputi  bidang
fungsi/tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan
"untuk menjelaskan Dberbagai aspek dari pengawasan
kebijakan umum dari penyvelenggara negara (penguasa),
dalam arti yang khusus dipakai dalam hubungannya
dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran
politik, dan sejak itu telah meluas secara praktis

meliputi semua hentuk rengaturan dan ketertiban

umuam .
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Dalam Encyclopedia Britania terdapat
pengertian yang hampir sama, dimana disebutlan

As now generally employed, the term police

means the maintenance of public order and the

rrotection of person and property from the

hazards of public accidents and the commission

of unlawful acts. Earlier meanings included

such lIlimited activities as atreet raving and

lighting, or scavenging and ganitation, as

well as applications broad enough to

comprehend the entire fange of the domestic

policies of‘govermentss

Artinya bahwa istilah polisi vang sekarang
biasa dipersgunakan diartikan sebagai pemeliharaan
ketertiban wumum dan perliindungan orang-orang serta
miliknya dari keadsan yang menurut perkiraan dapat
merupakan suatu bahava atau gangguan umum dan
tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pengertian
sebelumnya meliputi pula kegiatan seperti peralatan
jalan~jalan dan penerangannya, pembersihan jalan dan
kesehatan sepertijuga halnya dipergunakan cukup luas
meliputi seluruh bidang kebijaksanaan remerintahan
dalam negeri.

Dalam Encyclopedia Americana istilah polisi
disebut sebagai the branch of the criminal Justice

system that the specific reponsibility of

maintaining law and order and combating crime within

the society32

51bid., hal.20,
21bid,, hal.2t,
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Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa
fungsi serta peranan polisi sangat erat kaitannya
dengan sistem peradilan pidana dengan tanggung Jjawab
vang khag valitu pemeliharaan hukum dan ketertiban

serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat.

Peran Polisi Dalam Masyarakat

Kehadiran kepolisian tidak dapat dipisahkan
dari supra aistem yang melingkupinya, yvaitu
masyrakat. Dari pelbagai publikasi yang membahas
tentang kepolisian dapat disimpulkan adanya
keterkaitan antara peran polisl dengan perkembangan
masyarakat. Oleh karena itu, beban tugas dan peran
kepolgsian senantiasa mengalami.perubahan dari masa
ke masa. |

Tugas uwtama Lkepolisian dalam perkembangan
sejarah berkisar pada renegakan hukum (law
aenforcement), memelihara ketertiban umum {order
maintenance atau peacekeeping) serta pelayanan

masyvarakat (proviﬁe service).33

Pengaruh masyarakat terhadap kepolisian

"disuatu negara ternyata begitu kuat seperti vang

terjadi di Jepang, Amerika, Inggris dan Canada

1ainal Abidin, Dinamika Peran Polisi Dalas Nasyarakat, Hakalah Seminar
Xepolisian "Polisi Hasyarakat dan MNegara®, Sehuah Wacana Lintas {Yogyakarta:FH-UIT,13-14
Juli 1994), hal.l.




sebagaimana digambarkan oleh L. Craig Parker,Jr.:
Di Jepang tugae polisi dapat dikatalkan tidals
seberat di negara lain, sebab di Jepang
sistem sogialnya homogen dan keberadaan sistem

nilai tradisional mengenai kesetiaan,
kepatuhan dan rasa kewaiiban vang sama-sama
dimiliki oleh rakyvat sangat membantu

meringankan tugas kepolisian seperti dalam
menekan tingkat kejahatan. Situasi seperti itu
Juga menciptakan harmonisasi hubungan antara
ralisi dengan renduduk . Berheda dengan
masyarakat Amerika yang heterogen dengan aneka
kelompok etnis dan ras serta sikap liberalnva
yang menghendaki kebebasan individua, Justru
tidak menyukai apabila polisi ikut cg%pur
terlalu jauh dalam urusan pribadi mereka . ©¢

Sementara itu di  Inggris menurut Robert
Reiner,35 Pelisi diterima dan diperlakukan sehagai
orang penting oleh masyvarakat. Beliau menukil tajulk
rencana “Policeé Journal' tahun 1955, bagian terbesar
masyarakat vang patuh hukum lebih banyak menerima
polisi sebagai pelindung dan sedikit sekall vyang
nenganggap polisi sebagai penindas.

Dari gambaran sepintas: tentang polisi di
beberapa negara tersebut, menandakan bahwa kondisi
dan situasi masyarakat mempengaruhi eksistensai,
fungsi dan reran serta tugas polisi.
Dengan demikian, watak soslal kepolisian berbeda
antara negara yang satu dengan negara yang lainnya

sesuai dengan kondisi dan situasi dimana polisi itu

berada.

34Lihat Buchtar Lubis, Citra Polisi {Jakarta:Yayasan Ohor Indonesia,1988) hal. 7.
S bid. ,hal. 75,
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Secara sosiologis, fungsi, peran dan tugas

rolisgi dipengaruhi oleh legitimasi terhadap polisi,

situasi sosial, ekonomi dan rolitik, Bertambah besar

legitimasi terhadap rolisi, bertambah besar pula

fungsi ) pPeran dan tugas polisi di tengah

masyarakat. begitu pula bertambah tinggi tingkat

keresahan atau konflik-konflik yang terjadi dalam

masyarakat {(pencurian, perampokan, pelacuran,

narkotika, kerusuhan sosial dan sebagainya)

mengakibatkan bertambah besar pula tanggung Jawab,

fungsi, reran dan tugas rolisi di dalam

masyavakat.BB

Masih dalam &konteks sosiologis, Satjipto

Rahardjo dalam tulisannya vang berjudul “"Dinamika

Peran Polisi Dalam Masyarakat" mengatakan:

: Polisi tidak bekerda dalam ruang hampa,
melainkan dalam masyarakat dengan struktur
sosiologis dan kultural tertentu. Polisi dalam
negara demokrasi liberal pasti memperlihatkan
watalk remolisian yang herbeda dari pada
masyarakat totaliter. Pemolisian itu memang
mempunyai watak, dan watak itu dibentuk oleh

lingkungan masyarakagyya, termasuk struktur
Bosiologis kulturnya.

Dalam tulisan vang sama Satiipto Raharijdo
mengemukakan pPandangannya dalam konteks

profesionalisme polisi modern, yaitu:
Masyarakat  dimana kepolisian modern tumbuh

3f’Lihat Banurusman, Polisi, Masyarakat dan Megara (Yogyakarta:Bigraf

Publishing, 1995) , hal,e9.

“'Satjintn Rahardjo, Dinamika Peran Polisi falam Masyarakat, Makalah Seminar

Kepolisian "Polisi, Hasyarakat dan Negara®, Sehuah Wacana Lintas (Yngyakarta:FH-U[I, 13-
14 Juli 1994), hal.iz,




memiliki ataun mengembangkan wabak eivil

society-nya. Tanpa perkembangan masyvarakat
vang demikian itu sulit untulk dapat
membayangkan rertumbuhan kearah polisi
modern. ... . bahwa munculnya rolisi modarn
herkaitan erat dengan sistem hukum
(administration of Justice) vang makin
meninggalkan penggunaan kekuatan dan

kekerasan. Dalam konteks perkembangan vang
demikian itu, maka polisi dan pemolisian pun
dituntut untuk juga berubah. Seorang penulis
mengatakan men%gtakan "eivility must be met
with civility".'

Ellen Hochstedler dalam Journal of Criminal
Justice tahun 1981 No.9 menggambarkan tentang
empat tipe polisi dan rincian karakteristik
yang menjadi tugas dan wewenangnya. Tipe-tipe
tersebut ditentukan oleb suatu faktor vang
dominan yvaltu tipe kepribadian (rersonal
style) atau hbhagaimana seseorang memandang
mengenai apa Vyang seharusnya menjadi tugas

seorang polisi. Secara singkat tipe~tipe itu

digambarkan sebagai berikut:

1.‘Tipe Supercop

fa.

b.

C.

d.

Peran sebagai penegak hukum yvang utama

Tidak menolak menggunakan kekuatan dan
seringkali spontan

Pandangan sempit terhadap tugas rolisi,
mengutamakan perang terhadap kejshatan dan
acuh terhadap fungsi pelayanan masyarakat.
menganggap enteng pelanggaran—-pelanggaran
hukum yang ringan,kejahatan konvensional sebab
bukan urusan polisi dan hanya tertarik pada
kedahatan-kejahatan yang serius.

|
2. Tipre Profesional

&

Terlatih dan mampu menvelesaikan tugas-tugas
vang sulit dan kompleks




b. Pandangan vyang luas teérhadap tugas dalam
persepsi profesi seimbang

c. Mampu membedakan antara kepentingan pribadi
dan tugas, mampu mengendalikan luka perasaan
dirinya Jika peran kepolisiannya diserang

d. Mampu memandang perscalan dari sisi vang
berbeda, berfikir dingin, rasional, kreatif,
kompeten dalam berbagai situasi.

3. Service QOri

a. Tidalk tertarik pada tugas memerangi kejahatan,
lebih tertarik dengan tugas menolong sesama

b. Mengutamakan pendekatan persuasif dan dialog,
berperan sebagai pekerja sosial dan agen
rerubahan

c. Memperlakukan klien dengan penuh perhatian dan
penghargaan serta berusaha menumbuhkan sikap
rositif terhadap sesama

d. Berdiwa pelayanan, pengabdi berusaha me lakukan

t.indakan berdasar pendekatan kebersamaan
daripada tindakan penangkapan atau penggunaan
kekuatan.

4. Tipe Avoider
a. Bekerja seminimal mungkin,malas, kerja tidak
efisien, tidak menyenangkan,ketakutan, bingung
atau putus asa
h. Bertindak diluar tugag9 kepolisian, tidak
seguai dengan realitas
‘Secara normatif tugas dan peranan polisi dalam
masyarakat telah diatur sedemikian rupa dalam
berbagai perundang-undangan, bhaik itu perundang-
undangan organik kepolisian mauvpun perundangan-
undangan yang mengatur tentang acara pidana.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAPR)
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana ini telah diatur tentang beberapa tugas
kepolisian yang berkaltan dengan penyidikan suatu
- perkara pidana, antara lain:
Pasal 7
(1) Penyidik sebagalmana dimaksud dalam pasal 6

3 ihat 7ainal Abidin, Dp.Lit. hal.3.
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ayvat (1) huruf a karena kewajibannva

nempunyai wewenang: ;

a. Menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana

. Melakukan tindakan pertama vada saat
ditempat kejadian

¢. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka

d. Melalkukan penangkapan, penahanan,
pengegeledahan dan penyitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan renyiltaan surat

. mengambil @idik Jari dan memotret
segeorang

g. Memanggil orang untuk didengapr dan
diperiksa sebagai tersangka dan saksi

h. Mendatangkan orang ahli vang diperlukan
dalam hubungannya dengan remeriksaan
rerkara

1. Mengadakan penghentian penvidikan
J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum
vang bertanggung jawab.
Pagal 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang
pelaksanaan tindakan sebagaimana pasal 75
dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam
undang-undang ini

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada
renuntut umum

(3) Penyerahan berkas rerkara sehagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
a. Pada tahap rertama renyidik hanya

menyerahkan berkas perkara
. Dalam hal penyidikan sudah dianggap
selesai, penyidik menyerahkan tanggung
Jawab atas tersangka dan barang bukti
kepada penuntut umum.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini

telah diatur tentang tugas dan wewenang

Kepoligian, wvaitu:
Pasal 13 :

Kepolisian Negara Republilk Indonesia bertugas:

&l




a. melaku alat negara penegak hukum memelihara
serta meningkatkan tertib hukum;

b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom
dalam memberikan perlindungan dan pelayanan
kepada masyarakat bagl tegaknya ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢c. bersama-sama dengan segenap komponen kelkuatan
pertahanan lkeamanan negara lainnya membina
ketentraman masyarakat dalamwilayah negara
guna. mewujudkan  keamanan dan ketertiban
maayarakat:

d. membimbing masyarakat bagi terciptanva kondisi
vang menunjang terselenggaranya usaha dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan buruf c¢;

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
reraturan rerundang-undangan.

Pasal 14

(1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik
Indonesia:

a. melakukan renvelidikan dan penyidikan
terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
huluam acara pidana dan peraturan

perundang—undangan lainnya;

b. Menvelenggarakan identifikasi kepolisian,
kedolkteran kepolisian--dan laboratorium
forensik serta psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian;

c. memelihara ketertiban dan menJjamin
keamanan umum;

d. memelihara keselamatan Jiwa raga, harta

benda,masyarakat dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan/atau bhencana
termasuk memberikan perlindungan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggil
hakasasi manusia;

e. menyvelengsgarakan segala Lkegiatan dalam
rangka membina keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di Jjalan;

f. melindungi dan melayani kepentingan warga
maayvarakat untuk sementara, sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak
vang berwenang;

g. membina ketaatan diri warga masyarakat
hukum dan peraturan perundang-undangan;

h. turut serta dalampembinaan hukum nasional
dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;

i. melakukan koordinasi, pengawasan dan
rembinaan teknis terhadap alat—-alat

:
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kapanliaian khusus, penyvidik Pegawal Negerld

Sipil. dan bentuk-bentulk rengamnanan
swakarsa vang memiliki kewenangan
kepolisian terbatas.

Pasal 15

Dalam rangka menyvelenggarakan tugas sebagaimana

dimakasud dalam pasal 13 dan 14:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara
umum berwenang:

(2)

a.
b.

C.

a.
e.

f.

menerima laporan dan pengaduan;

me lakukan tindakan pertama di tempat
kedadian;

mengambil sidik Jjari dan identitas lainnya
serta memotret sessorang,;

mencari keterangan dan barang bukti;
menvelenggarakan Pusat Informasi Kriminal
Nasional;

membantu menyelesaikan perselisihan warga

masyarakat vang dapat mengganggu
ketertiban umum;
mencegah dan menanggulangi tumbuhnya

penyvakit masyarakat;

mengawasi aliran kepercayaan dan dapat
menimbulkan perpecahan atau mengancan
persatuan dan kesatuan bangsa;

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang
dan pelaksanaan putusan pengadilan,
kegitan instansi lain serta kegiatan
masyarakat: :
melaksanakan pemeriksaan Ekhusus sebagal
bagaian dari tindakan kepolisian dalam
rangka pencegahan;

menerima dan menyimpan barang temuan untuk
sementara waktu;

mengeluarkan surat izin dan/atau surat
keterangan vang diperlukan dalam rangka
pelayanan masyarakat;

mengeluarkan peraturan kepolisian dalam
linghkup kewenangan administratif
kepolisian yvang mengikat warga maayvarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesual
dengan peraturan perundang-undangan lainnyva:
herwenang:

a.

b.

memberilkan izin dan mengawasi keglatan
keramaian umum dan kegiatan masyarakat
lainnyvas;
menerima pemberitshuan tentang kegilatan
politik;
memberikar 1zin dan melakukan pengawasan
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Pasal 16

senjata api, bahan peledak dan senjata
tajam:;

d. menyelenggarakan registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor;

e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan
bermotor;

f. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih
alat kepolisian khusus dan petugas
pengamanan swakarsa dalam bildang teknis
kevolisian;

g. Melakukan kerjasama dengan kepolisian
negara lain dalam menyidik dan memberantas
kejahatan internasional;

h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk

dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di hidang
proses, Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang untuk:

a .

b.

melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan
dan penyitaan;

melarang seltiap orang meninggalkan atau
memasuki tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan:

membawsa. dan menghadapkan orang kepada penyidik
dalam rangka penyidikan;

menyuruh berhenti orang yvang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
diri;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli yvang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
mengadakan penghentian penyidikan;

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
unms

mengajukan permintaan secara langsung kepada
pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk
melaksanakan cegah dan pangkal terhadap orang
vang disangka melakuksan tindak pidana;
memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan
kepada penyidik pegawail negerl sipil serta
menerima hasil penyvidikan penyidik pegawal
negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut
umuam;

melakukan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung Jjawab.
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Pagal 17

Pejabat Kepolisian HNegara Republik Indonesia

menjalankan tugas dan wewenahgnya diseluruh

wilayah negara Republik Indonesia, khususnva di

daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum, peJabat Eepolislan
Negara Republik Indonesia dalam melaksanalkan
tugas dan wewenangnyva dapat bertindak menurut
renilalannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanva dapat dilakukan dalam
keadaan vang sangat rerlu dengan
memperhatikan peraturan rerundang-undangan
serta kode etik profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pagal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

' pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum
dan mengindahkan norma agama, kesopanan,
kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

{(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengutamakan tindakan pencegahan.

Selain dari ketentuan rerundang-undangan
diatas, masihk'ada heherapa ketentvan yang harus
diperhatikan dan ditaati oleh pejabat kepolisian
dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya,
seperti Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia, peraturan-peraturan relaksana vang
dikeluarkan oleh pejabat tinggl kepolisian serta
keputusan-keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Jika diperhatikan dari paradigma normatif
sebagaimana vyang telah tertuang dalam beberapa

ketentuan di atas, maka sudah seharusnya aparat

Lis
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kepoliszian mengetahui tugas, sikap dan peranannya
selaku aparat renegak hukum di tengah masyarakat.
Namun hal ini belum cukup menjamin dalam
implementasinya, Xkarena di dalam implementasinya
akan terjadi interaksi dengan komponen-komponen
lainnya, khususnya masyarakat lingkungan tempat

rolisi itu berada.

Penegakan Hukum Oleh Polisi

Terdapat tiga tujuan vang hendak dicapai dalam
suatu penegakan hukum, vaitu: Kepastian hukum,
Kemanfaatan hukum dan Keadilan hulkum. Ketiga unsur
renegakan hukum ini harus berjalan serasi karena
Justru penegakan hukum merupakan mekanisme dalam
mewujudkan ketiga unsur ideal teﬁéebut.

Dalam berbagai studi tentang penegakan hukum
dan keadilan, terdapat lima pilar hukum vang harus
dipenuhi agar penegakan hukum itu efektif. ZKelima
pilar dimaksud adalah substansi hukumnya, aparat,
peralatan, masyarakat dan birokrasinya.40
Walter C. Reckless41 mengemukakan empat unsur
penting dalam dalam proses penegakan hukum, vaitu:

sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum,

4aﬁntﬂn Tahah dalam Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap POLRT Bukw 1 (dakarta:Cipta
Hanunggal, 1994}, hal.d3.
Ui,




sistem peradilan dan birokrasi renegakannyva.

"«Robert Seidman42 sebagaimana dikutip oleh
SatJipto Rahardjo mengajukan tiga komponen inti vang
nmendukung bekerjanya hulkum dalam masyarakat . Ketiga
unsur tersebut adalah: Lembaga pembuat reraturan,
Lembaga penerap peraturan dan bemegang peran itu
sendiri.

Dalam konteks renegakan hukum ridana,
I.S. Susanto3 mengemukakan empat elemen vang dapat
mempengaruhi kualitas penegakan hukum, vaitu:
undang-undang, pelanggar., korban (masyarakat) dan
aparatb penegak hukum itu  sendiri. Menurutnya,
keempat komponen itu berada dalam hubungan yang
saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah
struktur:politik, sosial dan buda&é serta ekonomi
pada suatu situasi tertentu .

Dalam konteks polisi sebagal aparat penegak
hukum yang terdepan, polisi mempunyai karakteristik
vang khas. Satjipto Rahardjo mengakatakan:

~  Kalau kita berbicara mengenai renegakan hulkum
maka bidang kepolisian ternyata mempunyai. daya
tarik yang istimewa. Hal ini disebahkan karena

karya kepolisian 1itu tersebhar secara44jelas
dimana-mana selama dua puluh empat jam.®

42Satjiptn Rahardja, Masalah-masalah Penegakan Hukum, Suatn Tinjauan Sosiologis
[Bandung&:Sinar Baru, Tanpa Tahun), hal.s.

“1.5. Susante, Pemahaman ¥ritie Terhadap Realitas Sosial, Dalam Majalah Masalah-
masalah Hukur Nomor 9 (Semarang:FH-Undip,1992), hal.17.

Satjipto Rahardje, Op.Cit., hal,15-17.
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Namurn demikian, menvangkut dimengi manusianva

Secara konseptual beliau menjelaskan bahwa:
Berbicara masalah penegalkan hulkum tanpa
menyinggung manusia vang menjalankan penegakan
hukum itu merupakan pembicaraan vang steril.
Apabila kita membicarakan masalah renegakan
hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan
sebagaimana tercantum dalam ketentuan-
ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh
gambaran sterilitas vang lkosong. Ia baru
menjadi berisi manakala dikaitkan dengan
pelaksanaannya vang konkrit oleh
manusia.Masalah vang kedua adalah berhubungan
soal lingkungan dari penegakan hukum tersebut.
Masalah Llingkungan ini dapat dikaitkan dengan
manusianya seoara4%ndividu serta penegak hukunm
sebagai lembaga. "

Soerjono Soekanto berpendapat hahwa pada
penerapran hulkum ada kemungkinan dijumpai halangan-
halangan yang berasal dari diri sendiri ngpun
lingkungan . Halangan—halqngan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri
dalam peranan pihak lain dengan siapa dia
berinteraksi

2. Tingkat aspirasi vang relatif belum tinggi

3. Kegairahan yang terbhatas untuk memikirkan mass
depan sehingga sulit sekali untuk membuat suaty
pProyveksi

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan
suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan
materiil

5. Kurangnya daya inovatif.

Sebagaimana diketahui, aalam kenyataan sehari-
hari s=setiap keharusan atau kehendak-kehendak vang
tercantum dalam peraturan dilakukan dan
diterjemahkan oleh manusia yang menjalankannya.
Dalam hubungan ini, maka polisi sebagail manusia yang
menJalankan renegakan hukum itu benar-benar
menempati posisi yang sangat renting dan menentukan.

Spid., hal,2z,
“Boerjone  Soekantn,  Faktor-Faktor yang  Mempengarchi  Penegakan  Hekum
{JakartatRajawali, 19B4), hal.24.




Tentu saja di  sinl vang menjadi pusat
perhatian adalah tingkah lakunva sebagai manusia.
Oleh | karena itu tekanannya adalah pada upaya
menghubungkan proses penegakan hukum dengan tingkah
Laku atau tindakan sosial dari polisi vang
menjalankannya, sehingga aspek tindakan sosial dari
penegakan hukum itu tampak jela8.47

Dalam hidang hukum pidana, pollisi merupakan
aparat penegak hukum yang paling sering berhadapan
dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan
hukum. Polisilah vang melaksanakan tugasnya
mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata
dilapangan. 0leh karena itu tidak heran jika prolisi
dikonotasikan sebagai hukum vyang hidup, karena
ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bila hukum pidana diciptakan wuntuk mendaga
ketertiban sebagai upayva penekanan kejahatan, maka
pgda akhirnya polisilah yang pertama-tama menentukan
apa yang secara konkrit digebut sebagal penegakan
ketertiban, siapa-siapa vyang harus ditundulkkan,
siapa-siapa vang harus dilindungi dan sebagainya.

Oleh karena itu tidak heran pula jika rolisi dimata




masyarakat dicap sebagai tainted occoupation.
Menurut Beitner gseperti vang dikutip Satiipto

Rahardio, stigma vang demikian itu diterima polisi

diantaranya oleh karena ia merupakan tokoh vang.

ambivalen, yaitu sekaligus ditakuti dan dikagumi.48
Skolnick dalam salah satu karyanya
menyebutkan: Dalam menjalankan tugas-tugasnya

seorang polisi bherada diantara dua tuntutan yang

berbeda, vaitu untuk mencapail tujuan sosial dan

untuk memanuhi tujuan hukum.49

Dalam upaya merealisasikan tuJuan-tujuan
- gosial vang begitu kompleks, seorang polisi dituntut
untuk peka terhadap kenyataan yang ia hadapi, dan
pada wakbtu vang bersamaan iaﬁan dituntut untuk

senanbliasa mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu

sesual dengan peraturan hukum yang berlaku.5o

Menghadapi dua persoalan seperti di atas, maka
polisi geringkali mempunyai kesempatan untuk

menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum vang ada .

481
Ibid,
Taerome H, Skolnick, Justice Without Trial~Law Enforceneat in Democratic Seciety

{Hew Yok:Jhon Yeley & Sons,1998), hal.b.
lintuk hal ini lihat dan bandingkan dengan pandangan Sudarto, Hukum FPidana 1

(Semarang:Fh-tndip,1770), hal.33. vyang mengemukakan bahwa aorea  yang beriakuy dalan
Yeshaga tempat di mana seseorang berada terkadang bertentasgan dengan norma individual
orang tersebut.




Melalui penafsiran inilah kemungkinan +terjadinya
konflik antara hukum dan ketertiban sebagai salah
satu  tuduan sosial yang harus dijamin oleh polisi
dapat diatasi. Seorang polisi dapat saja tidak
melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena bila
dilaksanakan Justru akan  menimbulkan suatu
ketidaktertibah dalam masyarakat.

Pada hakekatnya, polisi dihadapkan pada suatu
situasi konflik dan di situ ia hertugas untuk
mengambil keputusan. Apabhila pada akhirnva ia
hertindak, maka pada saat itu ia telah melakukan
sesuatu vang menguntungkan salah satu pihak, tetapi
dengan melawan, mengalahkan atau merugikan pihak
lain.” Karena pekerjaan polisi tidak bida terlepas
dari situasi Ekonfrontasi ituv, maka tidak Jarang
muncul pelbagal penilaian terhadap pekerjaan polisi,

seperti polisi itu kasar, kedam dn sebagainya.

Dilihat dari segi lingkungan pekerjaan polisei,

maka faktor-faktor penentu .yang dominan adalah:

bhahayva, kekuvasaan dan efisiensi.51 Sekalian faktor

tergsebut menurut Skolnick52 mempengaruhi respons
kognitif dan tindakan yang khas dari polisi dalam
melaksanakan tugasnya. Dengah adanya pertimbangan

Uinig,, hal,100
21hid,, hal.42,




bahaya dalam melaksanakan tugasnya, secrang polisi
selalu menaruh perhatian terhadap setiap gejala
vang menunjukkan adanva potensi kekerasan vang hakal
ia hadapi.Akibat lebih lanjut dari bobot kognitif
ini, maka polisi senantiasa menyimpan sifat curiga
terhadap sekelilingnya. Sikap curiga ini dengan
segala konsekuensinya membuat polisi dimata

masyarakat sebagai orang vang menyeramkan dan tidak

populer .
Berbicara masalah tugas polisi dalam penegakan

hukum, Barda Nawawi Arif berpendapat:53

bahwa prada intinva ada dua tugas POLRI
dibidang penegakan bhukum, vaitu penegakan
hukum dibidang peradilan pidana (dengan sarana
"penal”) dan penegakan hukum dengan sarana
“"non penal”. Tugas penegakan hukum dibidang
peradilan (dengan sarana penal) sebenarnyva
hanya merupakan salah satu atau "bagian kecil”
saja dari tugas POLRI. Sebagian besar tugas
POLRI Jjustru terletak di luar bidang penegakan
hukum pidana (non penal).

Kemadian dalam buku yang sama ditambahkan

beliau:
bahwa tugas—-tugas polisi vang lebih
berorientasi pada aspek sosial atau aspek
kemasyvarakatan (vang bersifat pelavanan dan
pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada
tugas vyuridisnya sehagai penegalk hukum di
bidang peradilan (pidana). Dengan demikian,
dalam menjalankan tugasnya POLRI sebenarnva
“berperan ganda", baik sebagai penegak hukum
maupun sehagal pekerja soagial (social worker)

dan ganbaran tugas ganda. ini pernah
dituangkan dalam Kongres PBB ke-H tahun 1876
{mengenal Pravention of Crime and the

Treatment of offender) dengan lstilah Service

53Barﬁa Hawawi Arief, Beberapa Aspek Kebujakan Penegakan dam Fengemhangan Hukum
Pldana {Randung:Citra Aditya Bakti, 1778}, hal.d.
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oriented task dan aw enforcewent duties?

Fungsl kepolisian dalam hal penegalkan hukum
ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, yang vrada Pasal 3 menvebutkan:
Fungsi kepolisian adalah st fungsi.
pemerintahan negara di bidang penegakan hulkum,
rerlindungan dan pelayanan masyarakat, serta
rembimbing masyvarakat dalam rangka terjaminnva
tertib dan tegaknya huvkum serta terbinanya
ketentraman masyarakat guna terwujudnya
keamanan dan ketertiban masyvaraskat.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan
pidana, istilah renegakan hukum pidana pada
hakikatnya 1dentik déngan fungsionalisasi hukum
pidana. Barda Nawawi, Arief mengurailkan
bhahwa.... Fungsionalisasi hukum pidana dapat
diartikan sebagai upayva untuk membuat hukum pidana

itu dapat Dberfungsi, beroperasi atau bekerja dan

terwujud secara konkrit.55

Dalam sumber yang sama Barda Hawawi Arief
menjelaskan bhahwa implementasi penegakan hukum
sebagai suatu proses kebilijakan dimulai dan melalui

beberapa tahap, Vaitu:56
1. Tahap formulasi, vaitu tahap penegakan hukum
pidana pada tingkat perumusan {formlasi
substansi) oleh pembuat undang-undang. Tahap 1ini
disebut Juga sebagai tahap kebijakan legislatif
atau kebijakan perundang-undangan;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh
aparat/penegak hukum mulai dari kepolisian sampal
Mbid,, hal.s.
Rarada Mawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penaagqulangan Keiahatan Dengan
Pidana Penjara (Semarang:Ananta,l994), hal.32.
Bnig,




ke pengadilan. Tahap kedua ini disebut sebagai
tahap yudikatif;

. 3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hulkuman

. @ecara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana
hukum. Tahap 1ini disebut juga tahar kebijakan
eksekutif atau administratif.

Penaggulangan kejahatan (tindakan kuratif)
merupalkan tujuan utama penegakan hukum lewat sistem
peradilan pidana (eriminal Justice system).
Penanggulangan dimaksud bermakna mengendalikan
kejshatan agar berada dalam batas-batas toleransi
vang dilandasi semacam political will untuk
mentolerir atau membiarkan kejahatan tetapr ada,
tetapi lebih sebagai suatu kesadaran bahwa keijahatan
tidak akan pernah sirna dalam masyvarakat. Oleh
karena itu ukuran keberhasilan peradilan pidana
tidak terletak pada penghapusan total apa vang
disebut kedahatan, tetapi bila sebagian besar
kejahatan yang diketahui dapat diselesaikan dengan
mengajukan pelaku Eé - pengadilan dan  diberi

pidana .57

Menuyrut Reksodiputro,sa:

gambaran seperti diatas hanyalah apa vyang
raling terlihat dan vyang paling diharapkan

oleh magsyarakat. Tugas lain vang kurang

Kunpulan Karangan Buku Ketipa {Jakarta:PP KPH-UI,19%7), hal.3d.

B1hid,
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diperhatikan ialah yang berhubungan dengan

rencegahan terjadinva kejahatan, timbulnya

korban, dan pencegahan agar pelakn tidak
mengulangi lagi kedahatannya.

Dalam konteks inilah penegakan hukum sangat
diperlukan, khususnya oleh aparat kepolisian vang
memang menjadi bumper atau ujung tombak sistem
reradilan pidana.

Dalam perspektif sosiologis, ©polisi sebagai
penegak hukum selalu memiliki apa vyang disebut
peranan. Status melahirkan peran, artinva kedudukan
vang da miliki menyebabkan adanya hak-hak dan
kewajibannkewajiban. tertentu. Inilah vang disebut
wewenang. Jika hak merupakan wewenang untuk berbuat,
maka kewajiban merupakan beban atau tugas.59

Kewenangan—-kewenangan peolisi selaku aparat
renegak hukum telah diatur sedemikian rupa dalam
erbagal peraturan perundang-undangan, seperti dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-
RKetentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 18897 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Saku

Polisi dan beberapa EKeputusan Kepala Kepcolisian

Rerublik Indonesia.

L ihat Soerjono Soskante  et,al., Pendekatan  Sosiclogis  Terhzdap Hukua
(JakartaiBinz Aksara,1788), hal.lo-il,




Dalam mengimplementasikan kewenangan vang ada
pada dirinya, seorang polisi harus mempunyai sikap
profesionalisme. Menurut Kunarto®© rrofegsionalisme
POLRI merupakan dasar-dasar sikap, cara Dberpikir,
tindakan, perilaku vang dilandasi oleh ilmm
kepolisian yang diabdikan kepada kemanusiaan dalam
wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya

kebhenaran dan keadilan.

Dari  pendapat diatas, dapat disarikan bahwa
inti profesionalisme adalah adanya keahlian tertentu
vang diperoleh  dari rendidikan khusuas dan
dilaksanakan dengan memenuhi kode etik profesinya.
Kualifikasi tersebut hanvak berkaitan dengan
predisposisi individu polisi itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, Satjipto Rahard,jos1
dengan mengutip dari Ccates telah membedakan tiga
tipe polisi, wyaitu: (1) the legislatic abusive
officer, vaitu mereka yang menyadari perannya
sebagai penjaga, pelindung masyarakat, serta nilai-
nilai masyarakat, dan dengan tepat menggunakan
kekuatan, dan sangat otoriter:; (2) the task officer,
vaitu mereka vang menjalankan tugasnya tanpa
menggunakan nilaji-nilainya sendiri, dan hanya

5%yunarto, Op.Cit., hal.325.
l5(:11:,1'ipt1:l Rahardjc, Sorotan Terhadap Profesionalisme POLRL (Yompas, 3 Desembher
1994).




menjalankan hukum; (3 the community sarvice
officer, yaitu vyang tidak menerapkan hukum dan
bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha
membantu masyarakat dalam memecahkan masalah.

Selanjutnya Satjipto Rahard;io62 mengelaborasi,
‘bahwa gagasan kearah profesionalisme vang mutakhir
bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi vang
cepat. Perkembangan ilmu dan teknologi hendaknya
dijadikan sebagai redoman bhagi rengembangan
rengetahuan polisi.

Standar tersebut mensyaratkan: pertama,
latihan  keterampilan dan kemampuan khususg; Kedua,
anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap
pekerjaannya, dan vyang ketiga, dalam menjalankan
pekerjaannya polisi membutuhkan suatu tingkat
otonomi tertentu. Polisi profesional sebagaimana
tergambar diatas, perlu didukung oleh linglkungan
vang kondusif, yaitu berkembangnya ilmu kepolisian,
meluasnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan

masyarakat, dan dipakainya struktur birokrasi.BB
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Dalam era pasca Orde Baru sekarang ini,
tuntutan akan perubahan sistem pemolisian semangkin
menjadi pusat perhatian. Harapan untuk menjadikan
prolisi vyang herwatak sipil sudah mulai tampak,
meskipun perubahan itu baru pada +tahap perubahan
secara struktural, dimana peolisi keluar dari
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, polisi sudah
mengurangi simbol-simbol Lkepolisiannya. Namun
demikian yang terpenting adalah terjadinva perubahan
vang mendasar pada tubuh kepolisian. Peruhahan mana
tidak cukup hanya sekedar perubahan struktural saja,
melainkan terjadinya perubahan secara fungsional.
Mendadikan polisil yang berwatak sipil bukanlah suatu
pekerjaan muidah, diperlukan waktu yang cukup panjang
dan memerlukan biava yang tidak sedikit.

Berkaitan dengan ini, Satjipto Rahard3064
mengatakan, bahwa menjadikan polisi sebagai
kekuasaan publik vang berwatak sipll memiliki banyak
segi, mulal dari menggarap penampllan fisik sampail

ke perubahan perilaku. Penampilan fisik yang bherbeda

" dengan sedilkit perubahan dalam seragém tanda

rangkat. Rupa-rupanya ada hambatan-hambatan
tertentu, seperti ekonomi, yang menghalangi POLRI

untuk tampll sama sekali beda.

M‘Satjiptn Rabardjo, Polisi Berwatak Sipil, Makalah Seminar Masicpal "Membangua
Polisi Indonesia Yang Berwatak 3ipil {Semarang:PSK-FK Undip, 8 Juli 1999}, hal.7-8.
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Pada kesempatan yang sama beliau menielaskan,
bahwa membicarakan tentang pembangunan polisi sipil
akan menjadl kurang bermakna tanpa mendiskusikan
perilaku sipil, proses sipil, komunikasi sipil,
dialog sipil, interaksil sipil dan sebagainya. Wacana
mengenai hal~hal tersebut diatas tidak akan
mempunyai makna, kecualli kita bersepakat untuk
memilih +tipe "polisi vang berkemanusizan" (humane
rolicing) daripada "polisl vang represif’. Model
atan tipe perpolisian berkemanusisan pada intinya
menghargal manusia dalam kegiatan perpolisian, vang

herbeda daripada menjadikan manusia semata-mata

sebagai obdiek perpolisian.65
RKenneth Muir dalam bukunya Police-~Street
corner Politicians (1977) sebagaimana dikutip

Satjipto RahardjoBB menggambarkan bahwa polisi vyang
berwatak sipil itu membangun dan mengemhangkan
Jaringan pekerjaan dan langkah vang lehih Lkompleks
daripada sekedar '"menegakkan hukum'.

MeminJjam kesimpulan vang diberikan oleh
Satjipto Rahardjo, kiranva dapatlah disimpulkan
bahwa pekerdaan perpolisian bukan hanya pekerdaan
"normatif" vang jelas, tetapi juga "kultural” yang

amat kompleks, pekerjaan berdimensi kemanusiaan yang

B31hid., hal.10-11,
Sb1hig,
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lvas. Orang memberikan rincian terhadap pekerdaan
vang berdimensi soaio—kultural vang luas itu sebagai
polisi yang menjalankan fungsi ombudsman367 bagi
orang—-orang vang sakit, lapar, putus aéa,
kebingungan, tidak tahu. Inilah hakekat dari polisi
sipil.

Dari Ybeberapa pandangan di atas, kiranya
dapatlah untuk dikastakan, bahwa pada saat sekarang
ini cara-cara polisi dalam menjalankan pekerjaannya
tidak boleh menyebablan manusia kehilangan harkat
dan martabat kemanusiaannya. Pekerjaan polisi vang
harus menjaga keamanan, ketertiban, menemnukan
kejahatan, menghadapkan polisi pada permasalahan
noral . |

Dalam menjalankan pekerjaannya, polisi tidak
dapat hanya berlindung di belakang ketentuan tugas
vang harus dilakgsanakannya, melainkan Jjuga
dihadapkan pada persoalan tentang bagaimana tugas
itu dijalankan. Di sini mulail masuk pertimbangan
moralitas dari peran yang dijalankannya {role
morality)68
Adanyalole Morality dalam pelaksanaan

pekerjaan polisi menuruwt hemat penulis adalah

671hid,, hal.12,
1bid., hal.13.

80




renting, karena polisi itu sendiri sering dikatakan
sebagai "ambivalent fbrce,69 yvaltu suatu kekuatan
vang ditarik ke berbagali kepentingan, nilai. danr
lain-lain. Tidak hanya sampai di gitu saja, pblisi
Juga harus Jeli melihat kepentingan atau nilail
masvarakat yang mana, golongan yang mana, ; dan
bagaimana polisi harus mengambil sikap Jika tefjadi
perbenturan kepentingan masyarakat atau‘ golongan
tersebut.. Demikian prentingnya pertimbangan moral
bagi pelaksanaan rekerjaan polisi di tengah
masyarakat, sehingga kadangkala poliasid harus

memberikan suatu kebijakan hukum sendiri (diskresi)

atas suatu kejadian vang dihadapinya.

5%1hid,, hal.b.
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BAB IIX

HASIL, PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bekilas Tentang Masyvarakat di Kotamadia Jambi

Propinsi Jambi berada pada posizi vang sangat
strategis; yYang mana propinsi Jambli terletak pada
sisi tengah pulau Sumatra dan pada Jalur tengah
lintas transportasi darat, sehingga dapat
menghubungkan seluruh kota-kota vang ada. di pulau
Sumatra. |

Dengan posisi vyang demikian, mengakibatkan
Propinsi Jambi menjadi tempat perdagangan yang ramai
dan disukai oleh para pedagang yang sengaja datang
dari berbagal kota, baik dari sesama Sumatra maupun
dari berbagal kota di Pulau Jawa, bahkan sekarang
menjadi salah satu kota incaran para pedagang dari
Singapura. |

Kondisi ini pula yané mengakibatkan penduduk
di Propinsi Jambi sangat heterogen yang terdiri dari
berbagai sulku bangsa, antara lain Melayvu Jambi,
Minang (Sumatra Barat), Komering (Sumatra Selatan),
Batak (Sumatra Utara), Jawa, Sunda dan bherbagai sulku
hangsa keturunan, yvaitu Cina, India dan Arab. Dari
berbagai  sulku bangsa ini, vang dominan menguasai
perekonomian dan perdagangan adalah suku Minang dan

Cina keturunan, sedangkan suku Melayu Jambi sendiri
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lebih banyvak menjadi pegawai negeri sipil.
Propinsi Jambi terdiri dari lima Kabupaten
Tingkat dua, antara lain Kabupaten Batanghari.,

Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Sarulangun

Bangko, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Kerinci
serta satu Kotamadia, yaitu Kotamadia Jambi.

Adat istiadat yang terdapat di Kotamadia Jambi
pada umumnya bervariasi sesuai dengan heterogennya
masyarakat, namun demikian kerukunan antar adat
istiadat dan agama terjaga dengan baik, hal ini
terbukti belum pernahnya terjadi permasalahan di
dalam masyarakat yang didasari oleh masalah adat
ataupun agama.

Kotamadia Daearah Tingkat II Jambi secara
geografié terietak pada posisi 01. 30° -~ 2,98~
Lintang BSelatan dan 103. 40° - 1,67 Bujur Timur
yang merupakan dataran rendah dan beriklim tropis
dengan subu rata-rata 31,69 C. Jumlah Penduduk di
Kotamadia Jambi sebesar 510.144 jiwa yvang tersebar
di beberapa kecamatan, yaitﬁ Kecamatan Pasar Jambi,
Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan
Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Xecamatan
Telanai Pura dan Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan
Panau Teluk, dengan luas keseluruhan adalah 205,38
Km. Dari Beberapa kecamatan tersebut, peneliti hanva

mengambil dua kecamatan, yvaitu Kecamatan Pasar Jambi




yang masyarakatnya sangat heterogen karena terletak
di\ pusat kota dan Kecamatan Pelayangan dengan
tipikal masyarakat yang homogen.

Karakteristik masyarakat Jambi pada umumnya
adalah masyarakat yang berjiwa sosial tingsi, rasa
kesetiakawanan yang baik, permusyawaratan berjalan
di lapisan masyarakat, taat terhadap agama dan

reraturan perundang-undangan.

1. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi

Kecamatan Pasar Jambi terletak di tengah-
tengah Kotamadia Jambil yang sarat akan kesibukan
kegiatan kemasyarakatan, sosial-budaya, ekonomi
gerta remerintahan. Hal ini mengisyaratkan
tingginva keragaman sistem sosial danl variabel-
variabelnyva.

Kecamatan Pasar Jambi memiliki luas 4,02 Km
atau 1,86% dari 1luas "Kotamadia Jambi dengan
Jumlah penduduk 19.517 Jiwa. Mayoritas penduduk
merupakan penmeluk agama Islam, yakni 80%,
gelebihnya beragama Katolik, Protestan, Hindu,
Budha.

Penduduk di Recamatan Pasar Jambi pada
umumnya lulus pendidikan formal.mulal dari
rendidikan dasar sampal pada pendidikan pada

tingkat sarjana, pasca sardana dan doktoral.
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Berdasarkan jenis mata rPencaharian,
Penduduk Kecamatan Pasar Jambi terbanyalk sebagai
wiraswastawan/pedagang, diikuti oleh Pegawai
Negeri Sipil, buruh dan lain sebagainya.

Dibidang Ideclogi dan politik, Kecamatan
Pasar Jambi tergolong kecamatan yang cukup
tertib, aman dan terkendali, meskipun terdapat
gejolak-gejolak politik, namun tidak sampai
mengarah pada tindakan yang anarkhis ataupun
mengarah pada tindak kriminal.

Di bidang komunikasi dan  penerangan

masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi sangat lancar

dan dapat dikatakan sangat mudah untuk
berhubungan dengan dunia luar. Sarana-sarana
telekomunikasi, seperti telepon wmum, warung
telekomunikasi tersedia dengan baik. Tingkat

kesejahteraan masyarakat. cukup tinggi, hal sini
dapat dilihat dari meratanya masyarakat yang
memilili pesawat televisi, pesawat telepon,
antena parabola dan kendaraan bermotor.

Pada intinya masyarakat di Kecamatan pasar
Jambi termasuk pada kategori masyarakat pra
modern/modern, hal ini sesuai dengan ciri-ciri
atau kategori dari masyarakat pra modern/modern
sebagaimana yang dikemukakan oleh Selo Sumardjan,

yaitu:l




a. Hubungan antar manusia terutama di  dasarkan
atas hepentinganwkepentingan pribhadi;

b. Hubungan dengan masyarakat-masvarakat lain

dilakukan secara terbuka dalam snasana caling

Pengaruh mempengaruhi, kecuali (munglkin) dalam

penjagaan rahasia benemisan-penemuiuan bhary;

Kepercavaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan

dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa

meningkatkan lkesejahtevraan masyaralkat;

d. Masyarakat tergolong~golong menuarut hermacam—
macam profesi serta keahliannya masing-masing
dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam
lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan
kejuruan;

e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan
merata;

f. Hulkum vyang berlaku pada pokoknya hulkum
tertulis yang sangat kompleks;

g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi
Pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang
dan alat-alat pembayaran lain.

0

Kondisi Masyarakat di Kecamatsn Pelayangan
Kecamatan pelayangan terletak di seberang
kota Jambi, yang mana antara Kecamatan Pelayangan
dan Kecamatan Pagar Jambi dialiri Sungai
Batanghari vyang terkenal dengan sebutan Sungai
terpanjang di Sumatra. Luas Kecamatan Pelayangan
adalah 15,29 Em atau 7,44% dari luas Kotamadia
Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 13.508 Jiwa.
Dengan posisi yang terpisahkan dari kota
Jambi, tidak Tberarti penduduk di Kecamatan
Pelayangan tertinggal Jauh akan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, hal ini terbukti

lLJ'.hat Soerjono  Soekanto, Beharapa Teori Snsinloni  Tentang Struktur
Hasyarakat {JakartaiRaja grafindo Persada,1993), hal.4%-51,




dengan hanyvalknya pehdnduk Kecamatan Pelayangan
vang menjadi manusia berhasil, baik di segi
swasta maupun pemerintahan, dan vang menjadi
kebanggaan renduduk di Kecamatan Pelayangan
adalah bahwa Gubernur Fropinsi Jambi
(Drs.H.Abdurrahman Sayuti) berasal dari Penduduk
asll Kecamatan Pelayangan.

Karakteristik vang sangat wmenonjol dari
penduduk di Kecamatan Pelayangan adalah
renduduknya 98 % beragama Islam, selebihnya
heragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu dan
vang uniknya tidak ada pasilitas atau tempat
beribadah lainnya kecuali masiid, langgar
(musholah). Kecamatan Pelavangan merupakan pusat
berkembangnya agama Islam pertama kali di
Propinai Jambi, dan sampai sakarang menjadi pusat
pendidikan agama Islam terpopuler di Propinsi
Jambi .

Meskipun kekuatan agamis menguasai sistem
pemikiran maayarakat di EKecamatan Pelayangan,
- tidak menutup kemungkinan masuknya pengaruh 1lma
‘pengetahuan dan teknologi modern kedalamnya. Ini
terbukti dengan sudah masuknya antena parabola,
televisi, telepon dan sebagainya.

Pendidikan formal di Kecamatan Pelayangan

cukup berkembang, hal ini terlihat dari banvaknya
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sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas,
serta pesantren-pesantren.

Herdasarkan mata pencaharian, penduduk di
Eecamatan Pelayangan sebagian besgar adalah
rengusaha (di bidang Perkayuan, Perbhatiltan dan
makanan kecil), diikuti oleh pegawai negeri sipil
dan buruh tani.

Kondisi sosial politik di Kecamatan
Pelayangan sangat monoton, dalam artian

renduduknya tidak terlalu tertarik dengan

perkembangan politik. Hal ini disebabkan kultur

masyarakat vang homogen dan hanya tertarik dengan
verkembangan agamis. Jika terjadi sesvatu masalah
soaial-budaya (termasuk hukum), Ilebih banyak
diselesaikan melaluil Jalur adat atau hukum Islam,
dan sedikit sekali diselesalkan melalui Jalur
hukum nasional.
Dari karakteristik vang demikian, maka
dapat dikategorikan, bahwa penduduk di Kecamatan
Pelayangan termasuk pada Kkategori masyaralkat
madya, dengan ciri-ciri sebagail berikut:2
a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan
tetapi Thubungan dalam masyarakat setempat
sudah malai mengendor dan menunjukkan gejala-
gejala hubungan atas dasar ekonomi;

b. Adat istiadat masih dihormati, akan tetapi

gikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh
dari luar;
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c. Derngzan timbulnya rasionalitas dalam cara
berpikir, maka ‘kepercayaan pada kekuatan-
kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah
kehabisan akal untuk menanggulangil sesuati
masalah: §

d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga
rendidikan formal sampai tingkat . sekolah
lanjutan pertama, akan tetapi masih Jarang
sekalil adanya lembaga pendidikan keterampilan
atau kejuruan; ‘

e. Tingkat buta huruf bergerak turun:

f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak
tertulis;

g. Ekonomi masyarakat memberi kssempafan lebih

banyak kepada produksi buat pasaran, hal mana
mulai menimbulkan diferensiasi dalam strukbur
masyarakat, dimana uwang semakin meningkat
reranannya; ‘

h. Gotong royong tradisional tinggal untuk
keperluan sosial dikalangan keluarga bpaar dan
tetangga, akan tetapi goteong royong untulk
keperluan umum dilakukan atas dasar upah

B. Persepsi Masvarakat Terhadap Polisi Selaku ' Penegak

Hukum

Sebelum peneliti membahas masalah ?persepsi
masyarakat terhadap polisi selaku penegak hﬁkum, ada
baiknya peneliti menegaskan kembali vang zdimaksud
dengan polisi selaku penegak hukum, hal ini; penting
untuk memberi batasan pembahasan agar tidak kelqar
dari relevansi permasalahan.

Bertolak dari terdapatnya peran gandé polisi
dalam penegakan hukum pidana, yaitu sebagai ?penegak

hukum dan sebagai pekerja sosial (social thker)3,

3Ferhatikan Rarda Mawawi Arief, Beberapa aspek Y¥ebijakan Penegakan daﬁ Pengerbangan
Hukup Pidana (BandungsCitra Aditya Bakii,1998), Hal,35. dan bandingkan dengan pandangan
hasil Xongres PBE ke-3 tahun 197& mengenai Preventicn of Crime and  the Treaztsent of
Dffenders yang menggunakan istilah service oriented task dan law enforceaent d_utz'es
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maka dalam penelitian inl vang akan dibahés hanya
terbatas persepsi masyarakat terhadap polisi aselaku
penegalk hukum, vyaitu melihat rperilaku, sikap dan
tindakan polisi dalam kaitannya dengan tugas-tugas
kepolisian vang berorientasi kepada Proses peradilan
pidana (tugas—-tugas penyidikan}.

Adapun tugas-tugas poligl selaku penyidik
telah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Undang~Undang Nomor B8
Tahun‘ 1981) pada pasal 8, 7 dan 8 =serta dalam
Undang~UIndang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia pada pasal 13, 14, 15 dan
16. Dalam kaitan ini péneliti mengklarifikasikannya
sebagal berikut:

1. Menerima laporan dan pengaduan;

2. Melakukan remanggilan;

3. Mencari keterangan dan barang bukti;

4. Melakukan penangkapan;

5. Melakukan penahanan:

6. Melakukan penggeledahan dan renyitaan;

7. Pemeriksaan saksi dan tersangka, dan;

8. Menghentikan penyidikan.

terhadap aplikasi tugas dan peran atau sikap dan
tindakan yang berhubungan dengan penanganan hal
tersebutlah yang dimintai keterangan atau Jawabhan

dari masyarakat dengan indikator rengetahuan,
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pengalaman dan keputusannya dalam menyikapi sikap

atau tindakan polisi tersebut.

Dari hasil wawancara vang telah dilakukan,

diperoleh beberapa temuan persepsi, antara lain:

a.

Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Dalam
Konteks Ideal dan Realitasnya

Pada saat menjawab pertanyaan: ‘'“apakah
yang diketahui tentang polisi” dalam sosok

idealnya sebagai penegak hukum vyang sangat

menentukan dalam proses sistem peradilan

pidana, masyarakat sampel (responden} dari

semua bidang cenderung sSama dalam

mempersepsikan keberadaan polisinya.

" Pandangan vyang sedemikian ini, tidak

lain didasarkan kepada penglihatan masyarakat
sampel terhadap polisi sebagai suatu lembéga
dan tindakan nyata yang fergambar dalam
aktivitas polisi sehari-hari.

Dari membaca ketentuan perundangan-
undangan vang ada, masyarakat sampel
mengetahui dengan Jelas fungsi/tugas/peran
polisi selaku penegak hukum, vaitu untuk
memelihara serta meningkatkan tertib hukum
bersama—sama dengan komponen. pertahanan
keamanan lainnya guna memberikan perlindungan

keamanan dan ketertiban masyarakat.
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Apa yvang diketahui oleh masyarakat ini,
menurut penulis hanya sebatas kulit luar
tentang lembaga kepolisian, terhadap pola,
mekanisme dan cara bagaimana kepolisian
tersebut seharusnya bertindak, pemahaman
masyarakat tidak sampai kepada apa vang
penulis sebutkan terakhir di atas.

Polisi adalah ujung tombak ( bumper)
dalam penegakan hukum. Di ftangan polisi awal
proses penegakan hukum dan pembinaan keamanan
dan ketertiban masyarakat dipertaruhkan. Atas
dasap ini rula masyarakat sampel
menginterpretasikan polisi sebagail pelindung
masyarakat, pecinﬁa keamanan dan ketertiban.
Oleh karenanva sosok polisi vang diharapkan
masyarakat adalah polisi yang berpihak pada
kepentingan penegalan hukum Jdan pembinaan
kamtibmas tersebut.

Sebaiiknya, dalam menjawab pertanyaan:
"apakah vang diketahu% tentang polisi” pada
saat realitas atau dalam sikap dan tindakan
sehari-hari. masyarakat sampel (pengusaha dan
pegawal negeril sipil) yang rata-rata mempunyai
rendidikan SLTA keatas serta mahasiswa,
mempersepsikan rolisl sebagai sosok vang

sangat mengecewakan, sedangkan magyarakat




sampel (buruh, pedagang kecil) yvang rata-rata
rendidikannya di bawah SLTA, mempersepsikan
rolisinya sebagali 5050k makhluk vang
menyeramkan dan menakutkan. Hubungan antara
tingkat pendidikan dengan rersepsi vang
diberikan oleh masyarakét sampel sangat erat
dan mempengaruhi persepsi vang akan diberilkan.
Pengetahuan mereka yang mempunyai pendidikan
SLTA keatas tentang kepolisian tentunya
herbheda. dengan mereka. vang memnpunyai
pendidikan di bawah SLTA. Mereka tahu yang
aeharusnya. dilakukan oleh polisi, tetapil
polisi tidak melakukannya, sehingga timbul
kekecewaan bagi mereka. Sedangkan masyarakat
vang prendidikannya di  bawah SLTA kurang
mengetahul apa yang seharusnya dilakukan oleh
polisi, sehingga bila terjadi tindakan paksaan
atau a moral dari polisi, mereka akan merasa
takut dan mereka secara subjektifitas akan
memberikan persepsi terhadap polisi sebagail
sosok vang menveramkan, demikian seterusnya.
Poligi dalam persepsi masyarakat egampel
golongan vang vPrertama, 2menjadi scsol vang

mengecewakan karena dalam beberapa hal,

misalnya dalam hal pelaporan dan pengaduan

ataupun pemanggilan saksi/tersangka, dimana
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proligi baru akan bertindak atau melaksanakan

dengan baik hila diberikan imbalan sejumlah

vang, sehingga timbul rumor POL + IST vang
lebih kurang berarti "penuh terisi”. Hal ini
berarti masyarakat menganonimkan nama palisi
dengan rerilakunya vang cenderung
materialistis, hal mana sekiranya cukup
mewakili sosok polisi dalam sikap tindak
kesehariannya, menurut persepsi masyarakat
sampel pada golongan ini.

Selanjutnya, pada masyarakat sampel
golongan kedua (mereka yang kurang mempunyai
tingkat pendidikan yvang cukup). pesepsi sosok
polisi sebhagai sangat menyeramgan dan
menakutkan, selain karena polisi terkesan
materialistis, Juga mengindikasikan rolisi
sebagai sosok yang menonjolkan kekuasaan dan
memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan
masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk
ditakﬁ?taknti, bahkan polisi berperilaku kasar
{menggunakan kekerasan) dalam beberapa kasus
dimana ada anggota masyarakat bawah vang
menjadi saksi atau terséngka.

Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak
Polisi atas Pelaporan dan Pengaduan

Dalam hal pelaporan atau pengaduan suatu
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prerkara pidana. maasyarakat sampe 1
mempersepsikan polisinya sebagal sosck  vang
mengecewakan dalam artlian bahwa rolisi
cenderung melakukan pembedaan atau memilah-
milah kasus vang masuk atas laporan atau
pengaduan masyarakat.

Pada masyarakat sampel vyang mempunyai
pendidikan cukup atau di atas SLTA (Mahasiswa,
Pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil),
pengertian mengecewakan di gini di maksudkan
pbahwa polisi dalam menerima laporan atau
pengaduan selalu berorientasi pada masalah
"uyang bensin” atau  "uang sgolar” {sebhagal
penggerak atau pelicin) antuk menindaklanjuti
laporan atau pengaduan vang masuk.

Selanjutnva pada masyarakat sampel yang
kurang mempunyal pendidikan yvang cukup (Buruh
atau Pedagang Kecil), ﬁengertian mengecewakan
ini dimaksudkan, bahwa polisi dalam menerima
japoran atau pengaduan terkesan lamban atau
acuh tak acuh karena dianggap kurang
memberikan masukan (uwang), atau Jika yang
menjadi objek pengaduan adalah orang-orang
herpangkat atau herpengaruh.

kejadian sepertli tersebut di atas sering

terjadi, sehingga menimbulkan keenganan
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masyarakat untuk melapwrkan.suatu rerkara yvang
terjadi dan akibatnya masyarakat melakukan
aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak
Pidana. Kasus seperti ini sering terjadi di
Kecamatan Pelayangan yang mana masyarakatnya
notabene homogen, sehingga kekecewaan itu
dilampiaskan pada relaku tindak pidana.
Berdasarkan pengamatan dan. wawancara

peneliti dengan masyarakat sampel, apalagi

setelah dilakukan pengamatan dan wawancara

silang dengan masyarakat sampel vang Jain
(Kecamatan Pasar Jambi). Budaya atau kultur
renegakan hukum vang seperti ini
(mendiskriminatifkan) ternyata mudah sekali
untuk diamati pada perlakuan polisi atas
laporan atau pengaduan anggota masyarakat
awam dengan laporan atau rengaduan anggota
masyarakat dengan status sosial yang lebih
tinggi .

Selanjutnya, Jjuga ditemukan sosok polisi
dengan sikap atau perilsku vang tidak wajar
atas diri pelapor aﬁau pengadu perkara pidana,
misalnya dengan cara membentak-bental dengan
rerkataan kagar atau Jjuga menakut-nakuti
dengan resiko menjadi saksi atau Justru

menjadi tersangka dalam kasus yang dilaporkan




ataun diadukan tersebut, hal ini cenderung
terjadi terhadap masyarakat sampel yang kurang
mempunyai pendidikan yang cukup, sehingga
timbul kesan menyeramkan atau menakutkan dari
sos0k polisi yang demikian.

Berdasarkan temuan—-temuan di atas,

4“kan (sudut

kiranya dapat di"interpretasi
pandangan peneliti setelah mendapatkan fakta),
bahwa sosok polisi dalam hal pelaporan dan
pengaduan suatu perkara pidana mempunyai kesan
gikap atau tindakan:

1. vang materialistis

2. kurang atau lamban dalam mengambil tindakan

atas pelaporan atau pengaduan

3. diskriminatif terhadap pelapor atau pengadu

vang lemah ekonominya atau status sosialnya

rendah
4. kasar dalam melayani pelaporan dan
pengaduan.

4Interpretasi di sini dimaksudkan adalah sebagai sudut pandamgan dari

observar (peneliti) setelah mendapatkan fakta, Subjektifitas peneliti iebik doainan,
tetapi bukan berarti tanpa fakta. Bedakan dengan nhservasi vang dilakukan untuk
mepperoleh  fakta, Lihat Bimo Walpito, Psikologi Sosial (suatw pemgantar), Gdisi
Revisi {Andi DffsetsYooyakarta, 1994}, hal.35.
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Persepai Masvarakat Terhadap Sikap Tindak
Polisi Dalam Hal Melakukan Pemangglilan Saksi
atau Tersangka

Tidak Jauh bherbeda dengan rersepsi
magyarakat terhadap polisi dalam hal pelaporan
dan pengaduan, maka di dalam hal pemanggilan
para saksi atau tersangka inipun terjadi
diskriminatif pemanggilan.

Digskriminasi premanggilan ini mudah
terlihat manakala petugas kepolisian memanggil
saksi ataw hersangka dari golongasn masyarakat
vang bherhbeda.

Pada golongan masyarakat menengah ke
atas atau masyarakat yvang memiliki pendidikan
diatas SLTA (Pengusaha, Pegawal Negeri Sipil
atau Mahasiswa), pemangilan dilakukan dengan
baik, dalam artian bahwa pemanggilan kepada
gakai  atau tersangka pada masyarakat sanpel
golongan ini sesual dengan prosedur yvang telah
ditetapkan dalam ketentuan perundang—undangan
dan peraturan pelaksananya. Sehingga persepsi
masyarakat sampel golongan ini terhadap
pemanggilan saksi atau tersangka memberikan
nilail yang positif, artinya bahwa pelaksanaan
tugas polist dalam hal pemanggi lan

dilaksanakan sesual. dengan aturan yvang
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berlaku.

Neanmtin selanjutnya, pada masyarakat
gampe l. golongan hawah {(kurang memi )ikl
pendidikan wvang ocukup), seperti Buruh dan
pedagang kecil, pelaksanaan pemanggilan saksi
atau tersangka dirasakan oleh masyarakat
sampel vang bhersangkutan sebagai suatu hal
vang Janggal. Dari hasil wawancara penelitil
dengan  masyarakat sampel golongan ini
ditemukan. adanva kasus pemanggilan yvang mana
sakail tidak mengetahul status dirinva dalam
pemanggilan tersebut. Sehingga sewakbtu saksi
berada di kantor polisi merasa kebingungan dan
takut, apalagi saksi tidak mengetahui dengan
pasti duduk perscalan dalam perkara tersebut.
Hsl ini membuat saksi merasa kEebingungan
terhadapr petugas kepolisian, karena setidak-
tidaknya masyarakat sekitar tempat dia tinggal
mengetahul bahwa ia memperoleh_panggilan dari
kepolisian, dan setidak-tidaknya masyarakat
sekitar berasumsi saksi tersebut mempunyal
permasalahan dehgan pihak vyang herwaJib.
Secara psikologis saksi mendapat beban mental
vang cukup berat.

Beban psikologis disini maksudnya adalah

saksi takut disangka masyarakat sekitarnya
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sebagal orang yang telah mempunyvai urusan
dengan pihak kepolisian dan nantinya akan
dikueilkan oleh masyvarakat sekitarnya.

Pernah Juga terdapat kasus dimana
premanggilan tersangka terjadi kesalahan
terhadap orang yang dJdipanggil, hal ini
disebabkan oleh kesalahan yang sangat kecil
vang seharusnya tidak perlu terjadi, dimana
disebabkan kesalahan alamat tersangka vang
dipanggil, sedangkan tersangksa vang sebenarnya
herada rada alamat yang berbeda, hanya
kebetulan nama mereka sama. Hal seperti ini
tentunyva dapat memberikan nilal vang kurang
haik +terhadar aparat kepolisisn dan Rurang
menunJjukkan profesionalisme kerja yang bhaik.
Dari tindakan yang demikian, masvarakat sampel
pada golongan ini memnpersepsikan polisi
sebagal smosok yang menyebalkan.

Dari temuan~temian sebagaimana vang
dipaparkan diatas, kiranya peneliti
sampel dapat menginterpretasilkan polisi dalam
hal melakukan pemanggilan saksi atau tersangka
sebagai berikut:

1. Bahwa ada kesan diskriminatif terhadap
terhadap pemanggilan saksi atan  tersangka

dari strata vang berbeda;
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Kesan bahwa polisi dalam melakukan

t\. T

remanggilan tidak profesionalilsme;
3. Kesan bahwa managerial kepolisian tidak

dilakukan dengan baik dan sembrono.

Persepsi. Masyarakat:”Terhadap Sikap Tindak
Polisi Dalam Hal Penangkapan

Masalah penangkapan terhadap '_pelaku
tindak pidana (tersangka) merupakan suatu
t.ahap vang sangat rawéh, karena prada tahap Iini
bukan tidak mungkin terjadinya tindakan-
tindakan atau sikap-sikap yang berlebihan dari
aparat kepolisian vang melakukan penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan masyvarakat
sampel, ternvata masyarakat sampel merasakan
sikap tindak polisi .dalam hal  melakukan
penangkapan selalu terlihat tindakan~tindakan
kekerasan, seperti melakukan vemikulan,
penembakan dan tindakan lainnva.

Memang pada dasarnya polisi diberi
wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka
melakukan penangkapan terhadap tersangka,
namun kewenangan tersebut jika disalahgunakan
atau dalam penerapannya diartikan salah,
misalnya menggunakan kekerasan secara

berlebihan , apalagi tanpa memperhatilkan, maka
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hal ini bukan mustahil akan mendadi btumerang
bagi pihak kepolisian itu sendiri atan
setidak~tidaknya masyarakat akan memberikan
respon yang kurang bailk terbhadap kepolisian.
Jadi bukanlah hal yang berlebihan Jika
masyarakat sampel memberikan persepsi yang
kurang baik terhadar polisi dalam hal
renangkapan ini, vang mansa menurut masyarékat
sampel bahwa polisl itu dalam hal penangkapan
idenﬁik dengan kekerasan dan unjuk kekuasaan
bagi kepentingan penegakan hulkum, dan ini
menurut peneliti merupakan suatu tindakan
melawan hukum untuk kepentingan hukum. Namun
suatu pertanyaan yang mungkin harus dijawab
secara faktual adalah sejauhmanakah tindakan
itu telah dilakukan oleh aparat kepolisian.
Menjawab pertanyaan: apa saja vang
dlketahul tentang poligi sehinggza sampai pada
pandangan diatas, - masyvarakat sampe 1
mengungkapkan beberapa kondisi faktual yang
pernah terjadi di lokasi penelitian sebagal
berikut:
1. terdapatnya renangkapan vang dilakukan
aparat kepolisian tanpa surat werintah
penangkapan (bukan dalam kasus tertangkarp

tangan);




2. Penangkapan atan pengambilan tersangka
tanpa diketahui oleh aparat desa ataun
remika masyarakat setempat., sedangkan norma
vang berkembang atau berlaku di daerah
tersebut menghendaki adanyva penghargaan
terhadap adat istiadat setempat;

3. Melakukan renangkapan dengan kekerasan
tanpa. rrosedur Vang bhenayr, seperti
melakukan renembakan dahulu terhadap
tersangka baru dilakukan penangkapan.

Pari heberapa fakta vang terdadi pada
masyaralkat sampel di atas, sikapr tindak polisi
vang tampak tldak bersesualan dengan ketentuan
perundang—-undangan ataupun petunjuk
relaksanaan dilapangan, bukan disebabkan oleh
rolisi tidak mengetahui ketentuan perundang-
undangan vang berlaku baginyva atau disebablan
oleh polisi méngetahui masyarakat tidak akan
munglkin mempertanyakan dokumen—dokumen vang
harus dilengkapi polisi sebelum melalkukan
penangkapan, tetapi lebih dikondisikan oleh
hudaya tewmperamental yang dibunbui  kekuasaan
dén kekuatan vang dimiliki oleh polisi.
Disamping itu, masyarakat sampel pada umumnya
mengetahui bahwa polisi dalam kapasitasnyva

sebagail penegak hukum seyogyanya atau secara
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idealnya tidalk hanva sekedar mengetahui hukum
atau perundang-undangan vyang berlalku bhagi
dirinya, melainkan Jjuga harus mengaetahul dan
memahami ketentuan rerundang-undangan atau
norma hukum lainnya yang berlaku di masyarakat
serta segi-segl lainnya yang selalu berkaitan
dengan hukum tersebut, misalnya hak asasi
masnuia, agana. atau kebiasaan~kebiasaan
setempat yang berlaku.

Hal ini penting untuk diketahui oleh
setiap aparat kepolisian, karena memang sudah
diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tehun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam pasal 19 ayat (1) bahwa "dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, peJjabat
kepeolisian Negara Republik Indonesia
sgenantiasa bertindak berdasarkan norma hukum
dan mengindahkan norma agama, kesopananan,
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi

manusia'.

Jadi Jika terdapat aparat kepolisian
vang melalkukan penangkapan tanpa memperhatikan
norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan dan

i

halk asasi manusia, maka wajar masyarakat

+ sampel mempersepsikan polisinya sebagai sosok
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yvang kejam atau menakutkan

. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak

Polisi Dalam Hal Penahanan

Tahap penahanan terhadap tersangka ini
Juga merupakan tahap vang sangat rawan dengan
hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan
hukum. Artinya bahwa dengan kekuasaan vang ada

rada dirinya, polisi dapat dengan mudah

‘me lakukan tindakan-tindakan penviksaan atau

tindakan kekerasan.

Tindakan penahanan terhadap tersangka
relaku tindak pidana memang telah diatur
sedemikian rupa dalam ketentuan Kitab Undang-—
Undang Hukum Acara Pldana (KUHAPR), namin
demikian kadangkala aparat kepolisian vang
mempunyail kewenangan untuk itu lupa akan hal-~
hal vang harus diperhatikan dalam melakukan
penahanan, seperti masalah renghormatan
terhadap hak asasi manusia (tersangka).

MenJjawab pertanyaan: apa saja vang
diketahui tentang sikab tindak polisi dalam
hal melakunkan penahanan, masyarakat sampel
mempergepsikan saikap tiﬁdak polisi dalam hal
tersebut sebagai suatu sikap tindak polisi

yvang keras dan kasar, menunjukkan kekuasaan
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vyang berlebihan, kurang menghargai hak-hak

tersangka selaku manusia.

Dari beberapa pengamatan dan wawancara
dengan wasyarakat sampel dalam kaitan dengan
sikap tindak polisi melakukan penahanan,
terungkap beberapa kondisi- taktual, antara
lain:

1. terdapatnya penahanan yvang dilakukan aparat
kepolisian . tanpa adanva surat
perintah penahanan (dalam beberapa kasus
kecil, seperti perjudian, sabung avam dan
prrostitusi);

2. Adanya diskriminasi penahanan, dalam arti
bahwa terhadap orang-orang tertentu vyang
mempunyal status sosial tinggi diberikan
pagilitas penangguhan penahanan tanpa
alasan yang kuat, sedangkan terhadap mereka
vang status soslalnya rendah sulit dan
bahkan tidak pefnah diberikan penangguhan
penahanan meskipun terdapat alasan vang
kuat;

3. Melakukan negosiasil perdamaian dengan
catatan tersangka membayar sejumlah uang;
Dari data-data faktual di atas, dapat

pennlis interpretasikan, bahwa sikap tindak

polisi tersebut bhukan disebabkan ketidaktabuan
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aparat  poligi  akan ketentuan  perundang-
undangan vang berkaitan dengan masalah
prenahanan atau ketentuan perundang-undangan
lainnya, melainkan di sebabkan oleh kultur
vang telah tertanam dalam diri aparat
kepolisian selama ini, di mana masalah kuasza,
moral, ekonomi (materialistis) berpengaruh di
dalamnya.

Dalam menilai polisi dari segl
tampilannya sehari-hari, dspat pula penulis
tambahkan bahwa sikap tindak poligi vang
identik dengan kekerasan, kekuasaan dan
materialistis tersebut, boleh jadi hanya
sehagai tampilan polisi sebagai. orang
perorangan dan dapat Jjuga disebabkan oleh
renyakit kronis yang turun temurun dari
birokrasi kepolisian. Masalahnya menurut
magyaralkat sampel, bahwa sulit melakukan
pembedaan atas keduanya, karena tidak Jarang
rolisi menganggarkan rrofesinya kepada
masyarakat untuk mengejar setoran kepada
atasannya, dan Jjika ingin diselami lebih
lanjut ternyata penggunaan setoran tersebut
Juga digunakan untuk biaya operasional
lembaga. Yang pasti |, pembedaan tampilan

rolisi sebagal orang perorangan, sebagai
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anggota kesatuan dan sebagail anggota
operasional, semata-mata dilakukan agar image
Jelek masyarakat terhadap birokrasi polisi
dapat dialihkan pada oknum tertentu saja. Hal
ini memang Jika kita perhatikan selama ini
bahwa selalu muncul alasan cayi rihak

kepolisian untuk mengkambinghitamkan oknumnya

demi menjaga stabilitas dan nama baik lembaga_

kepolisian.
Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak
Polisi Dalem Hal Penggeledaban dan Penyitaan

Persepsi masyarakat terhadap aikap
tindak polisi dalam menangani. masalah
penggeleaedahan dan penyvitaan, tidak jauh
berbeda dengan persepsi masyarakat terhadap
sikap tindak polisi dalam hal penahanan atau
penangkapan.

Dalam menangani masalah penggeledahan
dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan
suatu tindak pidana, menurut masyvarakat sampel
sering dijumpal : adanya penggeledahan dan
renyitaan tanpa adanya berita acara
penggeledahan atau berita acara penyitaan.

Dalam beherapa wawancara dengan
masyarakat sampel dijumpai pula adanya

penggeledahan (badan) tersangka waniba vyang
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dilakukan aparat kepclisian laki-laki, dan
lebih jauvh lagi perbuatan itu dilakulkan diluar
batas-batas kesopanan, moral, etika dan agama.

Perbuatan seperti ini sering dilakukan
aparat kepolisian laki-laki dalam melaksanakan
renggeledahan langsung ditempat kejadian
perkara, seperti penggeledahan vang dilakukan
pada saat razia ohat-obatan terlarang
{(narkoba).

Dalam hal penggeledahan tempat-tempat

tertentu (rumah, hotel atau gudang-gudang)

rernah pula dijumpai adanya t.indakan

renggeledahan vyang menjurus vpads perusskan
barang-barang milik tersangka serta tanpa
adanya berita acara penggeledahan.

Kemudian selanjutnya, dalam hal
penyitaéh barang-harang, baik terhadap barang-
barang hasil kejahatan maupun terhadap barang-
barang vyang dipersgunalkan wntuk memperlancar
ataun pendukung perbuatan pidana tersebut,
sering pula ditemukan penyitaan tanpa adanya
herita acara penyitaan barang-barang.

Dalam beberapa kasus vang pernah
terjadi, seperti kasus perampokan atau
penjambretan bharasng-barang berharga, sering

terjadi hilangnya barang-barang berhargas milik
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korban @erta sarana dan rrasarana vang
dipergunakan tersangka dalam me lakulkan
aksinya, sedangkan barang-barang  tersebut
sangat diperlukan sebagal barang bukti dalam
sidang pengadilan.

Kemudian, Jjuga dijumpai adanva kesulitan
korban tindak pidana dalam hal mengambil
barang-barang vyang mejadi obiek kejahatan,
misalnya kendaraan bermotor, dimana polisi
sering ﬁeminta uang tebusan dan ditambah lagi
dengan hilangnya beberapa komponen kendaraan.

Berdasarkan fakta~fakta dan hasil
wawancara dengan masyarakat sampel sebagaimana
vang tergambar diatas, maka masyarakat sampel
memperée?sikan sikap tindak polisi dalam hal
penggeledahan dan penyitaan barang adalah

menyebalkgn

Persepsi Magyarakat Terhadapr Sikap Tindak

Polisi Dalam Hal Pemeriksaan Saksi dan
Tersangka

Pada pelaksanaan pemeriksaan saksi dan
tersangka ini, Tberdasarkan wawancara dan
dengan masyarakat sampel, khususnya terhadap
mereka yang langsung terlibat atau  berurusan

dengan perkara pilidana baik selaku saksi maupun
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zelaku tersangka. maka diperolah beberapa data

faktual, antara lain:

1. terdapatnya penvetiran atau renggiringan
keterangan halk terhadap saksi maupun
terhadap tersangka, adapun tGtujuan dari
penggiringan keterangan ini adalah untuk

memperoleh keuntungan pribadi atau lembaga

gecara tidak resmi atau dapat dikatakan
dengan cara-cara vang ilegal. Hal ini
sering terjadi terhadap selurub strata
masyarakat sampel. Pada saat masvarakat
sampel dari strata bawah dengan pendidikan

minimal (di bawah SLTA) vang menjadil saksi

korban dan berhadap-hadapan dengan
tersangka daxri strata atas dengan

pendidikan tirgsi atau setidak-tidaknysa
mempunyai pengaruh dalam masvarakat, ketika
itu pula polisi memainkan perannva wuntuk
menggiring agar saksi korban berdamali
dengan tersangka. Menurut masyarakat
sampel, tersangka atau pelaku telah
melakukan beberapa pendekatan illegal dengan
pihak kepolisian (terutama pada unsur
rpimpinan polisi) dengan cara bersedia
membavar sejumlah uang agar rerkaranya

tidak diteruskan, negosiasi seperti ini
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Juga melibatkan pilhak ketiga, geparti
pengacara atau orang lain vyang mempunyail
relagi kedalam lembaga kepolisian.

2. Selanjutnya, terdapat pula penyiksaan atau
renekanan ararat polisi terhadap tersangka
pelaku tindak pidana dalam hal memperoleh
keterangan tersangka guna mengejar
pengakusn dari tersangka. Kasus ini sering
kali terjadi terhadap tersangka darl
masyarakat sampel yang pendidikannya atau
tingkat sosialnya rendah (biasanyva pelaku-
pelaku dalam kejahatan konvansional), T1AMmMAN
terhadap tersangka pelaku kejahatan tingkat
tinggl yvang biasanya dilakukan oleh orang-
orang dengan status sosial tinggil ftidak
dilakukan penekansn atau penviksaan, Justru
terhadap mereka diperlakukan dengan sangat
baik dan dihormati.

Perdasarkan fakta-fakta tersebut,
penulis menginterpretasikan aikap tindak
polisi dalam hal pemeriksaan asaksl atan
tersangka pelaku tindak pidsna inil sebagal
tindakan yang menyimpaﬁg dari ketentuan hukum
dan melanggar hak-hak asasi manusia (tindakan
vang deviatif), Selanjutnya dikatakan hahwa

polisi dalam hal ini bukan tidak wemahami
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ketentuan perundang-undangan vyeng berlaku.
melainkan lebih disebabkan oleh kecondrungan
untuk mengejar penvelesaian kasus dengan cepat
tanpa memperhitungkan atau mempaerhatikan
ketentuan vyang berlaku (mengejar c¢learance
rate) serbta mengejar Feuntungan--keuntungan
dari penyelesaian kasus tersehut secara
ilegal.

Berdasarkan interpretasi yvang demikian.,
wajar Jika masyarakat sampe l telah
mempersepslkan sosok  polisinva dalam hal
pemariksaan éaksi atau  tersangka adalah
sebagal soscok vang materialistis dan sekaligus
sebagai sosok vangz kejam.

Persepsi Masvarakat Terhadap Sikap Tindak
Polisi Dalam Hal Penghentian Penyidikan

Suatu masalah yvang sering menlimbulkan
konflik sosial dari sikap dan +tindak polisi
dalam melaksanakan tugasnya dalam konteks
penyidikan adalah mas;lah penghentian
penyidikan. Betapa tidak, dimana kewenangan
ini sering disalahgunakan dan dijadikan sumber
masukan (uang) vang cukup besar Jjumlahnya.

Memang dalam Pasal 168 huruf h Undang-
Undang No.28 Tahun 1997 dan Pasal 7 ayvat (1)

huruf i KUHAP polisi mempunyal wewenang unbuk
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menghentikan penyidikan suatu perkara pidana,
ramun demikian apakah alasan untulk
menghentikan suatu penyvidikan itu memang bhenar

adanya, dimana pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP

mengatakan alasannyva adalah Tapabila tidak

terdapat culkup bukti’.

Kondiei yuridis demikian menimbulkan
celah untuk dilakukannyva rerbuatan vang
sebenarnya bertentangan dengan hukum dan inil
sering dijumpai cdalam heberapa rraktelk
penghentian penyvidikan vang dilakukan aparat
kepoligian di daesrah penelitian.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan
beberapa kasus vang terjadi, peneliti
memperoleh gambharan faktual tentang
penghentian penyidikan ini, antara lain:

1. dalam kasus-kasus vyang melilbatkan para
rejabat tinggi daerah atau orang-orang vang
memiliki - status sosial vang tinggl
(pengusaha/s/konglomerat) gselalu timbul
bergaining antara aparat dengan pihak yang
berperkara;

2. bergaining ini selalu melibatkan rihak
ketiga yaitu pengacara;

3. terdapatnya rekayasa penghilangan beberapa

alat bukti dan barang bukti yang sangat
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signifikan dengan kasus tersebut;

4. konspirasi ini menimbulkan kerugian secara
psikologis bagil pihak korban vang Lkemuadian
memberikan interpretasi negatif terhadap
polisi, yaitu perilaku materialistis vang
sangat menonjol.

Kondisi yang demikian ini lambat laun
akan menjadi alat pemicu konflik sosial antara
aparat dengan masyvarakat dan Jjustru akan
meruglikan aparat kepolisian itu sendiri secara

individual serta lembaga kepolisian.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut
masyarakat sampel telah mempersepsikan polisi
sebagai sosok yvang sangat materialistis dan
diskriminatif dalam penghentian penyidikan.

C. Pengaruh Yang Timbul Dari Persepsi Masyarakat
Terhadap Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum
Bagaimanapun juga, polisi dalam menjalankan
fungsinya ditengah masyarakat tidak akan sama
dari masa ke masa, hal 1ini disebabkan proses
perkembangan masyarakat sebagal habitat asli dari
polisi itu sendiri dan pekerjaan polisi tidak
dapat terlepas dari keseluruhan proses sosial
yang berjalan dalam masyarakat tersebut. Keadaan

demikian mengandung arti bahwa proses sosial yang
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berlangsung dalam masyarakat pada akhirnva Juga
akan tercermin dalam proses kerda polisi. Hal ini
merupakan intersaksi sosial vyang tidak dapat
dipungkiri keberadaannya.

Chambliss dan Seidman lewat pengamatan
mereka di Amerika Serikat telah sampai pada suatu
kesimpulan, bahwa polisi dalam melaksanakan
penahanan serta interogasi kelompok masyvarakat
bawah dan miskinlah yvang sering menjadi sasaran

penahanan dan interogasi.4

Dalam kasus vang terjadi didaerah
renelitian, di mana masyarakat melihat pelisinya
éebagai sosok vang sangat mengecewakan,
menveramkan dan menakutkan, sudah barang tentu
hal tersebut menventuh budaya hukum masyarakat,
vang Justru sangat menentukan bagi proses
renegakan hukum. Kesenjangan ini tidak pelak lagil
bermuara pada implementasi penegakan hukum vyvang
mandul.

Budaya hukum masyarakat tampak ditandai
oieh adanva krisis kepercavaan terhadap aparat
penegak hukum (Polisi) sebagail sosok vang

mengecewakan, menyeramkan dan menakutkan serta

L ihat Satjipto Rahardjn, Masalah Penegakan Hukum (Handung:Sinar Baru, tanpe
tatun), hal.75.
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cenderung materialistis sebagaimana yvang
terungkap lewat penelitian ini. Sedangkan perihal
struktur (lembaga kepolisian) lebih hanyak
ditandai oleh sejumlah kendala internal dan
eksternal vang oleh lembaga itu telah terestimasi
sebelumnya.

Faisal Tanjung mengungkapkan sejumlah
kendala baik internal maupun eksternal vang
menuruf hemat penulis dapat dipandang sebagai
suatu korelasi positif dengan =osok polisi

sebagal temuan penelitian, yaitu:5

1. Polri kehilangan jati diri sebagal pengemban
fungsi inteligen yang handal;

2. Akibat lemahnya fungsi inteligen tersebut,
Polri Juga kehilangan daya greget-ketanggap-
sergapan menangkal problem kamtibmas;

3. Belum memadainva mutu profesicnalisme di tubuh
Polri;

4. Lemahnya mutu dan kemampuan manajerial Polri;

5. Intrumen hukum kurang memadai;

6. Keterpaduan penegakan hukum yvang belum baik;

7. Sarana dan prasarana kepolisian vyang sangat
minim;

B. Sarana peradilan pidana belum berjalan baik,
Criminal Justice System memang sudah cukup
bagus secara teoritis, namun dalam kenyataan
masih Jjauh dari harapan;

9. Kesadaran dan disiplin masvarakat yang masih
rendah, mental suka nerabas, mempengaruhi
proses penegakan hukum , sogok, pungli dan
Jain~lain;

10. Political will yang belum mengimbangi secara

sepadan perkembangan fungsi-fungsi kamtibmas.

0leh Faisal Tanjung butir 1 sampal dengan

butir 4 digolongkan sebagal kendala

ﬁLihat Kunarto dan Anton Tabah, Polisi Harapae dan Kenyataan (Jakarta:Cipta
Manungaal,1993), hal.hl-&2,
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internal . sedangkan butir 5 sampai dengan butir
10 diklasifikasikan sebagai- kendala-kendala
vang bersifat eksternal.

Melihat sejumlah kendala tersebut, maka
secara a contrario dapat dikatakan bahwa
selama pembenahan terhadap sejumlah kendala di
atas tidak dilakukan secara proporsional,
selama itu pula efektivitas penegakan hukum
tidak akan terimplementasikan dengan baik. Di
samping itu, sejumlah kendala di atas Jjuga
mensinyalir terdapatnya lima pillar hukum vang
ééiing berinteralsi dalam proses atau
efektivitas penegakan hukum, yaitu instrumen
hukumnya, aparat penegaknva, reralatannva,
masyarakat dan birokrasinja.

Untuk kasus di daerah penelitian dengan
berbagai permasalahan dasar sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, perilaku polisi yang

telah mempola tersebut akan menimbulkan

persepsi masyarakat (sebagaimana telah

diungkapkan}, namun demikian permasalahannya
tidak sampai di situ sada, hal ini akan
melebar pada suatu titik yang sangat penting,

vaitu bagaimana . pengaruh yang timbul dari

persepsi masyvarakat vang gsedemikian itu

terhadap penghormatan masyarakat itu sendiri
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terhadap pengﬂormatan masyarakat itu sendiri
prada hukum. Hal ini sangat menarik perhatian,
karena merupakan hasil dari proses interaksi
antara polisi dan masyarakat dan secara
keseluruhan akan muncul kepermukaan suatu
budaya hukum masyarakat, dan menjadi sangat
renting untuk merealisasikan cita-cita
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat

pada umunya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara
peneliti dengan masyarakat sampel di dearah
panelitian, terungkap beberapa temuan faktual,
vang mana btemuan tersebut merupakan pengaruh
vang ditimbulkan oleh persepsi masyarakat
terhadap polisi, antara lain:

Keengganan masyarakat sampel untuk melaporkan
atau mengadukan permasalahan atapun kejadian
tindak pidana. Masalah ini 1lebih disebabkan
faktor kekecewaan vang sangat mendalam
terhadap petugas kepolisian.

Sering terjadi tindakan main hakim sendiri
dalam menyelesaikan beberapa tindak pildana
vang langsung tertangkap tangan oleh
masyarakat sampel, terutama pada masyarakat

sampel yang pendidikannya kurang.
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3. Ketakutan bila mempunval urusan dengan pihak
kepolisian, terutéma bagl mereka yang langsung
menjadi saksi atau tersangka tindak pidana.

4. Mgningkatnyé kecemburuan gosial antar
masyarakat sampel, vaitu masyvarakat vang
mempunyai tingkat sosial rendah dengan
masyarakat vang mempunyal tingkat sosial
tinggi.

5. Penghargaan masyarakat sampel secara wmum
terhadap aparat penegak hukum { khususnya
polisi) menjadi berkurang.

6. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
sampel umumnya menjadi berkurang sebagal
pengaruh dari persepsi masyarakat terhadap
sikap tindak sosok polisi vang sedemikian
tersebut.

Dari beberapa pengaruh vang timbul dari
persepsi masyarakat terhadap polisi tersebut di
atas, sudah barang tentu akan memberikan
persoalan bharu bhagi aparat polisi itu sendiri
untuk mengembalikan kondisi sebagaimana yang di
cita-citakan, yaitu adanya kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat, sehingga tujuan hukum
untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya

kepada masyarakat secara bljak akan dapat

tercapail.




D. Analisis Hasil Penelitian

1.

Terhadap Persepsi Masvarakat Pada Polisi
Selaku Penegak Hukum
Setelah memperoleh data tentang sikap
tindak rolisi selaku penegak hukum (penyidik)
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
setelah pemilis amati, terdapat sejumlah
faktor vyang menjadi latar belakang sikap
tindak polisi tersebut, antara lain:
a. Faktor orientasi tujuan organisasi;
h. Faktor pengalaman dalam kelompok (kesatuan)
ddan persepsl masyarakat;
c. Faktor sifat tugas penyidikan itu sendiri.
Munculnya héterogenitas faktor vang
mempengaruhi tindakan polisi di dalam
merealisasikan tugas dan tanggung Jjawab yang
diembannva, tidak terlepas dari beberapa hal:
a. bahwa selaku manusia (individual)., polisi
di dalam kedudukannya memiliki atau terikat
ke dalam lebih dari status atau peranan,
seperti; polisi polisi sebagai bagian dari
lembaga (organisasi), polisi sebagai bagian
dari kelompok sosial lalinnya, yvang tentunya
norma dan nilai yang berlaku dalam masing-

masing kelompok lembaga tempat di mana
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ad.

polisi (selaku individu) berada akan
mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya
(lihat kembali Sudarto, pada foot note 51
Bab II tulisan ini).

bahwa di dalam melakukan tindakan, tilap-
tiap individu tidak terlepas dari karakter-
karakter dassr, yang oleh Weber
diklasifikasikan ke dalam:

1. tindakan manusia, yvang menurut si aktor
mengandung makna subjektif, ini meliputi
berbagal tindakan nyata;

2. Tindakan nyata yang bersifat membatin
sepenihnya dan hergifat subljektif;

3. Tindakan yvang meliputi pengaruvh positif
dari suatu situasi, tindakan vang
sengaja diulang serta tindakan dalam
bentuk persetujuan secara diam-diam;

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang
atau kepada beberapa individua;

5. Tindakan itu memperhatikan tindakan
orang lain dan terarah kepada orang lain
itu.

a. Faktor Orientasi Tujuan Organisasi
Dalam penelitian ditemukan bahwa
pada tingkat operasional polisi selalu
mengenyampingkan syarat-syarat formal
prosedural karena dianggapr menghalangi

kelancaran dan efisiensi kerja polisi.

Bl ihat George Ritzer, Sesiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigea
Banda, Terjemahan Alisandan (Jakarta:Rajawali Pers,1392), hal.34-43,




Fenomena umum ini +tidak lebih
dari suatu konsekuensi logis dari
"logika" sebuah birokrasi modern, vaitu
obsesi pada peningkatan efisiensi vang
berasifat kecepatan, ketepatan,
administratif, biava, materi, waktu;
dalam rangka mencapai tujuan organisasi
vang pada umumnya sudah ditargetkan.7

"Logika" birokrasi modern seperti
dikemuakan Weber tersebut agaknyva
berpadanan dengan crime control model-
nya Herbert L. Packer. Menurut Packer?
nilai-nilai yang dominan dalam crime
control model - (CCM) adalah menekan
kejahatan merupakan tugas atau fungsi
utama vang harus diemban oleh peradilan
pidana.

Crime Control Model oleh Packer

digambarkan sebagai prosedur vang

dilandasi oleh semangat efisiensi dan

kemampuan profesionalisme dalam
pelaksanaan tugas guna menekan
kedahatan.

t"Lihafz Peter #. Blas & Meyer W. Marshall, Birokrasi Dalaa
Masvarakat Hodern {Jakarta:Ui-Press, 1987}, Hal.lsl,

Lihat Herbert L. Packer, The Limit of Criminal Sanction
(California:Stanford University Press, 1748), Hal.idg.




Dengan demikian tidakiah
mengherankan Jika penekanan efisiensi
vang tidak didukung coleh profesionalisme
vang memadai darat mengarah pada
tindakan vang sewenang-wenang
sebagaimana menjadi fenomena umam dalam
bentuk intimidasi atau kekerasan yang
telah hanyak dihahas pada sub bab
sebe lumnya.

Dalam kerangka pikir di mana
polisi lebih menekankan pelaksanaan
tugasnya pada tujuan organisasi yakni
maksimalisasi pengungkapan kedahatan,
maka dampak strukturalnya menurut
Susanto® sebagal akibat kebijakan vang
senantiasa top down (garis komando)
sangat mungkin mengkondisikan poliei
untuk melakukan tindakan-tindakan vyang
didasarkan atas pertimbangan dan
kepentingan dalam mengedjar tuiuan
organisasi tersebut. Pertimbangan vyang
muncul antara lain: berusaha memperoleh
hal-hal vang menguntungkan organisasi
dan atau berusaha menekan beban (biaya)

I8, Susanto, Kajian Sosinlogis Terhadap Polisi, Makalah
disampaikan  pada  Simposium  Nasional Folisi Indonesia
Semarang:indip,19-20 Juli 1993).
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seminimal mungkin. Sebagaimana
dikemukakan oleh Hubermas dalam exchange
tbeory>nya10 dalam melakukan tindakan,
individu (polisi) selalu memﬁerhatikan
untung rugi, Jadi dimuangkinkan untuk

mendapatkan perhatian dari atasan,

. anggota polisi lalu mengabaikan nilai-

nilai vang hidup dalam magvarakat.
Konsekuensinya, tuntutan untuk menekan
atau menghindari beban-beban yvang
dapat menghambat tudjuan organisasi

inilah vang telah menghasilkan sikap

gerba pragmatis yang bermuara pada.

kesimpulan bahwa polisi identik dengan
kekerasan dan materialistis.

Memang setiap lenbaga, tak
terkecuali kepolisian selalu memiliki
kebijakan-kebijakan untuk mensukseskan
program atau target-target yang secara
intern harus dipenuhi, dan Justru dalam
konteks itulah "pengabdian kepada
lembaga” 1ogisidan aah-sah saja. BSebab,
seperti dikatakan oleh Porter tujuan-

tujuan dalam suabtu lembaga berfungsi

1013 Craid, Teori-teari Ilme Sosial HModern Dari Parson
sanapai Hubermas, Terjemahan ({Jakartz:Rajawali,1984), hal.&0.




antara lain aebagai: (1Y focus
attention: (£2) provide & source of

legitimacy; (3) serve as a standard. 1}

Fungsinyva sebagai focus attention,
adalah suatu tujuan organisasi dapat
dijadikan oleh para anggota sebagal
semacam suatu éentrum dalam mana usaha-
usaha dan kegiatan-kegiatan anggotanya
diorientasikan sebagail suatu kesatuan.
Melalui tujuan organisasi, para anggota
diberi arah yang jelas tentang kegilatan
dan apa yvang harus dan vang tidak harus
dikerjakan dalam kerangka organisasi.
Tindak tanduk atau aktivitas dalam
organisasi vang sedemikian selalu
berorientasi pada tujuan tersebut.

Dalam arah pemikiran seperti ini,
kita dapat mengatakan bahwa kehidupan
dalam organisasi dan tujuan-tujuannya,
sesungguhnya melampaui kebentingan—
kepentingan pribadi anggota, bahkan
kepentingan individu ditundukkan dil

bawah kepentingan organisasi zgebagai

“Lyman W. Porter, et.zl., Behaviour in Organization (Mew
York:Mc,Graw-Hill Pook Company,1973), hal.78-7%.
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keseluruhan.

Melalui fungsinya sebagai dasar
legitimasi, tujuan organisasi dapat
dijadikan oleh para anggotanya sebagai
dasar keabsahan dan pembenaran tindakan-
tindakan dan keputu=an-lkeputusan mereka.
Dalam arti vyang demikian, seseorang
anggota memperoleh “logika apologia”
dalam menghadapi kritik dan gugatan dari
pihalk lain. l

Perihal geperti ini dapat
dimengerti, mengingat tujuan organisasi
sebagai orientasi nilai, oleh para
anggotanya diperlukan sebagai orientasi
sesuatu vang bersifat harus dan
sekaligus dipandang cukup penting untuk
diperhatikan. Ini tidak hanya berlaku
bagi tingkah laku individu,ltetapi Juga
berlaku bagi perilaku organisiasi, dan
Justru karena sifatnya vang demikian,
maka segala tindakah ataupun keputusan
vang mereka tempuh walaupun  menurut
orang Jain salah, akan tetap
dipertahankan dan dibela. Pada titik
inilah para anggota terjamin dan merasa

aman dalam melaksanakan tugas yvang
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diwa)ibkan oleh orgenisasinva.

Tujuan organisasi juga berfungsi
menyediakan pedoman-pedoman (praktis)
bagi para anggotanya. Dalam fungsinva
vang demikian, tujuan organisasi
menghubungkan para anggotanya dengan
pelbagai tata cara atau aturan main
dalam kelompok. Oleh karena itu. tujuan
organisasil herfungsi untuk membantu para
angzgota dalam menentukan bagaimana cara
vang terbaik dalam melaksanakan tHugas.

Standar tindakan itulah wvang
akan menjadi tolok ukur dalam menilail
bobot suatu tindakan. Mengapa demikian?
oleh karena sebuah organisasi dapat
berfungsi dengan baik, hanyva apabila
anggota-anggota hersedia untuk
menginterpretasikan diri di bawah aturan
main kelompok.

Tentunya standar aturan maln yvang
geperti ini dalam konteék pemolisian saat
sekarang ini. akan sangat bertolak
belakang. Fungsi polisi seﬁagai
pelayvanan masyarakat (service—-oriented
task) tidak akan Jjalan sebagaimana yang

diharapkan selain fungzil sebagal lIaw
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enforcement duties (lihat kembali
renjelsan Barda Nawawi Arief pada
halaman 74 Bab IT).

Aturan-aturan main yaﬁg terdapat
dalam organisasil kepolisian ini harus
dilihat kembali dan kenar-henar
diperhatikan oleh setiap aparat
kepolisian dalam menjalankan tugasnya
dilapangan, karena bidak menutup
kemungkinan mereka dilapangan akan
berhadapan dengan bheberapa kasus, yang
mana kasus atau kejadian itu menghendaki
dilakukannya diskresi. Dalam konteks ini
tentunya diskresi  yang berhubungan
dengan tugas-tugas polisi selaku penegak
hukum (penyidik).

Kehijakan pemberian diskresi 1ini
kadangkala perlu diberikan oleh aparat
kepolisian selaku penyidik, misalnya
dalam hal penghentian suatu penyvidikan
atau suatu kasus yang teriadi atau
mungkin Juga dalam kasus lain seperti
dalam hal penangkaran. Polisi harus
benar-bBenar bijak serta memperhatikan
norma-norma, etika dan yang terpenting

adalah memperhatikan hak asasi manusia.
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Dari beberapa fakta yvang diperoleh
di lokasi penelitian , terbulkkti masih
ada polisi vang melakukan penangkapan
dengan cara-cara kekerasan tanpa
memperhatikan norma, adat istiadat
ataupun hak asasli manusia, sedangkan
secara normatif, ketentuan tentang
pemberian suatu kebijakan {(diskresi) itu
sudah diatur sedemikian rupa dalam
Uﬁdang—Undang Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1897, vang pada
pasal 18 ayat (1) menyebutkan: “Untuk
kepentingan umum, peJabat kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnva dapat
bertindak menurut penilaiannya sendiri’.

Hal ini tentunya berarti, bahwa aparat

kepolisian boleh mengambil suatu
kebijakan gendiri dengan
mengenyampeingkan aturan-aturan vang

berlaku baginyva, asalkan kebijakan itu
sendiri tidak bertentangan dengan hukum
vang berlaku.

Kemudian ketentuan ini dipertegas
lagi dalam pasal 19 ayat (1) yvang

berbunyi:
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Tia | am metalksanalan tugas dan
wewenangnya, pedabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia
senantiasa bertindak berdasarkan
norma hukum dan mengindahkan norma

agama, kesopanan, kesusilaan,
serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

Dengan demikian, sikap dan

tindakan polisi dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya itu, tidak hanya sebatas
ketentuan hukum yang berlaku baginya
saja, tetapil ia Juga harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan atau norma-norma
lain di luar ketentuan yvang bherlaku bagi
organisasinya. |

Jdika dihubungkan dengan
rermasalahan, bahwa terdapat aturan main
vang menjadi standar =setiap anggota
kepolisian, maka sudah sepantasnya
anggota tersebut mengkaji terlebih
dahulu aturan main yang bagaimana yang
harus diikutinya, seandainya aturan itu
bertentangan dengan norma-norma vang
berlaku dalam masyarakat serta tidak
menghormati hak asasi manusia, maka 1ia
harus lebih mendahulukan aturan-aturan
atau norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat tersebut.




ad.

b.

Faktor Pengalaman Dalam Kelompok
Mengikuti "logika" teori interaksi

simbolik yang mengajarkan bahwa, makna-—

makna yang dijadikan acuan oleh
seseorang dalam menginterpretasikan
sebuah realitas yvang dihadapi, adalah

sekalian pandangan, pengertian, batasan-—
batasan yvang ada dalam dunia
kognitifnya.‘Sekalian sistem makna itu
diperoleh dan dikembangkan berdasarkan
atau melalui interaksi dengan sesama
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh
karena itu, dapatlah dikatakan bhahwa
proses mempelajari, merevisi, memelihara
dan mengaktualkannya dilakukan dalam

konteks interaksi yang terus menerus.

Berangkat dari logika pikir
geperti tersebut di atas, dapatlah
dikatakan hahwa pemaknaan dan.

interpretasi polisi terhadap tugasnya
vang tampak bernuansa negatif seperti
vang telah diungkapkan sebelumnya,
dipastikan sangat mempengaruhi oleh
interaksinyva dengan sesama polisi dan
lingkungan di mana ia berada. Sebab,

sebagaimana yang dikatakan oleh Kelman,




rerilaku individu rada hakilkatnyva
merupakan hasil proses internalisasi
vang disehabkan oleh pengaruh-pengaruh
sosial vang memberi efek pada kognisi
(pengenalan) seseorang vyang bersumber
pada orang lain dalam kelompok
tersebut. 12

Margareth Meadl3 lewat teori
Mental Health dan Mental Illness-nya
mengatakan bahwa, pengalaman seseorang,
hubungannya dengan diri sendiri,
orang tuanya, saudaranya dan orang yvang
dihormatinva; rendeknva, rengalaman
hidup seseorang dalam kelompoknya Jauh
lebih rpenting daripada sesuatu vang
datang dari luar, terutama dalam
menjawab tiap tantangan, apakah ia akan
menyesuaikan diri ataukah akan bertahan
tidak menvesuaikan diri. Jawab atas
tantangan tersebut dilakukannva

berdasarkan pengalaman hidupnya vang

berorientasi pada kelompok.

12Lihat Gosrjono Soetanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhzn
Hukum {Jakarta:Rajawali,i982), hzl.230,

3?‘Iargaret Mead, Culture Patteras and Technical Change (New
YorkiThe Hew Agerican Library of #orld Literatures,I740}, hal.14-20.
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Begitu pula halnya dengan persepsi
vang menjadi tema pokok dari karya ini.
dapat ~dipahami sebagal suatu proses
kesadaran individu yang dipengaruhi oleh
kesadaran dirinya, pengalaman,
kecerdasan, pendidikan dan latar sosial
lainnya.14

Apa yang disinyalir oleh logika
teorl di atas sebenarnya Jjuga berlaku
bagi polisi di darah penelitian ketika
berhadapan dengan sikap tindakannya
dalam menjalankan tugas, terutama dalam
menginterpretasikan sikap tindak
tersebut. Dalam penelitian terungkap,
polisi cenderung materialistis tidak
terlepas dari sebuah proses pemahaman
terhadap kebiasaan yang selalu ada dalam
komunitasnya, sementara terhadap
kebiasaan ini ada Jjawaban positif dari
masyarakat, seperti silkap tindak
masyarakat berkolusi dengan polisi, vang
mana Juga ini merupakan proses
internalisasi yang selama ini ada dalam

interaksi masyarakat dengan rolisi.

14Lihat Sarlito W.Sarwono, Polisi dan Masvarakat: Tinjauan
Psikolopis Sosial (dakarta:Raja Grafinde Fersada, 1993}, hail.Z-3.
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Proses internalisasi dalam komunitas di
satu pihalk dan dalam komunitas
masyarakat di pihak lainnya, inilah vang
telah melegitimir

kecenderungan

materialistis polisi tersebut sebagai

suatu fenomena vang tidak dapat
dihindarkan.
Seluruh informasi diatas,

sesungguhnya memperlihatkan pada kita
bahwa suatu lembaga penegak hukum
{(rolisi) selalu bekerja dalam kerangka
stimulus respon dengan tingkat
kompleksitas yang rumit. Batasan tugas
dan kewenangan vyang ditetapkan dalam
undang-undang, pada gilirannya secara
manajerial dalam organisasi birokrasi
vang pada level terakhir terwujud dalam
diri pelaku atau‘pemegang peran vang
sudah tentu memiliki muatan-muatan nilai
tertentu. - Konsekuensinya menurut Legal

d,lsinterpretasi

Malee-nya Stamfor
terhadap suatu aturan hukum selalu harus
dibaca dalam -rentangan kerangka

kelompoknya. Dengan demikian, hulkum

Bgharles tzaford, The Disorder of Law: A Critique of Leqal
Theary, hal.288.

w
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ad.c.

tidak selalu diinterpretasikan sesuai
dengan kepentingan kelompok. Hal ini
mingkin disebhabkan ia memiliki peluansg
dan ' wewenang serta nilai dan orientasi
sebagal anggota kelompok.16
Faktor Sifat Tugas Penyidikan

PDalam proses penyidikan perkara
pidana, masyarakat membavangkan atau
menaruh harap pada polisi agar dapat
mengungkapkan suatu tindak kejahatan
atau pelanggaran. Secara umum masyarakat
sampel melalul wawancara mengakui bahwa
mereka sangat mengharapkan polisi dapat
menghukum tersangka .dan melindungil

korhan. 0leh sebab itu masyarakat sampel

mengharapkan polisi seyogvanya harus

mampu mempertahankan citranyva di
magsyarakat.
Mendawahb rertanyaan: mengapa

polisi cenderung tidak mempertahankan
citra idealnya di mata masyarakat? Hal
ini menurut masyarakat sampel erat
hubungannya dengan perilaku masyarakat,

vang jika bholeh disimpulkan, bhahwa




rolisi menjadi materialistis karena

masgyarakat itu sendiri vang
menghendakinva.
Disini meskipun tampak  "hitam

putih”, hasil jawaban para responden di
atas menggambarkan sebuah realitas
polisi vang sangat Jauh dari sosok
idealnya. Dengan tidak bermaksud
memberi Justifikasi terhadap fenomena
tersebut, FKunarto dan Anton Tabah
mensinyalir bahwa: memang antara polisi
dan das sollen dan polisi das sein
terbentang suatu spektrum yang kadang

luas dan dalam _tetapi tidak Juga
g 17

.

deka

Sebenarnya masalah  bagaimanakah
cara mendekatkan antara harapan dengan
kenyataan itu merupakan masalah klasik
vang memang memerlukan pemecahan. Dalam
hal ini Satjipto Rahardjo lewat

tulisannyva "Membangun POLRT vang

17?enjelasan yang relatif  lengkap  teptang sehab-sehab
teriadinya spektrum yang terlalu luas antara polisi das sollen dan
golisi das sein ini, lihat Kunarto dan Apton Tahah, Polisi Harapan
dan Eenvataan (Jakarta:Cipta Manunggal, 1993), hal.53-54.
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Berkelanjutan” mengemukakan bahwa -

Upaya mendekatkan rolisi das
sallen dengan polisi das sein
sebenarnya telah banyak dilakukan
valtu dengan cara "pemolisian”
baik dalam model rofesional
maupun secara sosial. Proyek-
proyek seperti ‘"polisi sahabat
remaja"”, '"polisi sahabat anak".
Binmas (Bimbingan masyarakat),
Babinkamtibmas merupakan realisasi
dari Egaya remolisian secara
sosial. '

Pada sumber yang berbeda Satjipto

Rahardjo mengatakan bahwa,
..... akan tetapi karena kinerja
polisi dimanapun di dunia ini,
sangat ditentukan oleh persepsi
magyarakat, maka polisi vang
represif dan sepenuhnva menjadi
renjaga satus guo, sudah saatnya

untuk direnung kembali
{Perkembangan terakhir adalah
digalakannya sistem remolisian
sipil:dari penulisg), karena

remolisian secara prostagonistik,
vakni yang berpihak pada rakyat
lebih dari suatu rilihan
alternatif kalau +tidak,_ hendak
dikatakan cukup mendesalk. 12

Sementara 1itu, fenomena di atas
memperlihatkan pada kita bahwa dalam
kerangka tugas teknis polisi, sekalian
tuntutan yang melekat padanva menjadi

stimulus bagi mereka untuk bersikap

lgBijElaakan bahwa mads] penolisian vang oprofesional diukur
dari kecepatannya melindungi TYP, sedangkan mndel pemolisisn secara
sosial sebaliknya dapat dilihat pada kedehatan polici  dengan
masyarakat, Xompas ! Juli 1997,
Satjipto Rahardio, Masalah-maszlah Hukum: Suatu Tinjauwan
Sosiclogis {(Bandung:Sinar Baru, Tanpa Tahun), hal.lod,
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tindak tertentu bagi suatun hal. Dalam
konteks 1ini beban teknis pekeriaannya
akan menentukan bentuk hubungan sosial
vang akan dipilih dan dibinanya. Dengan
perkataan lain, pekerjaan seorang prolisi
merupakan faktor penentu dari tingkah
laku dan identitas sosialnya.
Kecenderungan untuk tidak memihak
rada keinginan atau tuntutan masyarakat
atau korban, merupakan wujud pengabdian
dari suatu keharusan penataan hubungan
oleh polisi berhadapan dengan masyarakat
dalam konteks mempertanggungawabkan
tugasnya. Dengan demikian pengabkbaian

kepentingan (dibaca Hak) tersangka pada

. tahap penvidikan sesuai dengan temuan

renelitian, dapat pula dikatakan sebagai
upaya vang Dbercrientasi pada makna
"haklkat sosial” dari suatu pekerjaan
sebagai penyvidik, sebab itulah salah
satu cara untuk  mempertanggungjawabkan

2
fungsi mereka prada masyarakat.“o

O




Sifat tugas penvidikan memang
tampak kompleks dengan sekalian
permasalahan yvang mengelilinginva. Dalam
hal penanskapan dan remeriksaan,
migalnya, bagl polisi kevakinan akan
kesalahan tersangka harus ada terlebih
dahulu sebelum penyidiﬁ melakukan upava
praksa, karena upaya paksa ini akan
mengandung  sosiologis, vyaitu antara

lain, resiko salah tangkap, praperadilan

dan perlawanan dari tersangka.21
Dalam kondisi demikian kita

melihat bahwa polisi menghadapi dan
mempunyal permasalahan tersendiri dalam
berusaha melakukan upaya paksa tersebut.
Dengan perkataan lain, pada saat untuk
ia melakukan penangkapan dan penahanan
rolisi sudah menjalankan pekerjaan
Tmultifungsi’, vaitu tidak sebagai
polisi saja, tetapi Juga sebagal Jaksa
dén - hakim sekaligus. Artinva, sebelum
peolisi memutuskan untuk menangkap

geseorang, maka ia harus yakin terlebih

21Sat}'ipta Rahardio, Gtudi Kepaolisian Indonesiz:Metndalogi
dan Substansi {Geaarang:FH-Undip, 1993}, hal.1-8.
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dahulu  bahwa oranes itu bercalah karena
melakukan suatu perbuatan pidana. Hal
ini mutlak adanya, karena resiko vang
dihadapinya tidak kecil. Jadi selain
adanya resiko hukum vang dihadapinya. ia
Juga berhadapan dengan resiko
sosiclogis,

Dalam hubungan dengan penampilan
polisi yang identik dengan kekerasan
rada tahap penyidikan (khususnya saat
penanglapan, penahanan dan remeriksaan),
catatan hukum Satjipto Rahardjo dengan
titel "Sebuah Harapan Pada RUU Polri”,
mensinyalir:

bahwa legitimasi renggunaan

kekerasan oleh polisi walau cukup

menggandjal, tetapi sebenarnva
tidak terlalu mengherankan, sebab
rersepsl penggunaan kekerasan itu
sendiri berbeda diantara
masyarakat dan polisi. Bagi
polisi, 1andut Satjipto Rahardjo,
kekerasan adalah fungsional.
karena tanpa menggunakannya,
hampir tidak mungkin polisi dapat

menyvelesaikan tugasnya.

a4l




HGebaliknya. di mata magyaralkat
penggunaan kekerasan adalah
ekspsiénal {(kekecualian).
sementara i1tu batas-batas antara
renggunaan kekersan yang lavak dan
vang tidak layak Jjuga sering tidak
mudah untuk ditunjukkan.22
Memahami tugas polisi pada aras
realitas memang bukanlah suatu hal vang
mudah untuk dilakukan. Kompleksitas
masalah yvang mengindikasikan polisi pada
aras realitas vang variabelistik ini
tidak bhisa dilepaspisahkan dari fungsi
polisi vang multidimensi. Betapa tidak,
ia {(polisi) adalah satu-satunya tatanan
birokrasi vang terlibat langsungz dalam
tiga tatanan sistem administrasi
penyvelenggaraan negara, vyaltu public
administration, security and defence
gserta eoriminal Justiece system. Dengan
eksistensi vang demikian ini menjadikan

polisi sebagai unsur bircokrasi vang

22LEHat ini Gatjipto Rahardia mensinyalir  pula hahwa
penelitian-penelitian snsinlpgis seperti dilakukan Danal Black dan
I,  Skolnick menunjukkan banyzk varizbel vang hekerjz  untuk
nenentukan apakah polisi akan menindak sesearzng ataw tidak, FKompas
20 Juli 1997,




paling transparan. murah caclan dan
mahal pujian.23

Implementasi tugas polisi vang
dipraktekkan sedemikian rupa itu sudah
barang tentu bertentangan dengan
ketentuan hukum (vuridils formal)
mengenal sistem peradilan pidana dalam
proses' kerjanva yang secara bertahap
dijalankan oleh polisi, jaksa dan hakim.
Menurat Satjipto Rahardjo walaupun
polisi, Jaksa dan hakim sama-sama aparat
penegak hulkum, tetapi kualitas
pekerjaannya jelas sangat berbeda. Kalau
polisi menghadapi kejahatan dengan
tangan telanjang, maka Jaksa dan hakim
menggunakan sarung tangan hukum.24.

Atas dasar inilah. maka secara
tepat Satjipto Rahardjo menganalogikan
pekerjaan polisi bagai berhadapan dengan
besi panas sedangkan Jaksa dan hakim
berhadapan dengan besi vang auda)
dingin.25

ESLihat funarto dan faten Tabah, Qp.Cit., hal.sd.

‘4Satjinto Rahardio dan MAeton Tabah, Polisi Palake dan
Pepikir [lakarta:Brapedia Pustaka Utasa, 1993), Ral.13i-132.

“I5ajipto Rahardin, Kompas, & Oktober 1994,
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Dalam pekerjaannya. polisi s=elalu
mengindentifikasikan faktor—fgktor vang
bakal dihadapinya, untuk kemudilan
memasukkannva kedalam perhitungan dan
mempersiapkan sikap kewaspadaan
menghadapi faktor-faktor tersebut,
dimana faktor-~faktor itu tidak Jarang
berimplikasi pada kekerasan. Dalam
Eonteks ini pola perilaku yang muncul
berupa kekerasan atau kemarahan tadi
berpeluang untuk dilihat sebagai siasat
kontekstual wvyang ditempuh oleh polisi
dalam menghadapi sifat tugasnya. Inilah
muangkin, dimensi lain dari proses
interaksi simbolilk yang turut membentuk
persepsi "yang miring" dari masvarakat
terhadap polisi.

Semua perilaku atau sikap .tindak

di atas, dari perspektif teori interaksi

simbolik tak pelak lagil telah
mengkondisikan masyarakat pada
interpretasi -atau pemaknaan vang
bernuansa negatif pada polisi.

Konsekuensi loglsnya ialah masyarakat
lantas menjadi enggan berurusan dengan

polisi. Dengan perkataan lain, kondisi
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tatalieme vang ditandai oleh 'keengganan
masyarakat melapor suatu pelanggaran
atau kejahatan lebih banyak dikondisikan
oleh sikap tindak polisi vang Bernuansa
negatif seguai dengan pemaknaan yang
telah dilakukan oleh masvarakat.
Terhadap Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada

EKesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Suatu.hipotesa_yang ﬁidak diragukan lagi r—kfk

iEEbenaran dagﬁkgpastianﬁi;%’karena memang ini
merupakan hukum alam, vaitu dimana ada suatu
prerbuatan atau tindakan rasti akan menimbulkan
akibat atau setidak-tidaknya pengaruh vang
ditimbulkan. Semangkin tinggl tingkat kualitas
atau kuantitas rerbuatan atau tindakan itu
dilakukan, maka semangkin tinggi tingkat
pengaruh vang ditimbulkan. Demikian pula
halnya dengan persepsi maayarakat terhadap
polisi selaku penegak hukum akan menimbulkan
pengaruh bagli masyarakat yvang telah memberikan
rersepsi itu sendiri. Dalam kaitan ini
rengaruh yang akan dianalisis adalah suatu
pengaruh yvang sangat signifikan dengan tudjuan
diadakannya hukum dalam masyarakat, vaitu
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari

masyarakat yang telsh memberikan rerseprsi atas
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sikap atan tingkah laku aparat penegak hukum
(polisi).

Sebelum kita beranjalk kepada analisis
terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh
rersepsi tersebut, ada baiknva prenulis
mengemukakan beberapa latar rliakan analisis,
vaitu mengapa sampai terjadi pengaruh vang
sedemikian itu? Hal ini penting dikemukakan
sebagal dasar pidakan penulis dalam
menganalisis pengaruvh tersebut.

Menurut penulis pengaruh dari suatu
tindakan atau perbuatan itu merupakan hasil
dari interaksi sosial yang terjadi. apakah
pengaruh itu bersifat positif ataukah bersifat
negatif, tergantung dari interaksi sosial itu
sendiri. Jika interaksi sosial itu bertolak
dari sesuatu perbuatan vang positif, maka
rengaruh  vang timbul akan positif, namun
éebaliknya, jika interaksi sosial itu bertolak
dari sesuatu yvang negatif, maka pengaruh vang
ditimbulkanpun akan menjadi negatif.

Pandangan ini renulis kemukakan
berdasarkan suatu pemikiran yang muncul dari
Podgorecki yang pernah mengemukakan, bahwa
apabilla pembentuk hukum menerbitkan peraturan-

peraturan vyang tidak cocok dengan kesadaran
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atan perasaan masYarakat, maka diharapkan akan
timbul reaksi-reakesi vang negatif daril
masyarakat. Semakin besar pertentangan antara
peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin
sulit untulk menerapkanpya. Sebaliknya. apabila
peraturan-peraturan tadi sesuai dengan
kesadaran masyardkat. maka masalah-masalah di

dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada.26

Selanjutnyva Podgoreck127 mengatakan,

bahwa:
A legislature which attempts to use Jlaw
to Introduce new valuss into a society
will encounter resistance indicative of
the struggle betwen new statute laws
and old 'legal felling. In such
situation, a calculation of the eventual
social profits and losses is quite
egsential, the legislature wiil consider
as profits all the planned consequences
of the efficient application of the new
law, and as losses all hindrances and
chstacles. .. .wich may result from the
continued acceptance of former legal

feelings.
Kemudian Skolnick mengungkapkan suatu

vang lebih khusus dan tegas, vaitu:
The rules themselves must be rational,
not whimsically constructed, and carried
out with prosedural regularity and

hal.65-86.
2 1nid., hal.bh.
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fairness. Most important of all, rule is
from below. not above. Authorities are
servantg of fthe people. not a "Vanguard"
of elites instructing the masases. The
overriding value is concent of the
governed. From it derives, the principle
of the accountability of authority.
accountability primarily to courts of
law and ultimately to a democraticaly
constitutgg legislature upon universal
suffrage. “

Masalah-masalah tersebut di atas,
kesemuanya bersumber pada ketidakserasian
proporsional antara pengendalian sosial olsh
Penguasa, kesadaran para warga magyarékat dan
kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis.

Masalah kesadaran hukum ini sebenarnya

-telah tersirat dalam renjelasan Undang-undang

Dasar 1845 vang menyatakan bahwa, "Negara
Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat)
tidak berdasarkan kekuasaan belaka". dengan
demikian supremasi hukum di Indonesia diakui,
hal ini berarti pengakuan terhadap renegakan
rule of law, dan berarti pula bahwa masalah
késadaran hukum dan kepatuhan hukum menjadi
bagian dari tujuan dari penegakan hukum dalam
artian yang material, vang menurut Friedmann
berarti:

a. Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-

ukuran tentang hukum yvang baik atau hukum
yvang buruk.

Blerope H. Skainick, Justice Without Trial, Law Enforcesmsnt in
Democratic Society, Secon Edition (Mew York:John Wiley & Somg,Inc., 1979),
hal.2t,

Lag




b. Keratuhan dari warga-warga maayarakat
terhadar kaedah-kaedah hukuym vang dibuat
serta diterapkan oleah badan-badan
legislatif, eksekutif dan yudikatif.

¢. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan
hak-hak azasi manusia.

. d. Negara mempiinyvai kewaj iban untuk

menciptakan kondisi-kondisi sosial vang
memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi
manusia dan penghargaan yang waJjar terhadap
martabat manusia.

e. Adanya Dbadan yudikatif vang bebas dan
merdeka vang akan dapat memeriksa serta
memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-
wenang da;& badan-badan eksekutif dan
legislatif.~*

Jadi kesadéfan hukum sebenarnya
merupakan kesadaran atau nilai-nilai vang
terdaprat di dalam diri manusia tentanz hukum
vang ada atau tentang hukum vang dihafapkan
ada®®. Di sini vang ditekankan adalah tentang
nilai-nilai masyarakat vang menghendaki fungsi
apa vang harus dijalankan oleh hukum dalam
maéyarakat.31

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah
satu pengertian hukum adalah '"hukum sebagai
petugas hukum”sz, petugas hukum dimaksud dalam

renelitian ini adalah polisi vang menjalankan

tugas dan wewenangnya. Dengan demikian hukum

2q%.Friet{manf Leaal Theary, Fifth Edition (London:Staven % Sons,1947).
hai.48$%ﬂ
““Lihat Soerjono Soskantn, Op.Cit,, hal,152-133

Lipig,

32Purﬂadi Purbacaraka, Milai-nilai dan Konsepsi-konsapsi Hukum  vang
perlu  dikuasai oleh Sarjana Hukum dalam mas3a Fesbanounan Dewasa  Ini
{Semarang:FH-Undip, 1973}, hal.l.

149




alkan tampak atau mempeola dari perikelakuan
retugas kepolislan dalam mengimplementasikan
peraturan-preraturan yang berlaku. Pada titik

ini pola perikelakuan polisi akan bertemu

dengan nilai-nilai vang hidup _daiam
magyarakat, dengan demikian akan terjadi
gesekan—gesekan (interaksi sosial) = antara

keduanya. Jika pola perikelakuan polisi itu
tidak bersesuaian dengan nilai-nilai
masyarakat,- maka interaksi sosial vang
dimunculkan' akan befsifat negatif. . Interaksi
sosial mnegatir inilah vyang menjadi fokus
permasalahan analisis. Karena ia akan
menghasilkan tingkat kesadaran hukum dan
kepatuhan hukum masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa, sikap
tindak atau ﬁerikelakuan polisi selaku penegak
hukum di Kotamadia Jambi dalam temuan-temuan
penelitian berdasarkan persepsi masyarakat
terungkap kurang baik, tidak menunJukkan
kepribadian yang sebsnarnya (idealnya) ssorang
polisi, seperti polisi yang materialistis,
main paksa, menakut-nakuti, mendualistikan
masyarakat vang kemudian memberikan pengaruh

vang tidak kecil bagi masyarakat pemberi




rersepsi  (masvarakat sampel). Pengaruh vang
ditimbulkan pada masyarakat sampel antara lain
enggan melaporkan suatu tindak kejahatan atau
pelanggaran yang terjadi, menjauhi polisinya,
Jika ada yang mendekati polisi hanyalah dalam
artian yang negatif (kolusi), main hakim

sendiri. kondisi ini pula vang menghasilkan

pengaruh kurangnya kesadaran hukum dan-

kepatuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan teori interaksionisme
simbolik, jelas fenomena-fenomena yang tampak
melalui simbol-simbol itu merupakan hasil
interaksl sosial yang tidak seimbang. Artinya
dalam interaksl itu cenderung acla satu
kekuatan vang dominan yang menguasai kekuatan
vang lain, vakni kekuatan polisi selaku
penegak hukum dengan segala sikap tindaknya
menguasai kekuatan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat, vang kemudian menimbulkan
fenomena-fenomena bharu yéng terungkap . dalam
éimbol—simbol pengaruh yvang ditimbulkan dari

versepsi masyarakat itu sendiri.

Jadi Jelas di sini, bahwa sikap tindak
polisi di Kotamadia Jambi (daerah penelitian)

ini merupakan fenomena vang mempola yvang telah

'L l.;::l 1-



memberikan pengaruh kepada persepsi masyarakat
gampel . dan rersepsi masyarakat vang
sedemikian rupa itu telah menimbulkan pengaruh
pula terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan
hukum masyarakat sampel di Kotamadia Jambi.
Pengaruh kurangnya kesadaran hulum dan
kepatuhan hukum masyarakat ini merupakan
konsekuensi dari interaksi sosial vang

sedemikian rupa tersebut.

152



Bag v

PENUDTUOP

Eesimpulan

Berdasakan basil penelitian dan analisis
tentang persepsi masyvarakat terhadap polisl selaku
renegak hukum di Kotamadia Jambi, dan dihubungkan
dengan permasalahannya, maka penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

_1. Persepsi masyarakat di Kotamadia Jambi +terhadap
polisi selaku penegak hukum ditentukan oleh
pengetahuan, interpretasi dan keputusannya untuk
menilai sikap tindak Polisi. Dalam usaha
memberikan penilaian terhadap polisi berdasarkan
rengetahuan dan rada akhirnya memberikan
képutusan, di tengah-tengahnva terdapat
iﬁterpretasi atau pemaknaan dari simbol-simbol
vang dimunculkan peolisi dan hal ini terjadi
rada saat adanya interaksi sosial antara kedua
kelompock (Masyarakat sampel dengan polisi).
Persepsi masyarakat :sampel terhadap polisi
selaku prenegak hukum, khususnya dalam hal sikap
tindak polisi dalam menjalankan tugas-tugas
penyidikan, tampil dalam bentuk vang bervariasi,

hal ini disebabkan banyaknya variasi sikap
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tindak polisi vang dimunculkan. Pada awalnya
masyarakat menghendaki sikap tindak polisi itu
sesual dengan vang diharapkan, artinva sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan serta norma-
norma yvang ada dalam masyarakat setempat, namun
kenyataannya tidaklah demikian. Simbol-simbol
vang ditampakkan oleh polisi ditensah masvarakat
telah memberikan remaknaan-pemaknaan vang
bervariasi dan pada akhirnva masyarakat
hemberikan rersepsi sesual dengan simbol-simbol
vang dimunculkan oleh polisgi  tersebut. Jadi
stimalus-stimulus yang masuk kedalam pengetahuan
masyarakat sampel, telah memberikan respon
rangsangan masyarakat dan kemudian memberikan
keputusan yang berbentuk persepsi. Persepsi
masyarakat sampel terhadap polisi selaku penegak
. hukum di Kotamadia Jambi antara lain: kesan
rolisi vang mengecewakan, menyeramkan,
menakutkan vyang kesemuanyvanyva bermuara rada
kesan Materialistis. Simbol-simbol ini muncul
rada saat masyarakat sampel menjadi tersangka
atau saksl dalam perkara pidana, ataupun pada
saat masyarakat sampel menyaksikan sikap tindak
polisi di lapangan, misalnya pada saat melakukan

renangkapan dan penggeledahan.
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Rerdasarkan temuan-temuan vang diperoleh dari

rersepsi masyarakat sampel di  Kotamadia Jambi

terhadap polisi selaku penegak hulkum dan

analisis penulis, maka diperoleh suatu

kesimpulan, bahwa persepsi masvarakat vang

sedemikian rupa tersebut disebabkan beherapa

faktor, antara lain:

a.

Orientasi pada tujuan organisasi; hal ini
berhubungan erat dengan renilaian atau uwkuran
keberhasilaﬁ vang ditekankan pada
rengungkaran kejahatan gebanyak-banyaknya
( target clearance rate), akibatnya rada
level penvidikan ini, cara-cara vang
dignnakan 'oleh polisi cenderung menyimpang
dari aturan-aturan atau mengenyampingkan
norma-norma vang bherlaku pada masyarakat di

mana polisi itu_melaksanakan tugasnya.

Pengalaman dalam kesatuan dan respon

masyarakat: hal ini menyvangkut relbagai

variabel penyebab, seperti kebiasaan buruk

vang berlangsung secara terus-menerus {budaya
temperamental dan materialistis). Hal ini
menimbulkan respon pada masyarakat yvang pada

level-level tertentu terkesan masyarakat juga



memberikan peran atau andil sehingga budava
negatif deri polisi itu berialan terus. Ini
kelihatan dari kebiasaan beberapa masyarakat
vang mempunyal status s=osial tinggi yvang
telah memberikan kenikmatan—kenikmatan khusus

keprada polisi.

Sifat atau beban teknis tugas renyidikan;
Tugas renyvidilan identik dengan ancaman
bahaya yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu.
Untuk mengantisipasi hal térsebut, polisi
telah mempersiapkan kiat atau cara-cara
khusus, konsekuensinva adalah timbul
kekerasan-kekerasan vang tidak mungkin

terelakkan.

Kebidakan atau kewenangan vang Adimiliki;

Kapasitas kewenangan seorang polisi Juga

~turut menentukan tindakannya, karena jika

kapasistas kebijakan atau kewenangan ini
tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-
baiknya, maka sudah pasti akan bermuara pada
kegagalan vang mengelaborasi segala

rermasalahan vang ada di Japangan.
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La

Persepsi masvarakat =ampel terhadap rolisi
selalkn renagalk hukum  di Kotamadia Jambi
sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di
atas, telah memberikan rengaruh terhadap
renghormatan masyarakat sampel tersebut kepada
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Pengaruh-

pengaruh tersebut antara lain; keengganan

masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan

suatu perkara pidana yang telah terjadi, sering
terjadinya tindakan main hakim sendiri, takut
bila berurusan dengan polisi, kurang

dihormatinva polisi oleh masvarakat.

B. Saran-Saran

1.

Dengan adanya persepsl masyarakat polisi selaku
penegak hukum vang sedemikian rupa tersebut,
maka sebaiknva pihak kepolisian itu sendiri
melakukan beberapa introspeksi kedalam, hailk
secara organisatoris maupun secara personil,
sehingga dapat menyadari dengan sesadar-sadarnya
apa vang telah terjadi ldan vang terpenting
segera memperbaiki diri.

Diupayakan reningkatan rembinaan kemampuan
teknis (penguasaan materi tugas) agar polisi
tidak terjebak pada sikap mental temperamental

serta yvang terpenting adanya pembinaan terhadap
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moral polisi agar tidak atau setidek-tidaknya
daprat ditekan sekecil mungkin terdapatnya sifat
materllialistis. Densgan demikian rada intinya
adalah adanya perbaikan dan pembinaan secara
terus-menerus terhadap kepolisian, mulai dari
rekruitisasi personii sampal pada pendidikan dan
pelaksanaan tugasnya selaku renegak hulkum.
Penting pula untuk segera dilaksanakan, sesuai

dengan hasil-hasil seminar Nasional Kepolisian,

bahwa perlu dilakukan rerubahan gistem
pemolisian vang ada, vaitu dari sistem
remolisian vang represif kepacda sistem

remolisian yang humanistis, sehingga renghargaan
terhadap hak asasi manusia dapat dilaksanakan
dengan baik.

Setelah adanya perbaikan dan pembinaan terhadap
kepolisian itu sendiri. maka selanjutnyva untuk
mengambalikan kondisi atau citra kepolisian di
mata masyarakat, perlu dilakukan renyvuluhan-
penyuluhan hukum dan rendekatan—-pendekatan
terhadap masyarakat secara kekeluargaan dan
horalistis, hal ini penting untuk mengembalikan
serta meningkatkan kesadaran hukum serta
kepatuhan hukum masyarakat i1tu sendirl, dan
sebagal akses baliknya akan terjadi kemudahan

atau kelancaran pelaksanaan tugas-tugas polisi
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di lapangan. Dan vang terpenting dari semua  itu

adalah dapat terjadinya hubungan baik antara

masyarakat dengan polisinya,
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